
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATJ LAMPUNG BARAT 

NOMOR1l TAHUN 20+,7 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a . bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Mengingat 

(APBD) harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka 

dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi 

fisik, keuangan mavpun manfaatnya bagi kelancaran 
tugas pemerintah dan pe1ayanan rnasyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalarn huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

1. Undang-Undang Nomor 6. Tahun 1991 ten tang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun .2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261 · Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah . beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengel9laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

9 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 (Berita Negara ~epublik. Indonesia Tahun 

2011 Nomor310); 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Benda.hara 

Serta Penyampaiannya; 
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Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pernerintah Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keua ngan Daerah Ka bu paten Lampung _Barat; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 

Tahun 2017 tenta.ng Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; · 

19. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilnn Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 

Ba rat. 

5. 

6. 

Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris 

Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Larnpung Barat. 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

adalah suatu pedoman pelaksanaan APBD yang disusun dalarn 

Peratu ran Bupati. 

7 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk d idalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiba n daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaba,n, dan pengawasan keuangan daerah. 

9 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD a dalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibaha s dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan Peratura n Daerah. 

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang. 

11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut 

LPSE adalah Unit Kerja K/ l./D/ 1 yang dibentuk untuk 

meyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara 

elektronik. 

12. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah berfungsi melaksanakan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang bersifat pennanen, dapat 

berdiri sendiri atau melekat pada bagian yang sudah ada. 

13. Sa tuan Kerja Pengelola Keua.ngan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD a dalah kepala sa tuan kerja pengelola keuangan daerah yang 

selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 
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16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dala m kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

1 7 . Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
OPD yang dipimpinnya. 

18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat 
pengelola keuangan daerah. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barahg milik daerah. 

20. Pengurus Barang Mihk Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 
ba rang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas mengurus barang. 

' 21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian tugas BUD. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan s ebagian tugas da.n fungsi OPD. 

23.. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada OPD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada OPD. 

26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima , menyimpan, membayarkan, menatausahakRn, dan 
memperta nggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pela ksanaan APBD pada OPD. 

27. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

'.23 . Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati. dan dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapka n serta 
m elak sanakan ke bijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan 
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD 
da n pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
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29. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA
O PD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan 
OPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

30. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan 
anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

31. K.inerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
, .. atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

32. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan misi OPD. · .. 

33. Kegiatan adalah bagian dari program yaµg dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output} dalam bentuk barang/jasa. 

34. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

35. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
clan tujuan program dan kebijakan. 

36. Hasil ( outcome) adalah segala sesuatu yang . mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

37, Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan dibank yang setiap saat 
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. 

38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat.penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

40. Penerimaan Daerc3:h adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

4 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

42. .Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

43. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
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44. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

45. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara ·pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

46. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

. tahun anggaran berikutnya. 

47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

48. Pinjaman Daerah adalah semua trarisaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali. 

49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

50. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah 
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

5 l . Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

52. Investasi Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial 
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran dinas keuangan iselaku Bendahara Umum 
Daerah. 

55. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
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56. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bcrsumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

57. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

58. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegialan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

59. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

60. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

61. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan tambahan uang persectiaan guna melaksanakan 
kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

62. . SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja' lainnya dan pembayaran 
gaji dengan jumlah, penerima, p~runtukan, dan waktu pcmbayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna 
anggara/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-OPD. 

64. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokunien yang ,diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan. 

65. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

r-----,..-·----------- . 
' I 
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66. Surat Perintah Membayar Tambahan Vang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.,.QPD karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

67. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga. 

68. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM. 

69. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

70. Barang Milik Daerah adalah aemua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan • 

Pasal 2 

Mak.sud Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018. 

Pasal3 

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah agar pelaksanaan APBD 
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka' dan bersaing, adil/tidak 
diskriminatif, dan akuntabel serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan. 

BAB II 
PELAKSANAAN APBD 

Bagian Kesatu 
Azas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal4 

( 1) Sernua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah ·dalam rangka 
pelaksanaan urusan pernerintahan daerah dikelola dalam APBD. 
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......,..... 

(2) Setiap OPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima 
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau 
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penerimaan OPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai 
pengeluaran, kecuali ditentukan. lain oleh peraturan perundang
undangan. 

(4) Penerimaan OPD berupa uang atau ce~ harus disetor ke rekening 
kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran. belanja jika 
untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia 
dalam APBD. 

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan 
jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(9) Setiap OPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran 
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

( 10) ?en gel uaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak 
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 

Paragraf 1 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 

PasalS 

( 1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah ten tang 
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala OPD agar 
menyusun rancangan DPA-OPD. 

(2) Rancangan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci 
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana 
penarikan dana tiap-tiap OPD serta pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala OPD menyerahkan rancangan DPA-OPD kepada PPKD paling 
lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 



Pasal6 

( 1) Pada SKPKD disusun DPA-OPD dan DPA-PPKD. 

(2) DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
Program/ Kegia tan. 

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung: 
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan 

hibah; 
b. belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi 

Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga; 
dan 

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. 

Pasal 7 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD bersama-sama 
dengan kepala OPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD mengesahkan rancangan DPA-OPD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(3) DPA-OPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada kepala OPD, satuan kerja pengawasan daerah, 
dan Sadan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sej ak tanggal disahkan. 

(4) DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sehagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala OPD selakl.:l pengguna 
anggaran / pengguna barang. 

Paragraf 2 
Anggaran Kas 

Pasal 8 

(1) Kepala OPD berdasarkan rancangan DPA-OPD menyusun rancangan 
anggaran kas OPD. 

(2) Rancangan anggaran kas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan 
rancangan DPA-OPD. 

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas OPD dilaksanakan bersamaan 
dengan pembahasan DPA-OPD. 
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Pasal 9 

(P PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna 
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai 
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana 
yang tercantum dalam DPA-OPD yang telah disahkan. 

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat- ( 1) memuat 
perkiraan arus kas rnasuk yang bersumber dari penerirnaan dan 
perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah 

Pasal 10 

( 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum 
daerah. 

(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 11 

(1) Setiap OPD yang memungut pendapatan daerah wajib 
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang 
dan tanggung jawabnya. 

(2) OPD dilarang melakukan punguta_n selain dari yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah. 

Pasal 12 

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan narna dan dalam 
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau 
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank 
serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan 
lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Pasal 13 

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. 

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
harus di<lukung dengan bukti yang leng½~P dan sah. 
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Pasal 14 

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat 
sebagai pendapatan daerah. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 

Pasal 15 

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus mendapat 
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertartggung jawab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. 

(4) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati 
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar 
seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (4) dibatasi hanya untuk belanja 
yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan 
keperluan kantor sehari-hari. 

Pasal 16 
Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 17 

(1) Permintaan Pembayaran Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, 
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran SKPKD, dengan Menerbitkan SPP-LS yang 
diajukan kepada PPKD melalui PPK BPKD · berdasarkan pennohonan 
yang diajukan penerima dana dimaksud. 

(2) Penerima Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, -Belanja Tidak 
Terduga dan Pembiayaan wajib membuka rekening bank untuk 
transfer dana dimaksud dengan memenuhi kelengkapan 
administrasi hibah sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(3) Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak-Terduga dan 
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggung
jawabkan oleh penerima bantuan '>ebagai objek pemeriksaan, dalam 
bentuk laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi bukti-bukti 
lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan 
perudang-undangan lainnya, yang disampaikan kepada Bupati 
Lampung Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

Pasal 18 

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan 
dalam APBD untuk mendanai. tanggap darurat, penanggulangan 
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian 
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 
telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan 
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung 
sejak keputusan dimaksud ditetapkan. 

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berdasarkar. kebutuhan yang diusulkan dari 
instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi 
dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan 
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara. 

(3) Pimpinan Instansi/Lembaga penerima dana tanggap darurat 
bertanggungjawab atas penggunaan .dana tersebut dan wajib 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan 
langsung dan Bupati. 

(4,l Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga 
untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesua1 
dengan Peraturan B,upati tersendiri. 

Pasal 19 

Bendahara pengeluaran wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) clan 
pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan 
dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro, 
serta menyetorkan pajak daerah ke rekening kas daerah pada bank yang 
ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
tersendiri. 
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Pasal 21 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas OPD, kepada pengguna anggaran 
dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara 
pengcluaran. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya 

Pasal 22 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: . 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

dari pad a realisasi belanj a. 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas b~ban belanja 

langsung; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 

Paragraf 2 
Dana Cadangan 

Pasal 23 

( 1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama 
dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program 
dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang pembentukan dana cadangan. 

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila 
dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan 
kegiatan. · 

(4) Untuk pelaksanaan program dan. kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu 
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. 

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan 
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
pembentukan dana cadangan. 

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 
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(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, 
maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana 
cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum d~e_rah. 

Pasal 24 

( 1) Dalam h al dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 
cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil 
tetap dengan risiko rendah. · 

(2) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan 
penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mena mbah jumlah dana cadangan. 

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. deposito; . 
b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 
d. Surat Utang Negara (SUN) ; dan 
e. surat berharga Iainnya yang dijamin peI?erintah. 

( 4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari 
dana cadangan diperlakukan sama · dengan penatausahaan 
pelaksanaan program/ kegiatan Iainnya. 

Paragraf 3 
lnvestasi 

Pasal 25 

( 1 r Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening 
penyertaan modal (investasi) daerah. 

(2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada 
rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi 
modal). 

Paragraf 4 .. 
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

Pasal 26 

(1) Penerimaan pinjaman daerah clan obligasi daerah dilakukan melalui 
rekening kas umum daerah . 

(2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman 
pihak lain. 

(3) Pendapatan daerah dan/ atau aset daerah (barang milik daerah) 
tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. 
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(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik 
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan 
jaminan obligasi daerah. 

Pasal 27 

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan 
o bligasi daerah. 

Pasal 28 

{l) Pemerintah Daerah' wajib melaporkan posisi kumulatif pmJaman 
dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. 

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. jumlah penerimaan pinjaman; 
b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan 
c. sisa pinjaman. 

Pasal 29 

( 1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang 
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. 

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam · APBD/perubahan APBD 
tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang 
dan / a tau o bligasi daerah se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului 
perubahan atau setelah perubahan APBD. 

Pasal 30 

( 1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi 
daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 
pembahasan awal perubahan APBD; 

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi 
daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 
laporan realisasi anggaran. 

Pasal 31 

( 1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayarari bunga dan cicilan pokok 
utang dan/atau obligasi daerah yangjatuh tempo. 

(2) Pernbayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada 
rekening belanja bunga. 

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada 
rekening belanja bunga. 
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(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada 
rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 

Paragraf 5 

Piutang Daerah 

Pasal 32 

( 1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) PPK-OPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau 
tagihan daerah yang menjadi tanggungjawab OPD. 

Pasal33 

(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan 
seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan 
piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan 
penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 

( l) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan 
dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang 
cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang
undangan. 

(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan 
penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang
undangan. 

(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh: 

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Zima 
miliar rupiah); dan 

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari 
Rp. 5.000.000.000,00 (Zima miliar rupiah). 

Pasal 35 

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan 
pi u tang daerah. 

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan 
administrasi penagihan. 

18 



Pasal36 

( 1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan 
piutang kepada Bupati. 

(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus 
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada 
tahun anggaran berjalan. 

BAB III 

Pelaksanaan Peru bahan APBD 

Pasal37 

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang 
perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala 
OPD agar menyusun rancangan DPA-OPD terhadap program dan 
kcgiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD. 

(2) DPA-OPD yang mengalami perubahan dalarn tahun berjalan 
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-OPD). 

(3) Dalam DPPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap 
rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami 
penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai 
dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik 
sebelum dila.kukan perubahan maupun setelah dilakukan 
perubahan. 

(4) DPPA-OPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan 
oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

BAB IV 
PENGELOLAAN KAS 

Bagian Kesatu 
Pengelolaa.ri Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Pasal 38 

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah. 

(2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. 

(3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati da.n diberitahukan kepada 
DPRD. 
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Pasal 39 

Un tuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 
pt:mgeluaran kas kepada OPD atau masyarakat, BUD dapat membuka 
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang 
ditetapka n oleh Bupati. 

Pasal 40 

( 1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. 

(2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} 
setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas 
umum daerah. 

Pasal 41 

(1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diisi 
dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. 

(2) Jurnlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana 
pengeluaran yang telah ditetapkan dalam.APBD. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kas Non Anggaran 

Pasal 42 
( 1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran . pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah; 

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: 
a. potongan Taspen; 
b. potongan BPJS; 
c . potongan PPh; 
d. potongan PPN; 
e. pajak daerah; 
f. penerimaan titipan uang muka; 
g. penerimaan uang jaminan; dan 
h. penerimaan lainnya yang sejenis. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: 
a. penyetoran Taspen; · 
b. penyetoran BPJS; 
c. penyetoran PPh; 
d. penyetoran PPN; 
e. paj ak da.erah; 
f. pengemhalian titipan uang muka; 
g. pengembalian uangjaminan; dan 
h. pengeluaran lainnya yang sejenis. 
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(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan 
sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga. 

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga. 

(6) fnformasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana 
di.maksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus 
kas aktivitas non anggaran. 

(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai 
dengan· Standar Akuntansi Pemeri.i1tahan. 

(8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BABV 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 43 

( 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara 
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau 
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan 
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan 
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab 
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 

Bagian Ked ua 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 44 

(l) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;· 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. pejabat yang diberi wewenang mengesapkan SPJ; 
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan/atau 

pengu ru s barang; 
f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan 
pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; 
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,g. bendahara penerimaan pembantu dan/ a tau bendahara 
pengeluaran pembantu OPD; dan 

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna 
anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimaria dimaksud pada ayat (I) 
huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepada kepala OPD. 

(4) Pejabat lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (3) mencakup: 
a. PPK-OPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada OPD; 
b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti 

pemungutan pendapatan dacrah; 
d. pejabat yang diberi v-.'ewenang menandatangani bukti penerimaan 

kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan 
e. pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara 

pengeluaran dan/atau pembantu pengurus barang. 

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 45 

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara 
penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh 
pembantu bendahara. 

Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) melaksanakan fungsi sebagai kasir a tau pembuat dokumen 
penerimaan. 

Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen 
pengeluaran uan~ atau pengurusan gaj~ penerimaan uang serta 
pengurusan gaji. 

BAB VI 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pasal 46 

(1) Kepala OPD menyusun laporan realisasi semester pertama 
anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagai hasil pelaksanaan 
anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. 
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........, 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan 
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK
OPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk 
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran 
pendapatan dan belanja OPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester 
pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi 
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD serta 
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan 
realisasi semester pertama APBD paling_ lama 1 O (sepuluh) hari 
kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan 
berakhir. 

Pasal 47 

(1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan 
cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama 
anggaran pendapatan dan belanja OPD- sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli 
tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

· ('.2·) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 
{enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga 
bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 
(enam) bulan berikutnya. 

Pasal48 

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) 
disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 
akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua 
Laporan Tahunan 

Pasal 49 

( 1) PPK-OPD menyiapkan laporan keuangan OPD tahun anggaran 
berkenaan dan disampaikan kepada kepala OPD untuk ditetapkan 
sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD. 

(2) PPK-SKPKD menyiapkan laporan keuangan SKPKD tahun anggaran 
berkenaan dan disampaikan kepada kepala OPD untuk ditetapkan 
sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD. 
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(3) Laporan keua ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) d isampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan 
keuangan Pemerintah Daerah. 

Pasal 50 
( 1) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (1) disampaikan kepada Bupati m elalui PPKD paling lambat 2 
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 
oleh pejabat pengguna anggaran sebagai basil ·pelaksanaan 
anggaran yang berada di OPD yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Laporan keuangan, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b. Laporan Operas~onal (W); '·· 

c. Neraca; · 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

(4) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan surat pernyataan kepala OPD bahwa pengelolaan 
APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan 
Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan 
perun dang•undangan. 

Pasal 5 1 
( 1) Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (2) disa mpaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 
(dua) bulan setelah tahun anggaran bera khir. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan 
anggaran yang berada di OPD yang menjadi tanggungjawabnya. 

(3) Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b. Laporan Operasional (LO); 
c. Neraca: 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

(4) Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan surat pernyataan kepala OPD bahwa pengelolaan 
APBD yang menjadi tanggung j awabnya telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengenda lian interen yang memadai dan 
Standar Akuntan si Pemerintahan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
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Pasal52 

( l,) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara 
menggabungkan laporan-laporan · keuangan OPD dan SKPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 51 ayat 
(3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 
berkenaan. 

(2] Laporan keua.ngan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam 
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
~- Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Operasional; 
c. Neraca; 
d. Laporan Arus Kas; 
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilampiri dengai, laporan ikhtisar realisasi kinerja dan 
laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban 
Bupati dan laporan kinerja intern di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(7) Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang 
mengatur mengenai laporan kinerja intern di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(8) Laporan Keuangari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri dengan surat pemyataan Bupati bahwa 
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah 
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang 
memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pa8al 53 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 
(3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling 
larnbat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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Pasal 54 
( 1) Laporan keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) 

disampaikan kepada Badan Pemeriksa . Keuangan (BPK) untuk 
dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK. 

Pasal 55 

Pedoman pelaksanaan I<ctijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi 
Pemerin ta h Daera h ditetapka n dala m Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 56 
Penata usahaan d a n penyusunan laporan pertanggungjawaban bendaha ra 
d ila ksanaka n sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaia nnya_ sebagaimana 
tercan tum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
PENGE LOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 57 

Ketentuan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 

BAB VIII 
PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 58 

Ketentuan pengadaan barang/jasa dilakukan ~esuai dengan ketentuan 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ditetapkan 
dalarn Peraturan Bupati tersendiri. 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59 

Pera turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
Kabupaten Larnpung Barat. 

Ditetapkan 
pada tanggal 

di Liwa 
2g 

BUPATI LAMP 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 19 D<t,w,1 b:,r 20 17 

Pj.SEKRETARIS RAH KABUPATEN 
LA PUN . BARAT, 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 
NOMOR G<'.) 

,, ,. • An 1-111KUM 
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LAMPIRAN I 

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN 

1 BENDAHARA PENGELUARAN OPD SERT A PENYAMPAIANNY A 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR : TAHUN 2017 
TANGGAL: 2017 

TATACARA 
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD DAN 
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU OPD SERTA 

PENYAMPAIANNYA 

1.A. BENDAHARA PENERIMAAN OPD 

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Bendahara penerimaan OPD menerima pembayaran sejumlah 

uang yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

dan / a tau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari wajib 

pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada 

dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan OPD mempunyai 

kev,1ajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara 

jurnlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

Bendahara penerimaan OPD kemudia..~ membuat Surat Tanda 

Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada 

wajib pajak/wajib retribusi. 

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan 

OPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lam.bat 1 

(satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan fonnulir Surat 

Tanda Setoran (STS). 

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSKP), Surat 

Ketetapan Retribusi Daera...11 (SKRD) dan Surat Tanda Setoran 

(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan _perundangan 

yang berlaku. 
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PEMERINTAH 
KABUPATEN LAMPUNG 

RAr.!l\T 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
(SKP-DAERAH) 

NO. 

NAMA 

AU.MAT 

NOMOR POKOK WAJIB P.UAK OAERAH (NPWPOj 

TANGGAL JATUH TEMPO 

KOOi: REKENING 

Dengan huruf ; ... 

PERHATIAN · 
Hanp penyetDtan dila kukan pada Banl< / Benctal'lara Pwlermaan 

MASA 

TAHUN 

Jumla h Sanksi 

URAIAN P-UAK DAfAAH 

Apabfa SKPD ini tidak atau kurano db•yar lewat waktu palin~ l•ma 30 hari setelith SKI'D durima at,u (tanggal 
Jatuh tern Po) dO,enakan sa nksi admlnistrasj berupa bung• sebesar 2% per bulan. 

: a. Bl.Inga 

b. KM~ii<;,n 

Llwa ............. , blnogal ............ . 

NO,URUT: 

JUMUH 

(Rp) 

a ,ri. Pejabat Ptngelola Keuangan D;,enh 

---···---·····----potong di Sini-

TANOA Tl!RJMA 

NAMA: .................................................................................. . 

ALAMAT: ................................................................................ . 

NPWPO: .................. . 

•) coret yang tl<lak perlu 

Catatan: 

Penetal)lln jumlah SKP-0....rah didasalbn p,:ida l'IOta pemitl.lngan sebagai das.ir pe11etapan pajak. 

(tanda tangan) 

/nama ftngkap) 

NIP. 

NO,URIIT: 

UWa ................ ,tllnggal ......... . 

(tanda blngan) 

(nan:,;, hro9kaw 
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PEMERINTAH KABUPATEN 
LAMPUNG BARAT 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
(SKR) 

MASA : 

TAttUN : 

. . . 
NAMA 

ALAMAT 
• ••••••••••••••••••••• ••••• .. • ••••• ••• •••••H• ••• •• • ••u•••• ••••••••• 

NO. 

s 

NOMOR POKOK WAJIB RfTtUBUSl (NPWR) 
TANGGAL JA.TIJH TEMPO 

KOOi: RfKENING 

0.,,9M hun.Jf : ........ 

PERHATIAN; 
Harap penyeto<an dilakukan pada Batik/ Bendaha,-a Penerirnoan ....................................................... . 

URAIAN RETRIBUSI 

Jumlah Sanksi : : a. Bung• 

b. Kenaikan 
J 11mlah Keselu rvhan 

2 Ap;,bil1 SKR il>i tidak atau kurang dbayar lewat wi,k_tu p~ling lama JO hari ~lah SKR diterima atau (tanggal 
jaruh tAlmpo) dikenak.an sanksi admlnl$b'a&i berupa b'Jn11a ••besar 2% per bulan. 

. ............ , tanggal ............ . 

NO.URUT : 

JUMlAH 

(RI>) 

Pengguna Anggar¥1/Kuasa Pengguna Anwaran 

(t.inda tanoan) 

mmll'~ 
NlP, 

··potong di sini---------------------------·· 

TANDA TI:RJMA NO.URUT: 

Catatan: 

NAMA : .. .. ........................ ........................ ............................ . ............... ,tang!jal. ......... 
At.AMAT:. 

NPWR : ............................ ............................................. . Yang menefim1, 

(tandl blngan) 

{mima lengkap) 

1. Penetapan Jumlah SKP-Oaerah Cliclasar11an paoa not.a perhi.ungan sebagai oasar penetapan pajak. 
2. Untuk Retribusi sepertJ Retribusi Pasar, Retnbusl P11r1<ir, RebibuSI Pelayanan Kesehatan, dan sejenis lalnnya, format SKR daPM ber.JP<I kards dan bentuk la1nnya sebagai a lat bukti penarlkan. 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"'> ... 
TANDABUKTIPEMBAYARAN 

NOMORBUKTI ...... 

•> Sendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu .. ............................................................................. .. 
bJ Telah menerima uang sebesar Rp . ...................... .. 

(dengan huruf ......... .................................................................. .......................... : ...... ............................................. ) 
cJ dari Nama 

Atamat 
dJ Sebagai pembayaran 

fl Tanggal diterlma uang 

Mengetahui, 

Kode rekening ~> Jumlah 

(Rp) 

Bendahara Penerimaan, Pembayar/Penyetor 

(tanda tangan) 

<nama lengkap} 
NIP. 

Lembar Asli : Untl.Jk pembayar/penyetor/pihak kenga 
Sallnan 1 : Unll.lk 8endahara Penerimaan/Sendahara Pembantu 

Cara Pengisian; 

(tanda tangan) 

(nama 1engkap} 

I. •> Bcndaharu Pcncrimuan diisi dengan nama bcndahara pcncrimaan dan nama SKPD; 
2. •J Tclnh mcncrima unng diisi dcngnn Jumlnh uang yang diterima dari pihak kctiga. dii.isi 

dalam rupiah dan kala-kata; 
3. •> Nnrna dan alamat diisi dcngan nnma dan nlnmal pihak ketiga yang melakukan pcmb;ayarllll; 
4. d) Scbaga.i pcmbayarll!l diisi dcugan ur-dian pcruntukkan pcmbayaran yang diterima dari pihnk ketiga 
5. •> Kodc rckcning diisi dcngan kodc dan urnian nruna rekcning at.as pembayar1111 yang 
6. ll Tauggal ditcrima uang diisi dc:ngan tanggal diterimanya uimg dari pi.hale ketiga. 

Catatan: 
· Fonnulir ini digunakan untuk menyctor pun!,'l.Ltan dacrah (pajak dacrah, rctribusi dan penerimaan dacrah lainnyn) dari 
pembavar/penvctor/pihak ketiga ke bendahara penerimaan. 
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. • I .. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

DINAS............................ :· 
SURATTANDASETORAN 

.(STS) 

STS No. ... ... ... ... ... ... Bank. : ........................... :,. · 

No. Rek.enlng : ............................ .. 

Harap dt~ ma uaog seoesar .................. ............................................................................................................... .. 

(dengan huruf) ( ................................................................................................................. . 

.......... :···· .. ·· ......................................................................................... ....... ) 

Dengan rlnclan penerlmaan sebagal berikut: 

No. Kod• Rekening u~i•n Rlnd•n Obyek 

Uang tersebut dlterima pada tanggal ........................................ . 

Mengeta11u1, 

Pen99una Anggaran/ KUa$a P .. ngguna Anggaran 

Lna ma ti;og!@Q) 

NJP. 

(Catacan: STS dilarr,p,ri 5/Jp Seroran Bani<) 

' lcoret yang tidak perlu 

Cara Pengisian: 

(tanda tangan) 

lnama ienglsaol 
NIP. 

1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan; 

2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan; 

3. Kolom Jum!ah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan. 

Catatan: 

Jumlah 

luml1h 

(Rp) 

• Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, r_etribusi dan penerimaan daerah lainnya). 
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2. PEMBUKUANPENERIMAANPENDAPATAN 

Pembukuan pend a pa tan oleh bendahara penerimaan 
menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar 
pencatatan antara lain: 

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran 

2. Nota Kredit 

3. Bukti Penerimaan yang Sah, dan 

4. Surat Tanda Setoran 

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan 
d idokumentasikan dalarn Register STS;' 
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OPD 
Periodc 

,.----~-...---

~- -- - - · 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN 

-
Penerimaan Penvetoran 

No. ! Tgl. No.Bukti Cara Kode 
Uraian Jumlah Tgl. ·No.STS Jumlah Pembayaran Rekening 

1 i 2 3 4 - -·-·r ··----·--r·- ·-
I 

·. Jumlah 

Jumlah Penerimaan 
Jumlah yang disetorkan 
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 
Terdiri atas: 

a. Tunai sebesar ................ . 
b. Bank sebesar ................ . 
c, Lainnya .......... . ............ ... . 

Mengetahui/ Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Cara Penglslan: 

5 

--

1. OPO diisi den11an nama OPD yang bersangkutan dan Perfode 
2. Kolom 1 dilsi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 dilsi dengan tant11al penenmaan 

6 7 8 9 

Jumlah 

. ........ , tanggal ....... ... . . .. . 
. Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 

(Narn<i Jelas) 
' NIP. 

4. Kolom 3 diis1 dengan nornor buktl penerimaan . 

10 

5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melaluf leas bendahare penerfmaan, bank, atau melalul kas umum daerah 6. Kolom 5 dfisl dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 
7. Kolom 6 diisl dengan uralan pendapatan sesual dengan kode rekenlnj 
8. Kolom 7 diisl dengan Jumlah pendapatan asll daerah 
9. Kolom 8 dtisi dengan tanggal penyetoran 
10. Kolom 9 dfisl dengan Nomor STS 
11. Kolom 10 diisl dengan Jumlah uang yang dl$etor 
12. Kolom 11 diisl dengan Keterangan Ilka dipertukan 
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan setama 1 ilutan• 
14. Jumtah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan' 
15. Satdo Kas di Bendahara Penertmaan dfisl dengan slsa kas yang masfh di pege.ng oleh bencjahara penerimaan baik dalam bentuk kas tuna!, simpanan di bank, ataupunlalnnya' 
16. Kolom tanda tangan ditandatanganf oleh 8endahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertal nama jelas' 

Diisl hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan l.aporan Pertanggungjawaban Bend;ihara Pene rimaan 

7 

Ket. 
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SKPD 
PENGGUNA ANGGARAN 
BENOAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 
BULAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU REKAPITULASI PENERIMMN HARIAN 

TAHUN ANGGARAN ...... 

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH 

No. 
Tanggal 

Urut 

1 2 

Referensi 

3 

Jumlah 

Mengetahui 
Pengguna Anggaran, 

dto ~ 11mrpel 

<<:pOCXX.'-"XXXX.X.X.X.X.X.ux>> · 
NIP. << ....... .. .. . .. . ...... >> 

Kode dan Nama 
Kode Rekening • 
Rinciai1 Obyek 

4 

C.1'11 Pengisian: 
1. Kotom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas. 
2. Kolom 2 diisi dengan :anggal penerimaan kas. 
3. Kolom 3 diisi dengan halaman buku kasir penerimaan. 

(Rp) (Rp) 

Kode dan Nama Kode dan Nama Kode dan Nama 
Kode Rekening - Kode Rekening • Kc.de Rekening • 
Rinciar Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek 

5 6 7 

4. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan jumlah rupiah alas masing•masing kode & uraian kode rakening penerimaan kas (rincian obyek). 

1 

dalam rupiah 

LAIN•LAIN PAD YANG SAH 

(Rp) 

Kode dan Nama Kode dan Nama 
Kode Rekening - Kode Rekening • 
Rincian Obyck Rincian Obyek 

8 9 

Bendahara Penerimaan, 

<<uxxxxxxxxxxxxx.xxx>> 
NIP.<< .. ; .... ........ ...... >> 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMP.UNG BARAT 

REGISTER STS 
OPD ........... . 

TAHUN ANGGARAN 

Bendahara Penerimaan : 

No. No. 
Tanggal Kode 

Uraian Jumlah Pcnyetor STS Rekeninp; 
1 2 3 4 5 6 7 

I 
' I 

I i 

Mengetahui / Menyetuj ui: .......•. , tanggal .............. . 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jelas) 
NIP. 

1. nama OPD yang bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
J. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 

Ket. 

8 

5. Kolom 4 diisi Kade Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 
Da!arn satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan. 

6 .. Kolorn 5 diisi dengan uraian pendapatan 
7. Kol om 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 
8. Kolorn 7 diisi dengan nama penycto~ 
9. Kolom 8 diisi dengan Keteranean jika diperlukan 
10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran 

disertai nama jelas• 

Diisi hanya pada saal penutupan di akhir bu/an untuk keperluan penyusunan laporan 
Penanggungjawaban Bcndahara Penerimaan 

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 {tiga) 

prosedur, antara lain: 

a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai. 

b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening 

bendahara penerimaan. 

c. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum 

Daerah. 

Bagian ini akan menjelaskan -tata cara pembukuan atas ketiga 

prosedur tersebut. 
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a. Pembuk\lan atas Pendapatan Secara Tunal 

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara 

penerimaan menerima pembayaran tunai d¢ ~ajib pajak atau wajib 
retribusi. Apabila pembayaran menggunakan c·ek/ giro, maka 
pe1_1catatan dilakukan ketika eek tersebut di~angkan bukan pada saat 

eek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat 
bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke 
rekening kas umum daerah. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran 
Be_ndahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat 
penyetoran. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan -tunai adalah 
se bagai beriku t: 

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain yang Sah, bendahara 
penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian 

penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor buktL Setelah itu 
bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan 
pembayaran tunai. 

2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode 
rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom 

kode rekening. 

3. Bendahara penerimaan mencatat nilai t ransaksi pada kolom 

jumlah. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai 
berikut: 

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran 
pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. 

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah 
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan 
pada bagian peJ.1yetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah 
Penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS. 
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Berikut adalah bag~~ alir yang menggambarkan proses Pembukuan 
Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tonai 

A.1. Pencatatan Penerimaan Tunai 

; 

I 

Uralan 

1. Bendehara peneriml3n menyiapken Surat 
T anda 8 u1<1; Pembaaeyarao/8ukti lain 
Yang Sah 

2. Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaruv 
Bukti Lain Yang $ah Tersebut. Bendahara 
Panerimaan melakukan Pengieian Bulw 
Penerimaan dan P11nyetorar, Bondahera 
Penerimaan pada bagian ponerimaan. 
Kolom yang diisi ialah no. b111<1i, tanggal 
transaksi. cara pembayaran, kode 
rekening, uraian dan jurnfah. 

3. Hasil dari penatau1ahaan ini adalah buku 
penerimaan dan penyetcran 8endahara 
Penerimaan yang eudah terupdate 

Bendahara Penerimaan 

I Proses Penerimaan Tunai I 

' 
Surat land■ Bukti 
Pambayaran/8ukti 
Lain Yeng S1h 

Melakukan Pengisian 
buku penerimaan d;.n 
penyeroran bendat-ara 

penerimaan 

l 
Buku Penerimaan 
dan Penyetoran 

Bendahara 
JJenerimaan 
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A.2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai 

I 

Uraian Bendahara Penerimaan 

.. 

Proses Penyetoran 
penerimaan ll.lnai ke kas 

I 

I 
umumdaer~h 

' ,. 
1, Bendahara penerimaan menyiapkan bukb 

surat tanda setoran k«- rekening kas umum St.rat T anda $<,lorao daerah. 

,, 
2. Elerdasarkan STS teraabut, Bendahi\ra 

Penerimaan mengisl Buku Penerimaan Melakuklln Pengnsian 
dan Penyetoran Bendahara Penerlmaan Buku Penerimaan 
pada bagian Penyeto,an Kolom Tanggal, dan Penyetonm 
No. STS dan Jumlah Penye:oran 

. 3 Kemudlsn Bendahars Penerimaan mangisi : 
,egiste, S TS Melakuken Pengisian 

registef ST$ 
' 

' 4. Hasil dari penatausanaan ,n, adalah Buku 
Regi6ter STS I Penerimaan dan Penyeloran Oendal\ara 

Penerimaan dan registf.r STS yang sUdah ~uku Penerimaan tar update dan Penyetoran 
Bendahara - Perierimaan 

b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara 
Penerimaan 

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan 
dilakukan saat bendahara penerimaan menerima infonna.si dari bank 
mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara 
penerimaan hingga penyetoran nya. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran 
Bendabara Penerimaan pada saat penerimaan dan· pada saat 
penyetoran. 
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Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di 

rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank 

(pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan) 

mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan. 

2. Berdasarkan informasi tersebut dan informasi pembayaran dari 

v,:ajib pajak/retribusi (dapat berupa slip setoran atau bukti lain 

yang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan 

rekonsiliasi atas penerimaan tersebut. 

3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, 

bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan 

dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom nomor bukti, kolom 

tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran 

diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. 

4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening 

sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu 

bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah 

penerimaan yang didapat. 

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas 

urnum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank 

bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran 

pendapatan yang diterimanya dengan cara tran_sfer melalui 

rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum 

daerah. 

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah 

pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan 

pada bagian penyetoran pada kolom tanggal, Nomor STS dan 

jumlah penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 

Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan melalui rekening 

bendahara penerimaan. 
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~~~-mbukuan Penenmaan Melalu, Rekenmg Bank Bendahara Penerimaan 

1 

Ucaian Bendahara Penenmaan 

• Prooes Penenrnaan d1 

1 Bendahara penenmaan menyiapkan nota 
kredit/inlormasJ Jainnya men;ienai adanya 
penerimaan di rekening bank bendahara 
penerimaan 

2. Bendahara Penerimaan malakukan 
pengisian Buku Penerimaan dan 
Penyetoran pada bagia:i Penerimaan. 

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku 
Penerimaan dan Penyeloran yang 11udah 
terupdate 

Bank bendahara 
oenarimaan 

Surat Tenda Bukti 
pembayaran.lBukti 
Lain Yang $ah 

Melakukan Pengisian 
Buku Pen.,.-imaan 
dan Pen yetora n 

Buku Penerimaan 
dan Pon yetoran 
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B.2. Penyetoran Penerimaan di Rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Oaerah 

I 

I 

Uraian 

1. Bendahara penertmaan menyiapkan bukti 
surat ~nda satoran ka rokening kaa umum 
daerah dan nota kredit yang dikeluarkan 
oleh bank 

2. Berdaaarkan STS dan nota kredil ters,,t,ut, 
bendahara penerimaan menglsl Buku 
Penerimaan dan Pa,1yetoran pad, bagian 
Penyetoran 

3. Kemudian bendahara penarimaan mengisi 
Bulru Register STS 

4. Ha-;iJ dari penatausahaan i'."li a1alah Buku 
P11norimaan dan Penyet~r, serta 
Register STS yang sudah terupdata 

Bendahara Penerlmaan 

Pl'OMI Penyetoran 
Perierlmaan k• kaa 

umumda.,.h 

~urat T anda Setoran 

Nota Kredit -
1 

Melakuk11n Pttngiaian 
Buku Penarimaan dan 

Penyeteflln 

Mel.ikukan Pongisian 
Registflr STS 

·- -~i~----- - - - - ----~ - - -----------~ 

c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah 

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara 
langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan 
saat bendahara penerimaan menerima i:p.fonnasi BUD mengenai 
adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah. 

Pencatatan dilaku'kan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran 
Bendahara Penerimaa.'1.. 
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Langkah-langkah da lam membukukan penerimaan yang diterima 
langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah 
dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan 
ke kas umum daerah. 

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya_, bendahara penerimaan 
mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada 
bagian penerimaan. 

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara 
penerimaan juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan 
Penyetoran pada bagian penyetoran. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 
Penerimaan dan Penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum 
daerah. 
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C. Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah 

Uraian Bendahara Penerimaan 

1 . Bendahara Panerlrriaan mar,erima shp 
setoranlbukti lain yang sah dari penyetoran 
m elatui rekening kas umum daerah 

2. Be1dasarkan slip setoran/bukti lain yang 
sell Bendahara Penerimaan mencatat 
penarimaan di Rekening leas umum daaroh 
it1J pada Buku Pern,rimaan dan Penyetoran 
pada bagian Penarimaan 

3. Berdaurkan slip .atoran/bukti lain yang 
sah ini juga Bendahara Per,erimaan 
m encatat penyatora n ka R a~en ing kas 
umum daerah itu pada Buku Penllfimaan 
dan Periyetoran pada bagian Penyeto.-an 

4. Hasil akhir dari proses ini adalah Buku 
Penerimaan dan Peny11toran yang sudah 
terupdate 

Pro5ea Penerimaan di 
kas umum daerah 

Slip Setoran/Bukti 
Lain yang sah 

Melakukllli PangiBian 
8uku Penerimaan dan 

Peny9knn 

IAelakukan Pangi$ian 
e t.dw Panerimaan dan 

Penyetoran 

I 
Buku Penerirnaan 
dan Penyet«an 

-

3. PERTANGGUNGJAWABANDANPENYAMPAIANNYA 

A. Pertanggungjawaban Administratif 

Bendahara penerimaan OPD wajib mempertanggung-jawabkan 
pengelolaan uang yang menjadi tanggu ngjawabnya secara 
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK OPD paling 
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ: bendahara penerimaan 

pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 

penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ terse but 

dilampiri dengan: 

a. Buku Kas Umum 

b. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir 

bulan berkenaan 

c. Register STS 

d. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap 

e. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan OPD adalah sebagai 

berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat 

tanggal 5 bulan berikutnya. 

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 

bendahara pene1imaan pembantu. 

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung

jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah 

diverifikasi dalam proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan 

gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban bendahara 

pembantu. 

4. Bendahara penerimaan mem berikan La po ran 

Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK OPD. 

5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara 

penerimaan, maka PPK OPD akan melakukan verifikasi 

kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut. 

6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan 

menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif) 

sebagai bentuk pengesahan. 
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Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun 
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan 
tersebut. 

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMIMISTRATtf' 
BENOAHARA PENERIMAAN . 

OPD 
PERIODE 

A. Penerimaan 
1. Tunai melatui bendahara penerimaan. 
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 
3. Melalui ke rekening bendaharn penerimaan 
4. Melalui ke rekening kas umum daerah 

B. Jumlah penerimaan yang harus dis~torkan (A 1 +A2+A3) 

C. Jumlah penyetoran 

D. Sa ldo Kas di Bendahara 
1. Bendahara Penerimaan 
2. Bendahara Penerimaan Pembantu .... .. 
3. Bendahara Penerimaan Pembantu .... .. 
4. dst ...... 

Rp ............. . 
Rp . . ........... . 
Rp ...... ...... .. 
Rp ......... · •.... 

Rp ............ .. 
Rp ........ .... .. 
Rp ............. . 
Rp ............. . 

Rp ............. .. 

Rp .............. . 

Rp .... ..... ..... . 

Rp ............. .. 

Menyetujui: ......... , tanggal .............. . 
Pengguna Anggaran 

{Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

B. Pertanggungjawaban Fungsional 

Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Bendahara penerimaan OPD juga menyampaikan pertanggung
jawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 
10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan 
pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsional ini dilampiri 
dengan: 

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir 
bulan berkenaan. 

b. Register STS. 

c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu·. 
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Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung
jawaban bendahara penerimaan OPD adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan , menerima pertanggung-jawaban yang 

dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat 
tanggal 5 bulan beriku tnya. 

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara 
penerimaan pembantu. 

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertan~g-jawaban 

bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam 
proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara 
penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan 

pertanggungjawaban bendahara pembantu. 

4. Bendahara dapat ·menyempurnakan laporannya apabila terdapat 
masukan dari PPK OPD ketika melakukan verifikasi atas 

pertanggungjawaban administratif. 

5. Bendahara penerimaan menyerahkan l (satu) lembar laporan 
pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk 
pertanggungjawaban fungs ional paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam 
rangka rekonsiliasi pendapatan. 

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran 
disampaikan paling larnbat hari kerja terakhir bulan tersebut. 
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL 
BENDAHARA PENERIMAAN 

OPD 
PERIODE 

A. Penerimaan 
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. 
2. Tunai metatui bendahara penerimaan pembantu 
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan 
4. Melalui ke rekening kas umum daerah 

B. Jurnlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2-+-A3) 

C. Jumtah penyetoran 

D. Saldo Kas di Bendahara 
1. Bendahara Penerimaan 
2. Benda hara Penerimaan Pembantu ..... . 
3. Benda hara Penerimaan Pembantu .... .. 
4. dst ...... 

Rp ............. . 
Rp ............ .. 
Rp ............. . 
Rp ............. . 

Rp ............ .. 
Rp ............. . 
Rp ............. . 
Rp ............ .. 

Rp .............. . 

Rp .............. . 

Rp .............. . 

Rp .............. . 

Mengetahui: .. . . . . . .. , tanggal .............. . 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jetas) 

NIP. 

Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 
{Nama Jelas) 

NIP 
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..... 

r 

3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Uraiar\ 

1 B&rclar.ar1tan Po!lr1anQ9ung ~ 
Jaw.atian bend.ah.Ira. : 
p,9<1to/1milan p~banhJ. 
buku Pene,,mun a.an 
Pen ~1ora,r1 Y-1"9 l&lah 
·J·~L.tul) pal3a. ;nh,r bul.tn 
s.t•r":a ~eg,.iter STS, 
~cmJ'lhi11~ pttncirnria.an 

IT•tt•T1).Ju~1 ~1t1tang91..mg 
ja-att.a:"1 9enrlahara 
Pe-n~r,maan 

!.loQnd,11'1.Jra pe,ne:1ma.1n 
m@'rl ye-ra~an 
P<.'rt.tr,.ggu11g 1awe.iba'I ~ 
~undilit'liUQ ~nernnaan ke r 
Pt1tr,9g"'ni A.r.ggaran · 
me.;)IU1 ?PK OPD 

:l. PPK OPO mll!'l<lkul,,af\ 

·JP.1•1111,;)s., illt31i- Pc,r'!a:-,1,,·· 
:J·.11.gja,,,.-::itJ..a<1 r,ill!J :,f. 
x>1n,po~an (Ian ll:eri11.1(1ian 
mi,mbe,rd1,an ~p,d Pef\g

<;•Jll9 At•Q~;uan untuk 
d,oror,s.a~, 

4. Bendiahara P&l'lernnaan 
me-ny-erc11hki1n. perte.rig, 
s,ung,~an fuf'0,101'1al 
,.,.; ~PKD 

Pon9g1.1no Angoaran PPKOPD 8endahara Penarimun 
Bendahara 

P&r.e<',maan 
~mbanlu 
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liil 
SKPO 
Pengguna Anggarar1 

Bendahara Penerimaan 

Bulan 

Tahun Anggaran 

KODE REKENING 

1 

.__ 
~ 

PEMERINTA~ KABUPATEN LAMPUHG BARAT 

SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 
( SPJ BENDAHARA FUNGSIONAL) 

U,aian 

2 

Jumlah 

MENGETAHUI 

;>ENGGUNA ANGGARAN 

XXXJO(XXXXXXXXX 

NIP. Xxxxxxxxx.xxxxxxx 

Jumlah Anggaran 

3 

Sarnpai 0Mgan Bualan Lalu 

Penenman Penyelora• 

4 5 

Bulan \ni 

S1sa Penecimaan Penyelolan 

6~(5-4) 1 

Disetujui/D:sahkan Oleh 

Kepala Bidang Pendapatan, 

~ 

NIP. XJooooooooooooo 

6 

Jumleh Y8n9 
Sisa Terealisasi 

9:(6-7) 10=(4'-7) 

SisaYoog Jumleh Yang Telah 
Belum SisaAn~ 

Qisekr 
Oisetor 

11={5+6) 12(11-10) 1~(11-3) 

IREfl 
BENDAHARA PENERIMAAN 

xxxxxxxxxxxx 
NIP XXlOOUOtXXXXXX 

% 



SKPD 
Wajib Re1ribusi 
Alamat 
Akun 

Kodc Akun 

No 

l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

j.__. 

Nomor 

2 

Dise!ujui Oleh: 

KepelaOP0 

Kab.Lam~ng Banlt 

NIP. 

~ 
=---~--~L .... -. ff,,.,--;~ AG 

l1o/f~~U' .• 

DAFTAR REKAPITUL.-\SI SKR DAN TBPTAIWN ANGGARAN ..... . 

Surat lvletapan Pajak TKnilK Bukti Penerlmaan 

T~nggal Jurnl•h Akumuhui Nomm· Taugg•I Jumlah 

3 4 5 6 7 8 

Angg•r•o 
Rcalisas.i 
! .cbih/ (Kurang) 

A~umulasi 

9 

t 

J>iutang 

P~nd11r,a1an 

10 - (5 • 9) 

LiWII, 31 Oeserroer 20 ..... . 

Sendah!lra !'enerimt1 

NIP. 

KeterangRn 

\ I 

Hal. 1 dari 1 



No 

~ 

N~n111 \\ J.j1h Rl'.lrihu~i I >acrnh 

2 
PAD - Hasil Retribusi .. 

Jumfah 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAJI 

KABUP ATEN LAMPUNG BARA T 
DAITAR ANALISIS UMUR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH- RETRIBUSI/PAJAK DAERAH- RETRIBUSI 
Per 31 Desember 20 ...... 

Kn~lit:>~ dan l1mur PiutanQ 
SalJo Awai Debit Kredit Piutang Bmto Lancar KmanJZ Lancar Dira,mkrn1 I MJcd 

(0 s.d. I Tahun) _i_!_~d_2 J~hw,) J sd. 5 Ta~> 5 lahw,, 
3 7 8 I 9 I JO 

. . : :~:- .:;/){:,:-... · .. \;.:,>-;:~:.,;_,: ~:;;;i;'i~W'l'.~';i~; .. f<<t: 

Liwa, 

' 
Peel~ r,1h;i;; 

]'iu[~u·.t! 

11 

Diketahui Oleh 
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan 

•••u• .. •••••••••••••• .. ••••••••••••u••••••••••n••• 

NIP ................................ . NIP .. 

hu1;1uµ >!°L.'hl 

I! 



Format Berita Acar:1 Perneriksaan Kas 

Pada hari ini 

Nmna 
Jabatan 

PEMERINTAH KABlJPATEN LAMPUNG BARAT 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

.... tanggal ...... , yang bewmda tangan dibawah ini 

scsuai dcngan Peraturnn Mcnlcn Dalam Ncgcri Rcpublik Indonesia Nomor I 3 Tahun 2006 dan 
Pcraturan Dacrah Nomor 3 Tahw1 2008, kami melakuknn pemeriksaan sctcmpat pada: 

Nama 
Jabatan 

Yang sesuai Keputusan ........ Nomor : . .. .. .. .. .. ...... tanggal ........... diangkat sc~agai Bcnda!rnrn 
Pcncrimaan pada OPD . . ........... , .... Kabupaten Lampung Baral. 

Bcrdasarkan Pemeriksaan Kas scrta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami 
mcndapatkan kcnyataan sebagai berikut : 

l. Saldo Menurut Buku 
2. Saldo Menurut Pemeriksaan : 

a. Uang Kertas Rp. 
b. Uang Logam Rp. 
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang Rp. 

belum cair 
d. Saldo Bank Rp. 

Rp. 

e. Surat/Barang/Benda berharga lainnya _R........_ _______ ~ 
Jumlah Hasil Pemeriksnan R . 
Selisih lebih/ {Kurang) {1- 2) Rp. 

Selisib tcrscbut disebabka.,: .............................. .. ..................... .. .. .. ... .. .. .. . .. 

I 
Liwa, · ....................... 2017 

Yang diperiksa 
Bendahara Penerimaan, 

<< 

NIP. 
>> 

Yang memeriksa 
Pengguna Anggaran., 

<< ....... 
NIP. 

>> 
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Format Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGISTER PENUTUPAN KAS 

Tanggal Pcnutupan K!ls 
Nama Pcnutup Kas 
Tanggal Penutupan Kas yang lalu 
Jumlah Trnnsaksi s.d. bulan 

- Jumlah Penerimaan s.d. tanggal., .. 
- Jwnlah Pengeluaran s.d. tanggal. .. 

Saldo Buku 
Saldo Kas 
Saldo Kas tcrdiri atas: 

I. Uang Kertas: 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pccahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 

2. Uang Logam: 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pecahan Rp. 
Pccahan Rp. 
Pccahan Rp. 

100.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
I0.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
1.000700 =-

Jumloh Vang Kc:rtas 

1.000,00 
500,00 
200,00 
100,00 
50,00 
25,00 

Jumlah Uang Logam 

Rp. 
R. 
Rp. 
Rp. 

Lembar = Rp 
Lembar = Rp. 
Lembnr = Rp. 
Lembar = Rp. 
Lc:mbar = Rp 
Lembar = Rp. 
Lembar ' = Rp. 
Lembar '_=_R.,.P""'·-------

' =Rp. 

Keping 
Keping 
Keping 
Keping 
Kepi.ng 
Keping 

=Rp. 
=Rp. 
=Rp. 
=Rp. 
=Rp. 
=Rp. 
=eRp, 

3 Kertas berharga dan bagian Kas yang diijinkan Ordonansi/ SP2D, = Rp 
Wescl. Cck, Saldo Bank, Mateiai dan scbagainya 

JUMLAH(I +2+3) 

Perbedaan Positif / Ne2atif 

4. Pcnj clasan perbcdaan bnik posi tif maupun ncgatif • 

Mengetahui 
l'engguna Anggaran, 

<<. 
NIP 

Liwa, 

Rp. 
Rp. 

Bendahara Penerimaan, 

<< ............. >> 
NIP. 
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1.B. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU OPD 

1. PENATAUSABAAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Bendahara penerimaan pembantu OPD menetima pembayaran 

sejumlah uang yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari 

wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang 

· berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan pembantu 

OPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan 

kesesuaian anfara jumlah uang dengan jumlah yang telah 

ditetapkan. 

Bendahara penetimaan pembantu OPD kemudian membuat Surat 

Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan 

kepada wajib pajak/wajib retribusi. 

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan 

pembantu OPD harus disetor ke rekening kas umum daerah 

paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan 

formulir Surat Tanda Setoran (STS). 

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Setoran 

(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. . 

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Setoran 

(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan. perundangan 

yang berlaku. 
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PEMERINTAH 
KABUPATEN LAMPUNG 

RARAT 

NAMA 

Al.AMAT 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

(SKP-DAERAH) 
MASA 

TAHUN 

NOMOR POKOK WAJl8 PAJAK DAE RAH (NPWPD) 

TANGGAL JATUH TEMPO 

NO. KODE REKfNING URAIAN PAJAK DAEAAH 

2 

3 

4 

s 

lumlah Ketetapan Pokol,. P•J•k 

JumlahSanksi 

lumlah Kesdoruh•n 

Oell\jan huruf; .................................................................................................................................................................................. . 

PERHATIAN; 
Harap penyetoran dilalwkan pada Bank/ Bendahara Penerimaan 

2 Apabila Sl(?D ini tldak atau kurang dbayar lewat waktu paling lama 30 hari ...telah SKI'D dlt&rlma atau (tanwal 

jawh tempo) dik.enakan sanksl admlnlstrasl benlpa blJnoa sebesar 2% per bu Ian. 

; a. Bunga 

b. K.:nail<an 

Uwa ............. , tangoal : .......... .. 

NO.URUT: 

JUMLAH 

(Rp) 

t.n. Pejabat Per,gelola Keuangan Daenth 

{tanda tangan} 

/nama lengl\aml 

NIP. 

-,.-············------······-·-·------------potong di sini••··········-·-------------·-·-·-···----

TANDA TERIMA 

N,\MA: ... 

ALAMAT : 

NPWPD: 

•} Loret yany Mas perlu 

Catata:i· 

Pe:,rupan Jumlah SKP~Dae,ah d1da~arkan pada riot£! rerhitung"n !-ebagai da$ar penetapan pa;ak. 

NO.URUT: 

Llwa ................ , tanggal 

Yang menetima, 

(tanda tangan) 

I nama iengkap) 
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PEMERINTAH KABUPATEN 
LAMPUNG BARAT 

NAMA 

ALAMAT 

NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI {NPWR) 

TANGGAL lA TIJH TEMPO 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
(SKR) 

MASA: 

TAHUN: 

NO. kODE Rf KEN ING URAIAN RETIUBUSI 

2 

3 

" 
5 

,]umlah Kmtapan Po1rDk Retnbusi: 

lumlah Sanksi : 

Jumlah Kesel11n1han 

Dengan huruf: ..................................................................................... , ........................................................................................ . 

P'ERHAJlAN ; 
1 Harap penyea,ran dilakul<an pada ~k / Bendahata J>enerimaan ....................................................... .. 

2 Apabila SKR lni tidak atau lwrang dbeyar lewat wakn.t pailng lama 30 hall seta1an SKR ditl!rirmi atlu (llln9gal 

Jatuh 12mpo) dlkenakan sanksi admlnlstrasl ~ b...,oai sebesar 2% per bulan. 

: a. Bun;a 

b. Kl!nail<an 

. ............ , tanQgal ............ . 

NO.URUT: 

JUMlAH 

(Rp) 

Penc;;Jgurull Anggaran/l(uHa Pengguna AnoQaran 

TANOA TERIMA 

NAMA: 

ALAMAT : 

NPVYR: 

•·) LOrct yang tidal< perlu 

Catatan: 

·············-······-·-·-·········••························potong ell sini-••······ 

(tanda tangan) 

{o•m1 lenol<aR} 
NIP. 

.... ........... ,tanggal 

Yang menenma, 

(tanda tmgan) 

(nama lenglcap) 

1. Per'etapan Jumlah SK?-Oaerah didasarkdn pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak. 

NO. URUT, 

2. untuk Retribusi sepert, Retri!Jusj PaS<1r, Retntlusi Parkir, Retribusl P~layanan KeSehatan, <lan seienls lainnya, format SKR dapat berupa Karcis dan 
bentuk 1a1,1nya sebagai alat buKb penarikan. 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*> ... 
TANDABUKTIPEMBAYARAN 

NOMOR BUKTI ...... 

•l Bendahara P-enerimaan/Bendahara Penertmaan Pembantu ................................................................................. . 
bl Telah menerima uang sebesar Rp ................... ..... . 

(dengan huruf ........................................................................................................ , ................................................ ) 
cl dari Nama · ..................................................................... · .................... _: .. 

Alatllat : ............................... : ................................................. , ............. .. 
d) Sebagal pembayaran : ... .. , .... .. . ... .. .. ......... ~ .... . . ...... .... ... . ....... ., ...... ... , ····• ··· · · ···· .. ·· ,o ,u, , ,, ••• • •• ,, ....... ... . . ... . . .... , ..••• 

1
> Tanggal diterima uang 

Mengetahui, 

Kode rekening •l 
Jumlah 

(Rp) 

Bendahara Penerimaan, Pembayar/Penyetor 

(tanda tangan) 

< nama tenakao) 
NIP. 

Lembar Asli : Unlllk pemtx,yar/penyetor/pihak keliga 
Salinan 1 : IJntuk. Bendallara Penerimaan/Bendahara Pembant.u 

Cara Pengisian: 
I. •> Acnduhara Pcncrimaan uiisi dcngan nama bcndahara penerimaan dan nama SKPD; 

(tanda tangan) 

(noma lengkap) 

2 °> Tel ah mcncrima 11:mg di1si dcngan junilah unng yang ditcri:na dari pihak ketiga. diiisi 
dnlam rupiah do.n kata-lrnta; 

3. ' 1Nama dnn alamnt diisi dcngan nama dao alnnwt p1hak keliga yang mclakukan pcmbayaran; 
4. dJ Scbagai pcrnbayaran diisi dengan uraian pcruntukbm pcrnbayaran yang ditcrima dari pihak kctiga 
5. ' 1 ;,:xic r~kcning t.l iisi dcngan kodc dan uraia11 nama rd.cnir.g atas pembayaran.yang 
(,. ' 1 Tangtal dit..:rima unng diisi dcngan tanggal dilcrimanya unng dari pihak kctign. 

Catatsm : 
Formulir ini digunakan untuk rncnyctor pungul!m dacrnh (J)ojak dacrah, rctribusi dan pcnerimaan dacrah lainnya) dari 

pcmb:1, ar/pcn\'clor/pihak kctiga kc bcndahura pcncrimaan. 
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5TS No. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
DINAS ...... , ........... , ....... . 

SURATTANDASETORAN 
(STS) 

.. .... Bank: ............................ . 

No. Reken1ng : ........................... . 

Harap di:erima uang sebe:;;ir ... .,.,., ... ., ............. .,., .................. , ........................................................................ . 

( denga n huruf) { ....................... ., ................... ., .................. ,, .. .. 

.......................... '" ......... "' ...................................... , , .......... ' ...... ' ....... ,., '" .) 

Dengan rtncian penenmaan sebagai bertkut: 

No. Kode Rekenlng Uralan Rln~n Obyek 

Juml•h 

Uang tersebut diterima p3da ta nggal. ....................................... . 

Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Penaimaan 

(tanda tangan) 

mrun~ 
NIP. 

(Caratan: STS dilampiri Slip Setoran Bank) 

'l Caret yang tidak perlu 

Cara Pengisian: 

(ta nda tang an) 

(nama lengkaoJ 

NIP. 

1. Kolcm Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan; 
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan; 
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan. 

Catatan: 

Jumlah 

{Rp) 

• Formulir ini digunalcan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya). 
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. ' 

2. PEMBUKUAN PENDAPATAN 

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu 
menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan Pembantu. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 
pembantu menggunakan dokumen•dokumen tertentu sebagai 
dasar pencatatan antara lain: 

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran 

2. Bukti Penerirnaan Yang Sah, dan 

3. Surat Tanda Setoran 

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu 
didokumentasikan dalam Register STS . 

Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur 

pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan 
oleh wajib pajak atau wajib retrihusi. 0 Prosedur tersebut adalah 

pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai. 
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OPD 
Periode 

No. 
Tg!. 

1 
'--·· 

2 

No. Bukti 

3 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU PENERIMAAN /PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

Penerirnaan 
Cara Kode 

Pembayaran Rek1mlng Uralan Jumlah Tel. 

4 5 6 7 8 

Penvetoran 

No.STS 

9 

" 
Jumlah Jumlah 

Jumlah Penerimaan 
Jumlah yang disetorkan 
Satdo Kas di Bendahara Penerimaan 
Terdiri atas: 
a. Tunai sebesar ................ . 
b. Bank sebesar ................ . 
c. Lainnya ......................... .. 

Jumlah 

10 

Mengetahui: ......... , tanggal ............. .. 
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan ·Pembantu 

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) (Nama Jelas) 
NIP. NIP. 

Cara Pengisian: 

Ket. 

11 

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama OPD yang bersangkutan dan tahun 
anggaran 

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 
4. Kotom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 
5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran me\alui kas bendahara penerimaan pembantu. 
6. Kolorn 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 
7. Kotom 6 diisi dengan uraian pendapatan 
s. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah 
9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 
12. Kol om 11 diisi dengan Keterangan jika di perlukan 
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan• 
14. Jumtah disetorkan adalah total jurnlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan• 
15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih di pegang o\eh 

bendahara penerimaan pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabungan ataupun lainnya• 
16. K'olom tanda tangan ditandatangani o\eh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA 

disertai nama jelas• 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Lap-:iran 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 
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-

~ 

SKPD 

PENGGUNA ANGGARAN 

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

BULAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN 

TAHUN ANGGARAN ..... . 

PAJAK OAERAH RETRIBUSI DAERAH 

No, 
Tanggal 

Urut 

1 2 

Referensi 

3 

Jumfah 

Mengetahui 
Pengguna Anggaran. · 

dto & ,tempel 

<<xxx .. x.,p,;x.-x,xx.x.'C<.xx.x.xx>> 
NIP.<< ............... >>· 

Kode dan Nama 
Kode Rekening • 
Rincian Obyek 

4 

Cara Pengisian: 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerirnaan kas. 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas. 
3. Kclom 3 diisi dengan halaman buku ~asir penerimaan. 

(Rp) (Rp) 

Kode dan Nama Kode dan Nama Kodedan Nama 
Kode Rekening - Kode Rekening • Kode Rekooing - ' 
Rin1.;ian Obyek Rincian Obyek Ri n::ian Obyek 

5 6 7 

4. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan jumiah rupiah alas masing-masing kode & uraian kode rekening penE<rimaan kas (rincian obyek). 

, 

da!am rupiah 

LAIN-LAIN PAD YANG SAH 

(Rp) 

Koda dan NMla Kode dan Nama 
Koda Rekaning • Kode Rekeoing • 
Rincian Obyek Rincian Obyek 

8 9 
... 

Bendahara Penerimaan, 

<<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>> 
NIP.<< ..................... >> 



I 
! 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGISTER STS 
OPO ••••••••••• 

T AHUN ANGGARAN •••••••••••••••••• 

Bendahara Peneriman Pembantu : ••••.••.••.••.• 

-~~---~~- -~---·~·---~----..--. 
Kode 

No. No. STS TiinHal Reker.ln2 
Ur,1ian Jumlah Penyetor 

1 2 3 4 s 6 7 

I 

I 

Mengetahui: ......... , tanggal .............. . 

Kele ra n11,1 n 

8 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu 

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) (Nama Jetas) 
NIP. NIP. 

Cara Pengisian: 

1. OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan dan tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 
Pembantu 

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 
5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Oalam satu STS bisa terdiri dari 

beberapa pendapatan 
6. Kolom 5 diisi uraian pendapatan 
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 
8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 
9. Kolorn 8 diisi Keterangan jika dipertukan 
1 O. Ko lorn tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dao di ketahui PA/KPA 

· disertai narna jelas• 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir butan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

Prose_s pencatatan yang dilakukari dimulai dari saat bendahara 

penerimaan pembantu menerima pembayaran tuna.i dari wajib pajak atau 
-..• 

wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan eek/ giro, maka 

pencatatan dilakukan ketika eek tersebut diuangkan bukan pada saat eek 

tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi penyetoran dilakukan 

pada saat bendahara penerimaan pembantu menyetorkan · pendapatan 

yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. 

36 



Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyeto~an Bendahara 

P,-:-nerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain yang Sah, bendahara 

penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran 

pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

Setelah itu Bendahara penerimaan pem ban tu mengisi kolom cara 

pembayaran dengan pembayaran tunai. 

2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis 

dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan pembantu 

mengisi kolom kode rekening. 

3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom 

jumlah. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat _penyetoran adalah sebagai 

berikut: 

1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan 

penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum 

daerah. 

2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum 

daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan 

pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan 

Jumlah Penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 

Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai 
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2.1. Pembukuan atas Penerimaan Tunai 

Uraian Bendahara Penerimaan Pembantu 

I I Proses P enerimaan 
Tunai 

1. Bendahara penerfmaan pembanw ' 
menyiapkan Sur:11 Tanda Bukti Surat Ta nda Buk1i 
Pembayaran/Bulcti Lain yang Sah P ernba yar:an/Bukti 

Lain Yang Sah 

-

2. Berdasarkan Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti Lain Yang $ah 

,. 
terset>~. Bendahara Penerimaan Melakuir.an Pengisian 
Pembantu melakukan pengisian Buku Buku Penerimaan dan 
PE>nerimaan/PMyetoran Bendahara Penyetoran bandahara 
Penerimaan pada bagian penerimaan. penerimaan pemb a ntu 
Kolom yang dii9i ialah no. Bui<ti. tanggal 

i transaksi. cara pembayaran, k<.>de 
rekening, uraian dan jumlJh. 

3 Hasil dari penatau,;ahaan ini adalah Buku • Penerimaan den Penyetoran Bondaharn 
Buku Panerimaan den P~n9rimaan Pembantu yang sudah 

! terupdate Penyetoran Bendahara 

I Penerima:m Pernbantu 

---"'( 
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2.2. Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai 

Uraian Bendahara Penerimaan Pembantu 

Proe1111 Penyetoran 
Penerimaan Tunal ke 

kaa umum daerah 

•. 

1. Benda hara p&nerimaan pembantu 
manyiapkan Surat Tanda Bukti Surat Tanda J 

: Pembayoran/Bukti Lain yang Sah Setoran 
I 

' 1 
12 Berdasark;in STS dan no!a kredrt. Mel.,kuk an Pengisia n 

bendahara penerimaan pemoantu meng,si Buku Penernnaan dan 
! Buku Panerimaan dan Penyetoran P&1iyetoran 

Bendaharn Pener1maan pada Bagian 
' I Penyetoran Kolom Tanggal. No. S rs dan I 

: iumlah Penyelorar, i 

; i 
!3 K.emud1an bandahara penerimaan Melakukan Penglslan 

I 
pembant:.o mengis; register STS Reglstrasl STS 

i 

i 

,. 
4 Hasil dari panatausahaan ini adalah Buku Reoister STS 

! Penerimaan dan Pe.nyetor an Bendahara Buku Penerimaan dan 
! Pcnerimaan Pembantu dan r<>gister SPP Penyetoran Benclahara 
; yang sudah lerupdate Penerimaan Pembantu i ..._ -I .. 
! . 

I 
I 

t 

.. 

-· 

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

Bendahara penerimaan pembantu OPD menyampaikan 

pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat 

pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban m1 berupa 
I 

Buku Penerimaan dan Penyetoran yang teJah dilakukan penutupan 

pada akhir bulan, dilampiri dengan: 

a, Register STS 

b. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap 

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan 

terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja 

sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. 
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Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan :pembantu adalah sebagai 

berikut: 

1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku 

Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total 

penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya. 

2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan 

bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku 

Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan 

dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan 

lengkap kepada bendahara penerimaan OPD, paling lambat tanggal 

5 bulan berikutnya. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan 

dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan 

pembantu OPD. 
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! 3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pe~bantu 

Ur.,lan 

I. 9•td■sat1'.al'I 91,,1u, Pena. 
nmaa~ id.-,, l)i,n;eu,,;:in 
yang titlari <IM-la p.J,d~ 
altJm bl.Mr., ReQ-1e!r srs 
dtb ~kl-bl.flni p.ne.auar
a n :,an,g •VI-. Mnda.,.rwi 
penerimaM P'ffllllnlU 
membUat SPJ Blind .. .._. 
ra Ponelimo1a.n ?ernbantu 

! 2, 8,&ndahar:a ~l\efirNan 
pembantu 1'Tl9'T'lbetiU n. 
~11111:anggul'lg ~" 
peone1i'1'1Hr"lnyl Ile 
bt>nd.al'tar■ peMt~»n 
... "II - .. nog>I s bu~-... 

3, 8endaliara pe~ima,;11, 
melakl.lk.lnlW'O'n 
rw,erifib.si.w-11U,a.si~ .,..i;... 

; 
I ~ Pem~uttOJrltben 
I _...,,peneomaan 

pembal'llu a 1t1n d(Jad,lti n 
ookurren ri.llar,\ 
l"l"lfllakukan 
F'l!'rtanggun9Jtw~n d1 
b,e,,1,j3h~r ~ ~nc11m:i.•t1 

PPKO PengguM MQQ8fan 
-----,---------~r---=-1:1e,n-da-c-ch-a-,.---1 

PPl<OPO 

Ya 

~-an 
P6fflbantv 
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Format Berita Acara Pemeriksaan Kas 

Pada hari ini 

Nama 
Jabatan 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BERITA ACAR.\ PEMER1KSAAN KAS 

...... tanggal ....... , yang bcrtanda tangan dibawah ini 

scsuai dcnga11 Pcrilluran Mcntcri Dalam Ncgcri Rcpublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dwi 
Pcraturnn Dacrah Nomor 3 Tah:m 2008, kami mclakukan pemeriksaan sctcmpat pada: 

Nama 
Jaba1an 

Yang scsuai Kcputusan ........ Nomor: .. . ........... , tanggal .......... diangkat sebagai Bcndahara 
Peneriman11 Pcmbantu pada OPD ........ . ...... ........... Kabupaten LampW1g Bar at. 

Berdasarkan Pemeriksaan Kas scrta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami 
mendapatkan kcnyataan sebagai berib.1.11 : 

1. Saldo Mcnurut Buku 
2 Saldo Mcnurul Pcmcriksaan 

a. U~ng Kcrtas Rp. 
b. Uang Logam Rp. 

c. SP2D dan a!~.t pembayarnn lainnya yang Rp. 
bclum cair 

d. Saldo Bank Rp. 

Rp. 

l' Surnt/Barnng/Bcnda bcrhnrga lninnya _R""'---------
Jumlah Hasil Pcmcriksaan 
Sclisih !cbih/ (Kurang) {I - 2) 

Sclisih tcrscbul discbabka11 • 

Yang diperiksa 
lkntlahara Penerimaan Pembantu. 

<< ....... , .................. . >> 

NIP. 

R. 
Rp. 

Liwa, ............ ···········2017 

Yang memeriksa 
Pengguna Anggaran, 

<< 
,NIP. 

>> 
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~-

Formnt Register Penutupan Kas Bendaharn Penerimaan Pembantu 

PEMERJNTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGISTER PENUTUPAN KAS 

T anggal Penutupan Kas 
Nama Penutup Kas 
T anggal Penutupan Kas yang lalu 
Jumlah Transl'lksi s.d. bulnn 

- Juml,1h Pcnerimaan s.d. lauggnl.. Rp 
- Jumlah Pcngcluaran s.d. lru1ggal R 

Soldo Buku Rp. 
Saldo Kas Rp. 
Saldo Kas t,;rdiri atas: 

I. vang Kcrtas: 
P<:c.ihan Rp. 100 ()()(I_()() Lembar = Rp 
Pccahan Rp so 000,00 Lembar "'Rp 
Pccnlrnn Rp. 20.000,0() Lcmbar ""Rp. 
Pt•cahan Rp. 10 000,00 Lcmbar = Rp. 
P..-cahan Rp. :i 000,00 Lembar "" Rp. 
Pccahan Rp. 2. 00().0() Lcmbnr ~ Rp. 
f>ccahan Rp. I 000.00 Lembar =· Rp. 
l'ccahan Rp. Lembar = Rp. 

Jumlah Uang Kcrtas ""Rp. 

2 Uang Logam. 
Pccaha!l Rp. 1.000.(J() Kcping = Rp. 
Pcc.ihan Rp. 500,00 Keping "'Rp. 
l'cc,1han Rµ. 200,00 Keping = Rp. 
Pecahan Rp. 100,00 Keping '"'Rp. 
Pccahan Rp. 50,00 Keping "'Rp. 
Pccahan Rp. 25.00 Keping =R. 

Jurnl;ih Uang Logam ~ Rp. 

3 Kcrt11s bcrharga d::m bagian Kas yang diijinkan Ordonansi/ SP2D, = Rp. 
Wcscl. Cck, Sa!do Bank, Matcrni dan scbagainya 

JUMLAH ( I + 2 + 3 ) Rp. 
Perbedaan Positif / Neaatif Rp. 

4. Penjclasan perbedaan baik positif maupuu negatif: ............................................ . 

Mengetahui 
Pengguna Anggaran, 

<< 
NIP. 

Liwa, 

Bendahara Penerirnaan Pembantu, 

<< ............ . >> 
NIP. 
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TATACARA 
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA 
PENY AMPAIANNY A 

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD 

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana 

perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan. pernbiayaan 

penerimaan. Penerimaan-penerimaan · tersebut diterima secara 

langsung di Kas Umum Daerah. 

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang 

mcmuat inf01masi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi 

pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. 

Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut 

melalui mekanisme yang telah ditetapkan. 

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD 

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD 

menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. 

Dalam melakukan pembukuan ters~but, bendahara penerimaan PPKD 

rnenggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, 

antara lain: 

1. Nota Kredit 

2. Bukti penerimaan lainnya yang sah 

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat · bendahara 
' 

penerimaan PPKD menerima infonnasi , dari BUD/Kuasa BUD 

mengenai adanya penerimaan di rekening kas u1num daerah. 

Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, 

bendahara penerimaan PPKD Buku Penerirnaan PPKO pada bagian 

penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan 

kode rekening pendapatan. 
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3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom 

jumlah. 

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan alir yang 

menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan pendapatan PPKD. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG 8ARAT 
6UKU 

0

PENERIMAAN PPKD 
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 

I 

Nomor Tanggal Kode Bukti Kode 
Uraian Jumlah Keterangan Kredit Lain Rekening 

1 2 3 4 5 6 ·7 8 

-

Jumlah bulan ini 
Jumlah s/d bu\an 

lalu 
Jumlah Akhir 

Menyetujui: 
PPKD 

......... , tanggal·.; ............ . 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 
3. Kolo1n 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan 

Bendahara Penerimaan PPKD 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

4. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit 
5. Kolorn 5 diisi dengan kode rekening :,endapatan 
6. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan 
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan 
8 Kolorn 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan 
CJ. Jumlah bulan mi adalah total penerimaan selama satu bulan• 
10. )umlah sarnpai dcngan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan latu• 
11. Jurnlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai dengan bulan lalu* 
12. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan PPKD disertai nama jelas• 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD. 
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1. Pembukuan Penerimaan PPKD 
f-----

Uraian 

1. Bendahera penerimaan PPKD manerima 
Nola Ktaditlbukti lain yang sah dari 
panyetoran malalui rekaning kas daerah. 

2 Berdasarl<an Nola Kreditlbukti lain yang 
sah Bandaha.r• Panerima:in PPKD 
menc:atat penerimaan rli Rekenir.g kas 
umum daerah itu pada Buku Penerimaan 
PPKO 

3. Ha$il akhir dari pr0$8\I ini adalah Buku 
Pendapatan PPKO 

Bendahara Penerimaan PPKD 

Pr0$es Panarima~n di kas 
umum daerah yang telah 

diatur dalam PerKOH 
moorienai system dan 
prosedur pengalolaan 

lo!'A1Jann1111n rl~,.,..,.r, 

Neta Kredit/Bukti 
La in yang sah 

Melakukan Pengiaian 
Buku Penerimaan 

PPKD 

e uku Penerimaan 
PPKO 

__ L __ __,____ ___ _ _,,____ 
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' 

No. Jenis Belanja SPP 
TQ! Nomor T!!I. 

I 2 3 4 5 

I 

Cara Pengjsia n 
1. Judul diisi dengan nama PROVINSUKASUPATEN/KOT A d.in narna SKPD yon; ber.la"9kulan 
2. Kolom 1 diisi dengan nomor unrt 
3. Kolom 2 djisi deng~n janis belaryo yang disjukan 
4. Kol om J diisi dengan l:llnggal P'l"ll"iua• SPP 
5. Kolor.t 4 diisi dengan Nomof-SPP yangdiajukan 
6. Kolom S diisi def190n l:llnggal -1>ib,n SPM IGrkail pengajuan S?P pacla kolom tGbelumnya 
7. Kok,m 6 diisl dongan Nei,110( Sf>III yang ditert>llbn 
8. Kolom 7 diisi dengan tares; Denerbitan SP20 ~~ dengan l)<lnert>ii.n SPM pada la>lorn sebelumr,ya 

· • ' 
1 

•• • "SP2D yang diterbitkan 
I "-ngajuan 

li!!lh pencaitan 
,ngan yang dipe,lukan 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGISTER SPP/SPMISP2D 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 
T AHUN ANGGARAN .. 

SPM SP20 
Nana- Tgl. 

6 7 
Nomor 

8 

Uraian 

g 

~ 

d ~lam rupiah 

Jumlah Keterangan 

10 II 

I 

L1wa. 

Bendaharn Penf!:eluaran PPKD, 

<<;,;,'1;~-:.._,xxxx:xx:O>A.1'c"<XX>> 
NIP.<<.. >> 



Bulan 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU KAS UMUM 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 
TAHUN ANGGARAN ............. .. 

dalam rupiah 

No Tanggal 

Mcngetahui 
PPKD, 

Uraian 

Saldo awal 

< <x,ooccx."<XXXXXX."<XXX.'i:>> 
NIP.<< ..................... >> 

Cara Pengisian: 

Kode Rekening Penerimaan • Pen gelu a ran 

Liwa,. 

Bcndahara Pcntcluaran PPKD, 

' <<x.x:o-xxx.xx,oc:xxxx..x.:s---.;>> 
; NIP.<< ............. : ....... >> 

1, Jvdul diisi dengan narna PROVINSL.'KABUPATEN/KOTA, nama SKPO yang befsangl<Ulan 

Saldo 

:2. Koiom No. di iSi dengan nomor un, Iranssk'a1 BKU (dlmulai da<i llffllOI 1 dan selorusnya) NOfllO( urtll yaog <igunakan ~lah w,moi un.t per transd<si W<ao pe1 pencatalan Mal<sudnya 
apabita satu transal<si mengha'lilkan mJa atau lebih pencallflln, mak;i lerhadllp pencatatan keduu da• seterusn)'a cuk\4) moogi.unak an nomor urut uansaksi 1•~ ~ama kai dlcatal 

3. Kolom 1anggal disi clengan tanggal transaksi 
4. Kolom uraian diisi dengan l!l8ian lr""'8ksi 

5. KOlom kode rekeni119 disi den!J8n nomor kode rekoriing. Kolom ini diisi hanya ~n1111 transmcsi beianf2 
6. Kolom peoerrnaan diisi den9an jumlah ~ transaksi penefimalln 

7. Kolom pengefuaian diisi clengan jumlah l!4)iah llllns8lcsi pengeloara,, 
8 Kolom saloo dii9i der;;Jan jumlall 1111U S8ldo el<lMTIUlasi. 

9. Ka, di be!ldahara peogeluaran pembantu diisi nllal yang lercanlum Plldll kolom ssldo psda saat penul~•n akll~ bula~. Ka,i di bendahara pengeluaran pembanlu dopa! berupa kas tunai 
alau ,111~,man di Bani< • 

10 K Olom tanda tangan ct1an<1atar111ani olell Bendahara PeogellJa!l'n Pembantu dan Kuasa Pengguna Angganw, dseltei nama jelas. • 
' Diis, hanya pada saat penulupan d akhir bulan untuk kei,erluan penyusunan t.aix,ran Pertanggungjawaban Bendahara P~ran PPKO 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG 8ARAT 
BUKU RINCIAN OBYEK BEL.ANJA 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

SKPD 0.00.00. - OINAS ....... ................ .. 
Kode Rekening 
Nania Rekening 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jumlah Anggaran (DPA) 
Tahun Anggaran 

Rp ............ ................... . 
XXXXX)()()O(XXXXXXXXX 

Tanggal No. BKU 

Saldoawal 

Mengetal1ui 
Pcngguna Anggaran, 

<<x."vi.."<XX."-;CXX,UXXXXXX>> 
NIP.« ...... ...... ...... .. . >> 

Cara Pcog1s!.m_ 

Uraian 

1 Judul di1s1 der.9an narna PROVIN:illl(ABUPATEN.l<OTA. kOOe ,.,.enillQ, nama ftll<en,n~. jumlah 3011Qa1an dan lahUll 81'1QQaran 
2 Kcl()ITl IanQoal ClJ;,,, oonQan llr®al lransaks• pengeluaran 
J •:clnm c,o 6KUo,s, oer,oan oomoi u•ul 0KU e~ndal\ara Perl!letua,an PPKD 
, ~c:o<n uIaian Ill"' de11Qan U1aianbelania 
~ ~clufflOo!l.,...LS:,,ISl~llmahNl)iahbelanlllllM!lQUMlo,nSPPlS 
~ Kc:orn ianda Iarman drlandalan,iaru 01en Ben<la~ara Penoeluaran PPl(D dan PPKD 01Se11a1 n11ma ielas. • • 
• D,rsi Mnva ~ca saat ;,enutupao d• atchir ~ulao uniul< xeoe,i"an penrusunan Lapo,an Pe~'lf'Ql~l'l!liawabiln Beooa1>ara 

Belanja LS 

Liwa, ......... ... ... ........... . 

Bendahara Pengcluaran, 

<<p:;gxxxxxx.xxxxxxxx>> 
NIP. << ...... ............... >> 
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3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan 

uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa 

Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir 

bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku 
' Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhit.ungan. 

2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan 

lengkap. 

3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan 

PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti 

penerimaan yang sah dan lengkap k~pada PPKD; paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan 
' dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD. 
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2. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD 
-· .. ,-·---··· 

~ngsi Verifikasi 
Bendahara i 

I 
i URAIAN PPKD Penerimaan I 
! 

I PPKD ! r ··- -
'· ' I ! 1 Berdasarkan Buku I 
' i 1. ~t·· ... ,. ... -- ·- 1 I Pendapatan PPl(O dan 

! Bulcb penerimaa" yang l r - B"k" ,. ... ~mHn 1 I 
sah Be.-,dahara I Penenmaan PPKD 

1 
Yl"O M.h , 

menyusun Pertar,g• 
' 

' ___ _J 
gungjawabannya L -----r · 

I I 
j 

I 
I 

2. Bm1dahara Penerimaan , -
PPKD menyerahkan I I r-· .P<,,u nv1v•111-oo n ·-1 I ="91• ... bo• !+-Penanggungjawaban 

7".'.?-_j ; ~a::,. PPt(O bendahara penerimaan 
~ .... __ - .. ..... -••' ______ -

I PPKO k&pada lungs; 
verifikasi PPKO 

i . 

l I 3. Oilakukan proses 

[ I 
verifikasi, ev,luasi dan 
analisis untuk Prot.tl vermu.1.1 
mendapatkan informasi P•r'll~gun~jawa ban I ,,._,. 

I 
pendapatan PPKD yang P'l'ltr011Hn PPKC 
s,nkron dan kredibet 

4. PPKD melakukan 
menandatangani 

r-~~=~-bo•_1- ,~~-~~1 pertanggungjawaban 
lleMOMn bendahai a penerimaan Ptnol'icN,..nPPMO .....,.,,_, nPPKD 

sebagai bentuk ----- l __ __ , _ _, .. ----
persetujuan --~~-~---· 
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Bendaha,a Penoeluar.m PPKD 
Tahun Anggaran 
Bulan 

Koda 
Re ken Ing 

PEMERINTAH KABUPATE~ LAMPUNO BARAT 
l.APOR.A.N PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

Urtlan Juml1h 
>.ngg1111n 1.d. au11n I1Iu 

SPJ • LS PPKO 
llul1n lnl 

·-- ·---- - - --- · - ···-----·-

Siu Pagu Anggaran 

. ····-----· - --·-· ··--- --··---·•--l---- --- +---- ---+-- - - --1----·--+--------l 

·--···• .. ····---·-···--- ------------ --- --·- - ·- ---··---➔-------+---·-----,f------+-------➔ . ·-·-··-·--····-···-- -·-·-·--·-··· ···-- ---·- ·---------1------ ~-- - - - +-- --·- >--- ----~ - --- --····-··--·-- ··--------- --·-··- - ·-- ------- + ---·--~"-------l . - --··-----•-<I-----·---- - ----·--- 1----- - •-•·••--1---- --+·- --- - -+- ---- --lf------·-

Meng$~UI, 
PPKD 

<< ........... ·- ..... ,., ..... . >> 
NIP .............................. ...... . 

liwa. .2018 

Ber,!laMra PengelL-"'••• PPK D, 

<<.: . .... ... >> 
NIP 

1 ,-dis ~ nama PROVINSll1(A8UPA1ENIIIOTA, nama = r,,ng lllnanQl(Ulall, naire P,,,,ll',IUfta "'W""'n/kuasa pengil1JII' "'11111l'OII, nama llendanala ~a>'an. talloo angl)3:an ~ but.In 
2 Mlom I Oi~ oi,ngan >.ode r<!M<ling 
3 Kokrn 2 01~ oengan ura,a n narna kodo rEl<er11~ 
4 r.,,un :>. e1,~ oengon 1umall anggaian yang <ilotapran delamAP80 aias ma~•11-maslng kado 101<1,ring 
~ Kelom,. e1,~ oingan 1umah SP20 .ias l)OtTt)ayr.in LS-f'lhlll( Ke~ga Vall\l telah 11181t11kan/SPJ ~• oeog .. ~•• lalu 
6 K,_..,,, !, <1151 dlflgan IUlflall SP20 alM ~ · · LM'lhli< K01'9" yang t ... h 01.iiG<on/SPJ ld.lll iri 
1 '"""'' oo """II•• 1urna11 sP20 alas p,nt,ayaran lS.F'll>ak i<eti~e yang tolah _,,,..,,lkarl/Sf'J ""'ll9I dt/lDln bulan ifi 
6 KOlcm i o,~ otngan 1urnah sna pa gu anggaran v•C41 dJSoleh dan 1imah angg111a, dkur"1gi clongfn jurrlah S?J al .. ponggunaan dilna LS~ dl!"981' bulon ini. 
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TATA CARA 
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD DAN 
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU OPD SERTA 

PENY AMPAIANNY A ' 

1.A. BENDAHARA PENGELUARA.N OPD 

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP). 

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksana.kan belanja. Dalam hal 

ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat 

berupa: 

a) Uang Persediaan (UP) 

b) Ganti Uang (GU) 

c} Tambah Uang (TU) 

d) Langsung (LS) 

• LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan 

• LS untuk pengadaan Barang dan Jasa 

Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat 

register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah 

diterima oleh bendahara. 

a. SPP Uang Persediaan (UP) 

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) 

setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala 

Daerah tentang besaran UP. 

SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang perse_diaan tiap-tiap 

OPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun 

tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. 

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain dari dokumen 

SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: · 

a), Salinan SPD 

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

c) Lampiran lain yang diperlukan 
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Bendahara Pengeluaran OPD dapa.t melimpahkan sebagian uang 

persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran 
pembantu OPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan 
pengguna anggaran. 

b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU} 

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara 
pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) 
dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan 

yang telah disahkan pada periode . waktu tertentu. SPP-GU 
tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau 

beberapa kegia.ta n sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, 

suatu OPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 

4 Januari sebesar Rpl00.000.000. Pada tanggal 20 Januari 
telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP 

sebesar Rp.80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah 
. 

sebesar Rp.80.000.000 dengan pembeI?anan pada kode rekening 
belanja terkait kegiatan tersebut. · 

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen 
SPP GU itu sendiri. Lampiran terseb4t.antara lain: , 

a) Salinan SPD 

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

c) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan 
d) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah 

e) Lampiran lain yang diperlukan 

c. SPP Tambahan Uang (TU) 

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, 
yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang 
persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk 
kegiatan yang lain, maka · bendahara pengeluaran dapat 

mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus 

mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan 
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang 
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dimintakan daJam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan 

tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali . 

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam l 

(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas 

umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa 
tambahan uang dikecualikan untuk: 

a) kegiatan yang pelaksanaannya mel~bihi 1 (satu) bulan 

b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa qi luar kendali 
PA/KPA; 

Bendahara mempersiapkan dokumen~p.okumen yang diperlukan 
sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen 
SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 

a) Salinan SPD 

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU 

d) Lampiran lain yang diperlukan. 
i. 
' 

d. SPP Langsung (LS) 

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran 
' 

langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah 
ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi: 

a. SPP-LS untuk pembayaran-Gaji dan Tunjangan 

b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa 

Bendahara mempersiapkan dokurnen-dokumen yang diperlukan 
sebagai lampiran dalarn pengajuan SPP LS, selain da.ri dokumen 

SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 

Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

a) Salinan SPD 

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

c) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri atas: 
• pembayaran gaji induk; 

• gaji susulan ; 

• kekurangan gaji; 
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■ gaji terusan; 

• uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji 

induk/ gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka 

wafat/tewas; 

■ SK CPNS; 

• SK PNS; 

• SK kenaikan pangkat; 

• SK jabatan; 

• kenaikan gaji berkala; 

• surat pemyataan pelantikan; 

• surat pernyataan masih menduduki jabatan; 

• surat pemyataan melaksanakan tugas; 

• daftar keluarga (KP4); 

• fotokopi surat nikah; 

• fotokopi akte kelahiran; 

■ surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 

• daftar potongan sewa rumah dinas; 

■ surat keterangan masih sekolah/kuliah; 

■ surat pindah; 

■ surat kematian; 

• SSP PPh Pasal 21; 

• dan peraturan perundan'g-undangan mengenai 

penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan 

tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah. 

d) Lampiran lain yang diperlukan 

Untuk SPP-LS Barang dan Jasa 

a) Salinan SPD 

b] Draft Surat Pemyataan Pengguna Anggaran 

c) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK) 

yang terdiri atas: 

• salinan surat rekomendasi dari OPD teknis terkait; 

■ SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; 
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• surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga 

serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; 

■ berita acara penyelesaian pekerjaan; 

• berita acara serah terima barang dan jasa; 

• berita acara pembayaran; 

• ~itansi bermeterai, riota/faktur yang ditanda-tangani 

pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

• surat jaminan . bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 

• dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

penerusan pinjaman/hibah lmfr negeri; 

• berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak 
I 

ketiga/ rek~nan serta unsur panitia pemeriksaan barang 

berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; 

• surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan 

barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

• surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan; 

■ foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan/ 

penyelesaian pekerjaan; 

• khusus untuk pekerjaan konsultan yan~ perhitungan 

harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita 

acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti 

kehadiran da.ri tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 

pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian ~lat penunjang 

serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian 

dalam surat penawaran. 

d) Lampiran lain yang diperlukan 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGISTER SPP/SPM/SP20 

OPD ............ .... . 

Jen ls SPP SPM SP20 Ul'lllan Jumlah UP/GUITU/LS Tai. NOftlOr Tai, Non,or Tai. Nomor l<etffangan 
11---'--1 - +-1 _ __;:_2 __ +-___;,3_+-.........;;"- --+-----'5"---l---'''--------+---=7---f-__,8'-----......j...--=--9 --1-----'-'10:_4-_......:,11: __ _ i---·-+ ··-·- - - - - --t-- - 1- - --1-- -+--- ---,l---- +----+----4-- --~ 

~ -- ! =--- ----+----+----+--+----+----+-~-----1-------+-----l 1-- -·,- - - - - --t-----+---+---+---+----+---+---+-- -+--- --1 I ' 

r··· .l .... ••-···----· ···--+-- ---+--- ----1-- - -1-------1-- ---1-- - ---1-- - - ~ ---.- --~ . I 

f-- ·+- -· .. ·- - ---+-- --+---1------+-·---l---+- ---ll--- - +-----+-- - - ---l r-_.-: ... -. ________ _,_. ___ _L._ _ __ __.__ _ _ _ _,_ _ _ _ 1, _ _ ----1.., _ _ __,L _ _ ___J...__ __ ..J__ ___ __J 

Cara Pengisian: 

1. Nama OPD dfisi dengan narna OPD yang bersangkutan 
2. Kolom 1 diis1 dengan nomor urut 
3. Kolorn 2 dii si dengan j enis pengeluaran dengan UP/GU/TU/ LS 
4 . Kolom 3 diisi dengan tanggal pengaj;.ian SPP 
5. Kolorn 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan. 

........ . , tanggal .... .. ....... .. 
Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

/Nama Jelas) 
NIP. . 

6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan 5PM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 
7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 
8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 9. K9lom 8 diisi den~an Nomor SP2D yang diterbitkan 
10. KcHom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan yang diperlukan 
13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas 

PEMBUKUAN BELANJA 

A. Buku-Buku Yang Digunakan 

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan: 
l. Buku Kas Umum (BKU) 

2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti: 
a. Buku Pembantu Kas Tonai; 
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank; 1. 

c . Buku Pembantu Panjar; 

d. Buku Pembantu Pajak; 

e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 

Dalam penulisan buku-buku yang digunakan seperti tersebut 
diatas, dapat dilakuka n menggunakan komputerisasi dan dapat 
ditulis. 
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Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan 

digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa 

saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam 

bagian berikutnya. 

Dokumen-dokumen yang digunakan. sebagai dasar dalam 

melakukan pembukuan adalah: 

1. SP2D UP/GU/TU/LS 

2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap 

3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang 

diatur dalam peraturan yang berlaku. 

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permohonan 

dana dengan mengisi Nota Pencairan Dana (NPD) untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

Berdasarkan Nota Pencairan Dana tersebut, Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan memo 

persetujuan kepada Bendahara ' Pengeluaran/Bendahara 
I 

Pengeluaran Pembantu untuk mengeluarkan sejumlah dana yang 

dimaksud. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang 

diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

kepada PPTK. 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... 

NOTA PENCAIRAN DANA {NPD) 

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun ..... . 

Bendahara Pengeluaran 
OPD: ...................................... 
Supaya mencairkan dana kepada : 
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 
3. Program 
4. Kegiatan 
5. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-OPD: 
6. Tahun Anggaran : 
7. Jumlah Dana yang diminta : 

(terbilang : ...................................................................................... ) 

Pembebanan pada kode rekening : 
No. 

I 
Kode Uraian Anggaran Akumulasi Pencairan Sisa 

Urut Rekenir.g Pencairan Saat ini 
Sebelumnva 

1. 
2. ·-

3. 
4. 
5. 

Jumlah 
I 

Potongan - ooton{lan 
PPN Rp ................................................................. 
PPh·21/22/23 Rp ................................................................. 
Jumlah yang diminta ; Rp. 
Potongan - potongan : Rp. 
Jumlah yang dibayarkan : Rp. 
(terbilang: 

............ ········· ...................................................... ················--·····································--·······"···--············ .... ) 

................ , tanggal 
....... , ........... , ........... 

Kepala OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(tanda tangan} (tanda tangan) 

nama len ka (nama lemzkap) 

L 
( g pl 

_N_I_P_. -------------------N-IP_. _______ _. 
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...... 

Format BKU dan Buku Pembantunya a dalah sebagai berikut ; 

OPD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU KAS UMUM 

BENDAHARA PEHGELUARAN 

No. . Tanggat Kode 
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo Rekenina 

Jumtah 

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp ............... . 
( ................... . ................ dengan huruf) 
terdiri dari: 
a. Tunai 
b. Saldo Bank 
c. Surat Berharga 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jetas) 
NIP. 

~ara Pengisian: 

Rp ........ . 
Rp ........ . 
Rp ........ . 

1. Nama OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan 

· ......... , tanggal 

Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran. (dimulai dari 
nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan 
per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, 
maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi 
yang pertama kali dicatat 

3. Kolom tang~al diisi dengan tanggat t ransaksi 
4 . Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 
5 . Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi 

belanja 
6 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah t ransaksi penerimaan 
7. · Kolorn pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran 
8. Kolorn saldo diisi dengan j u_m lah atau saldo akumulasi. 

9. Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom · satdo pada saat 
penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan 
di Bank. • 

1 O Kolorn tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran 
disertai nama jetas. • 
Diisi hanya pada si\at penutup11n di akhir bulan untuk keperluan penyu.sunan Laporan Pert.anggungjawaban 
8e11dahara Penseluaran 
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OPD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 
BENDAHARA PENGELUARAN 

·-Tanggal No. BKU Uraian PMerimaan Pengeluaran Saldo 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama ielas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

Jumlah 

1. Nama OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan 

...•...•. , Tang gal •••••.•.•... 
Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran . tunai bendahara 
p~ngeluaran 

3. Kcitom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tun,ti pada BKU 
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai 
5. Kolom penerimaan diisi dengan jurnlah rupiah penenmaan tunai 
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai 
7. Kolorn saldo diisi dengan jumlah /saldo kas tunai 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran 

disertai nama j elas. • 

• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggung-jawaban Benda hara Pengelua ran 
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OPD 

Tanna! No. 
BKU 

Menge ta hui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

Jumlah 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Uratan ~ner1mun P•n1eluaran 

: . 

. ........ , Tanggal ..... ...... . 
Bendahara Pengeluaran· 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

1. OFD diisi dengan nama OPO yang bers?Jngkutan 

Saldo 

2 Kolom tanggal diisi dengan t anggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara 
pengeluaran. 

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU. 
4. ·. Kolorn uraian diisi denga11 uraian pener1maan atau pengeluaran melatul bank 
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank 
6. Kolom pengeluanm diisi dengan jumlah rupiah penge!uaran melalui bank 
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/satdo bank 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh 8endahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama 

jelas. • 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
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OPD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU PEMBANTU PANJAR 

BENDAHARAPENGELUARAN 

Tanggal No. 
Uraian Penerimaan Pengeluaran Satdo BKU 

Jumtah 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Narna jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 
1. OPD diisi dengan nama OPD Yilng bersangkutan 

~ 

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggung-jawaban panjar 

" 

......... , Tanggal 

Bendahara 
Pengeluaran 

(Tanda Tangan} 

(Nama jelas) 
NIP. 

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertdnggur:g-jawaban panjar pada BKU. 
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar 
5. Ko!om penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar 
6. Kolom pengeluaran diisi dengan j umlah rupiah pemberian panjar 
7. Kolorn saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluarnn dan Pengguna Anggaran disertai nama 

Jelas. • 

Oiisi hanya pada saat perutupan C:I akhir bvlan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung•jawaban 
Bendahara Pengeluaran 
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OPD 
-

Tanggal 

t--

!_ 

-·-· 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU PEMBANTU PAJAK 

BENDAHARA PENGELUARAN 

No. BKU Uraian Penerfmaal"! Pengeluaran 

Jumtah 

Saldo 

Mengetahui : 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas} 
NIP. 

. . . _. . .... , Tanggal 

Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama ielas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 
1. OPD diisi dengan nama OPO yang bersangkutan 
2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak. 
3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU. 
4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. 
5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemot~an paj ak. 
6. Kolorn Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak. 
7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak. 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran 

disertai nama jelas. • · 

• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
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5,rlFl 

-~ ~ 

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PEN"ETORAN PAJAK 
TA HUN ANGGARAN ........ . 

OPD 
Penggw,a Anggaran 
Ben.Jaliara Poogeloa11111 
PPK.OPD 
ll<llt.n 

1. PAJAK YANG DIPLJNGL:T DAN DISF.TOR Mf:LAl,ljl M~:KA"'IS;\IE I,~ -• •••-•••- •••••~ -•• -••~-• • ~•u •-••~••• ~-, •-•o..•-•••~u• •n•••-'• ••u••♦•J o,,.,, 

s.d. Bul•n Lulu NO 1:RAIAN I J•;NIS 
Pen•rim•an Penyttonn 

J 2 } 4 
I PPN 

2 PPhPc.121 
3 PPhP&I 22 
4 PPhN 23 
s PPh Pas.al 4 Ayo! 2 Final 

.. 6 Pajak Daerah 

Jl'MLAU o.oo 0.00 

2. PAJAK \'ANG DlPUNGUT DAN DISETOR ~IELALUI MEK~:-.IS;\IE BELA~JA 1.'P/Gl1/TlJ -· -------- ------ -·· - • -••• • - ••-- • ~-, ... ~-• -~- • -n~•- •• . ..,~.••-- ...-...... &J,,, ,.,.r,. - . ■ ''-"'-"' ~ ,, 

NO l 1RAIAN / JENIS 
s.d. Bubn Lalu 

Pmerimun PfflJ'eloran 
1 l J 4 

I PPN 
2 PPI! Psi 21 

3 PPbl'.!22 
4 Pl'h P,J 21 

s P!'h Pual 4 Ayal 2 final 
6 PajaL:Oacrnh 

JUMLAH o.oo 0,00 

JJul~n i,ni: 

rcnerin1a;;A;n 
5 

0,00 

llulan lnl 
Pent rlnuan 

5 

0,00 

3. PAJAK YANG DIPUSGUT DAN DISETOR MELALlTI !\IEK\:-ilSME BEL\NJ.-1. LS+ I 'PIGl;/Jl - - -~· •••••• -~· •••• ·••0#• 

NO 

1 
I 
2 
3 
4 
s 
6 

URAlAl'I I JENIS 

2 
l'PN 
PPh?ll 21 
PPI• hl 22 
P.PJ, Psl 23 
PPb ~ 4 Ayal 2 Final 
p~ Daarah 

J\)~IL\H 

DiseP.tjui Oleh, 
Pengguna Anggarnn, 

<<>;.'\-X."XXXXXXXXXX~X\"),;>> 
NIP.<<.. .... . .. >> 

.. d. Bulan L•lu Bulllll In.I 
r-run.a•n Pmyd.,nn Pomrtmaan 

3 4 s 
0,00 o.oo 0.00 
0.00 0.00 0,00 
0,00 0.00 0.00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 
0,00 0,00 0,00 
o.oo 0.00 0,00 

Diec!kOleh 
Pc!jabat Penatausahaan Keuanga.u, 

<<XX\"XJO."),;XXXX.X)..,""\X\~X>> 
NIP.<<.. . ........... >> 

s 
6 

0,00 

Ptn~·cto,-.n 
6 

o,oo 

Pm,~onn 
6 

0.00 
0,00 
0,00 
n_oc, 
0,00 
0,00 

o,oo 

dalam ru_r!aJ, --·-·· ·-t··-· 
s. d Hull n ini 

P• J• k ·r rnttan« Pt·utrlm•an Pl'nJ·r1on1n 

'• (3+5) 8 - (~•6) 9-(i-8) 

0,00 o.oo 0,00 

s. d Bui.on lni 
l'ajak Trrubng 

PQ~rimtt•n Pt-nyctonm 
7 - (3-tSJ H s (4«i) 9-(7-8) 

0,00 0,00 11.00 

•· d Bul;,n lnl 
l'•J•k T •J'UlanC Penortmaan 

7 ; (l+,>J 
o.oo 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0.00 

Penve1onn 
8 e (44') 9•(7•8) 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0,00 
0,00 

LiY..11, .. 

Disi11pkan O!eh 
Bendahara Pcngeluaran, 

<<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>> 
NIP.<< ................... >> 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 



OPD 
Kode Rekening 
Nama Rtjken.ing 

PEMERJNTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Jumlah Anggaran (DPA) 
Jumlah Anggaran (DPPA) 

Rp ............. . 
Rp ............ .. 

Tai No. 
Uraian Belanja LS Belanja TU ~ 8elanja UP/GU saldo BKU 

M~ngetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

·-

......... , Tanggal 

Benda hara 
Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

1. OPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran 2. Kolom tanggal diisf dengan tanggal transaksi pengeluaran 
3. Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran 
4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja 
5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS 
6. Kolorn belanja TU diisi dengan jurnll\h rupiah betanja menggunakan SPP TU 
7. Kolorn belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU 8. Kolom Jumlah diisi akurnulasi dari setiap transaksi betanja UP/GU, TU dan LS 9. Kolom tanda tangan ditandatanganf oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama · jelas. • 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk kepertuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
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B. Pembukuan Penerimaan.SP2D UP/GU/TU 

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses 
pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan 
Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika 
bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa 
BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D : . 

sebagai "penerimaan SP20" di : 

1. BKU pada kolom penerimaan. 

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan. 

Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/ TU yang terdapat 
di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang 
dicairkan sebagai "pergeseran uang" di: 

1. BKU pada kolom pengeluaran 

2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 
3. BKU pada kolom penerimaan 

4. Buku Pembantu Kas Tonai pada kolom penerimaan 

Apa bila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran 
melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran 
pembantu maka pencatatan dilakukan . sebesar jumlah yang 
dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP" di: 

1. BKU pada kolom pengeluaran 

2. Buku Pembantu simpanan/ bank pada kolom pengeluaran 

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat 
membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk 
memantau jumlah uang persediaan pada bendahara penibantu. 

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedtir di atas 
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B. l. Pcnatnusahaan Pcnerimaan SP2D UP/GUrrU 

Uraian Bendahara Pengcluanm 

I Proses Penerbitan 
SP2D UP/GUITU i 

I I 
I 
i 
I 

' 
i I. l k ndahHra pcngclWlrun mc11eri11U1 SP21) SP2D UP/GUfTU 

I lJPi(ll .ffHJ 

! ! -
i ' 
' 
' I 

' I 
1 j 

I 
, 

' 
2. lk rnwh:11·~ pcngclu.ornn kc.:m11clian mclakukan 

pros ... ~ l'c11gisi;u1 llKI I ~ Ja kulo111 Melakukan ' pengisi;in BKU 

I 
l'Ctu:rinla:ttl 

! 
: 

·• 
3. Kcnrndi1111 Bendahara pcngelu..iran melnkukan Melakukan pengisian proses pcngisiun Buku PL•rnbunlu Buku Pembantu 

I 
Simpanan/Bank po<la \;olom p,..'tlerimaan Simpanan/Bank 

I 

! . 

4. Hilsil akhir prose~ ini ndalllh BY..U dun Bulrn • 
Pcmbr.inlu :-iimpanan/Bunk yang sudah BKU I 1.:111p<la1c 

I 

Buku Pembiimtu ,.._ Sim pananlBank 

--
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8 .2. Pembukuan Pergeseran Dana dari Rckening Bank Bendah.ara Pengeluara.n Ke Kas 
Tunai Bcndaha.ra Pengeluaran 

-
Uraian Bendaha.ra Pengeluaran 

Proses Pergeseran 
Dana 

I. Bcuduhar.i pengeluaran ,nc:n)•iapkan bul..1i 
pcrgc~cran Jana Slip penarikanl bukti 

I lainnya yang sah 

I -
2 Hcnfa sa rkan bukti terscbut, be11U11harn 

Melakukan P<,"llgeluaran mcncatat di 13KU pa<la kolom 
pcngcluai-dn pengislan BKU pada 

I kolom pengefuaran . 
I 
' ~ ; 

,\ Hcmlahura p~nt1clu,irun nwnculul di BKU 
Melakukan pengisian pada l;(llom pencrimaan. Juml11h yanjl: d ic.ltat 

BKU pada kolom 
I suma Jcngan jwn!Jh rans diC11Utt paJa kolom 

penerimaan 
I 

pengcluaran 

' i I ! •I. Kcmudian Bcndaham pcllllcluaran 111.:ncatul 
i d i Buku Pembuntu Simpunan/Banl; pada Melakukan pengisian 

knltm1 pcngelu.uran Buku Peinbantu 
Simpanan/Bank 

,' 

:,, Sdan,iutnya BcnJahara p.:n11-cluaran mcnClltat 
di buku pcmbanlu kas tw1ai pada kolcrn Melakukan pengisian 
f><:ncrimaan Buku Pembantu Kas 

: Tunei 

l 
BKU I 6. Masi I Jari preses illi ud~luh fiK lJ Jun lluku 

811k11 Pembanlu I Pcml'lanlu BK I I yang tcr upJntc 
Slmp,nan/Bank - - Buku Pembantu 

Kas Tun•I 

-

70 



/ 

-~::1. Pcmbukuan Pclimpahan Dana UP/GU kc Bcnd11hara Pcngcluaran Pernbantu . 

Uraian Bendahara Pcngeluaran Bendahnra Pengcluaran 
Pembantu ' 

\ 
I I Prosu I ! Peryu«an 

l . flendahara pcngoluuran 

l Buku tranofer I NotaKr~ 
mclo.kubn tJUnsfer dan3 l.:e ~ 

rekening bank bend11lu1n __J 
I pongelullron pernbaulu 

2. Berdasadcan bulii IJaooer, 
bendalwa pengohiaran 

I Melakukan mencatat di Bl<U - pada P.nol•lan Bl<U kolom pengcluaran 

3. Bendaboro pengeluaran 
mCJle&la t di B ulcu Peru• 
banni Simpanan/Banlc pada I thlakukan Pen911ian koloo, pengduam, Buku ~mbanbl 

4. BeodaharD peni,:e!uarnn 
LSimpjlnanlBank 

peru.bantu tnenca1al 

I penerimaan di BKU Melakukan 
r>.noisir,n BKU 

S. ll~dahara pcngclu■ran 
pero b.nru men ca.tat 

M~k.._, !'enoislan peocrimaan di Buku 
Pernbautu Simpalllllll Banke lll.lku Pembentu 

Slmpana n/Bank 

6. Hasi I dari proses ini ~dalah 
BKU pembanru dan Buku 
Pcmbantu BKU yang lcr 

11' ,, 
upd,,t~ 

I I l BKU BKU 

Buku ... mllanw Buku Pembantu L Simpanan/BAnk Slmpanan/Bl\nk -

C. Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persedlaan 

/ 
IL1/ 

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan~ terdapat 
kem ungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam 
melakuka n pembayaran. Pertama, bendahara .pengeluaran 
melakukan pembayaran tanpa mela1ui panjar. Kedua, bendahara 
pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu 
kepada PPTK. 

1) Pembukuan pembayaran belanja tan pa melalui uang panjar 
Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran 
membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. 
Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas 
tu nai maupun uang yang ada di rekening bank. bendahara 
pengeluaran. 
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-

Berdasarkan bukti~bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, 

bendahara melaku kan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, 

-bendahara pengeluaran melakukan pembuk"llan sebesar nilai 
belanja bruto sebagai "belanja" di: 

1. BKU pada kolom pengeluaran. . . 
2. Buku Pembantu Kas Tonai pada kolom pengeluaran. 

. ' 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU. 

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, 
bendahara pengeluaran melakukan pembu.kuan sebesar nilai 
belanja bruto sebagai "belanja" di: 

1. BKU pada kolom pengeluaran. 

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran. : 
3 . Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU. 

Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas 

transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran melakukan 
pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai 

"pemotongan PPh/ PPN" di: 

1. BKU pada kolom penerimaan. 

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan. 

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak, 
bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah 
pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/ PPN" di: 

1. BKU pada kolom pengeluaran. 

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran. 
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: 

I 
( 

I 
! 
I 
I 
i 

' i 
; 

I 

I 

i 

C. l. l. Pembukuan Belanja UP/GUrrtJ - Rekening .Bank Bendahara Pengeluaran 

Ura.ian 

I. Dmdahani pc:ngeluaran menyiapkan buk.11 
belan_ia dan bukti pembayaran yang terkait 

' Bendahar.1 pengctuaran kcmudi:in mclakukan 
proses l'cngnian BKU padu kolom 
pcn1_1.cluman 

; llcnd;,b~ra p,mgd uaran mclu.kukan proses 
pengisian Buku Pembantu Simpurwn/flmll: 
pada kolom pengduarnn 

l K~m,uli,111 flundah,1rn p<.~1gehc1ran mdukubn 
pr.»u:s pen['\isian buku pc,nh;1 nlu rinciun ~hyck 
l1di1n.1a 

) I l~s, I akhir <luri proses i111 111.lalah BKU dan 
llukti J>cmbanlt• BK U yanl!, s1,i.lah \er u1><.hilc 

I 
I 

Be.odabara Peogeluaran 

Proses Belanja 
UP/GU/TU 

Buku Belanja 

Bukti Pembayaran -
' 

Melakukan pengisian 
BKU 

Melakukan pengisian 
Buku Pembantu 
Simpanan/Bank 

,--------·-----
Melakukan pengisian 

Buku Pembantu 
rinciari obyek 

helania 

BKU..----~1---, 

I Buku Pembantu 
Slmpanan/Bank 

- Buku Pembantu 
Rlnolan Obyek 
Belanlll 
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•1, 

C 1.2. Pcmbukum1 !3clanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara Pengeluanw. 

I 
' 

Uraian Bendahara Pengeluaran 
r . ·---- ··-~ - .. 

Proses Bclanja 
! UP/GUfTU 

! 
+ ' I Bcndahurn pcn!!,c:IU3ran mcnyiopkan huk1i i 

Buku Betanja i bda11ju dan lll1k1i pcm~,yur:m y,mg 1crkail 

I Buktl Pembayaran -' . I 

' 

Melakukan pengisian • · ' llc11d11hara pcn!_l.clllaran kcmudiai, mclakuk:•n BKU r 
.. 

i proses l'cngisiim BKU J'l.l<.I~ ko;•lm 
I pcngcluar3n 

I Melakukan pengisian 
Buku Pembantu Kas 

.l. Bc11Juhurn pcngt:luarnn mclukukan prose~ Tunai : 

I p<.·11gisian 13uku P~n1bH11tu Ku~ Tunui 1x1da 

i i k11h,r11 pcngclu.iran 

I Melakukan pengislan 
Buku Pembantu 

rincian obye k 
helania 

,I Kcmudi:111 llcoc.lnharu pcngclunran 1ncl11kuka11 r prose~ 1.1c;ngisimi buku pemtxrnru rinciun obyck 
hclanja. 

I BKU 

Buku Pemba111u I - KuTunal 

5. Hasil akhir dari proses ini adal11h BKU dan - Buku Pembantu 
Buku Pembantu BKU yang sudah ter update Rlnc:lan Obyek 

Belanta --

2) Pembukuan belanja melalui uang panjar 

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan 
I 

pemberian uang panjar ke PPTK tennasuk didalamnya pencatatan 
atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang 
panjar yang diterimanya. 

Proses pembukuan dimulai ketika B~ndahara Pengeluaran - ,· 
memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan 
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota 
Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti 
pengeluaran uang/ bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran 
mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di: 

-, - .. .,,. • • ~ • • .. - + ~. ~ • -~ 
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4 

1. BKU pada kolom pengeluaran 

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran 

3 . Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran 

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening 
bank , Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar 
sebesar uang yang diberikan di : 

1. BKU pada kolom pengeluaran 

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 

3 . Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran 

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang 
panjar adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara Pengeluaran men~rima bukti belanja/bukti 
pengeluaran uang/ bukti lainnya yang sah dari PPTK se bagai 

bentuk pertanggungjawaban uang pan jar. Setelah 
pertanggungjawaban tersebut diterima , Bendahara Pengeluaran 
mencatat pengembalian panjar di: 

• BKU pada kolom penerimaan 

• Buku pembantu panjar pada kolom peµerimaan 

Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah 
diberikan. 

2. Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang 

sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang 
diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di: 

• BKU pada kolom pengeluaran 

• Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 

3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja 
yang dilakukan, PPTK mengembalika n kelebihan tersebut. Atas 
pengembalian itu Bendahara Pengeluaran mencatat di: 

• Buku Pembantu Kas Tonai atau Buku Pembantu 

Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang , 

dikem balikan 
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4 .. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja 
yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran membayar 
kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu Bendahara 
Pengeluaran mencatat di: 

Buku Pembantu Kas T~nai atau Buku Pembantu 
Bank/Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah 
yang dibayarkan 

C.2.1. Pembukuan Pcmberian Uong Panjar 

Uruian ,-·· 
lfond:,hnra rer,gcluan:m nlcn:--,inpkan NPI ), 1w.•um 
pctM.:lu,imu\. hukli rn,.Hnbi11)'0.JlLlli ht1kti fain u~11 ~an~ .s;,ih 

I k11Jubt1ra p1..·nscl11urnn l~mmlm11 mdakuk11n pn''its 
!'cngisi:.u1 BKU p,utfo l1)!mn 1J11.:n~duar:10 

.1. Jika uung 1=jnr dihcrilcan ondalui kn tun•~ 111111:a 
hcnJah,1t11 r<·u~eluaran mel11kuknn proses pcngisiau 
BLJku P4.'mbantu Kas Tunai KL)lc,m Penl!?clunrnn 

-1. Ji~a unng pan_iar J,hcrikun md ului relcnin9 bani.. 
mab bendoh•ra perigeluaran m~lulmkan prose• 
p<ngision Buku Pcmbantu Simpanan/Hank Kolom 
l'cnscluaran 

5. Kcmudian b.:ndahara pcngcJuarn,, mclukuk.en pro.,~ 
pcngisian bulcu pcmba.ntu pou,jor psd11 ~olon, 
pcngtlu~ran 

&. Hnsil akllir clari prose• ini adnlah BKU dan Bulcu 
Pembantu BKU Yfl"i sudah !Cr r,pdnre 

Tldak 

Bendahara Pengcluaran 

Proses Pemberlan 
uang pan/ar 

Memo persetu)uan. 

Melakukan pengi,lan 
BKU 

Ya 

Melakukan penglsian 8uku 
P-mbantu Kai Tunai 

Me!akukan pengi•l•n 
Buk.u Slrnp,m.,,,e.,i< 

Metal<ukaft pengi•lan 
Bulli, pembentu 

Bulw; ,-.m b•ntu -.. tuna I 
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C.2.2.A. Pembukuan Pertnnggungjnwaban Uang Panjar 

Uraian 

I . lk11J.hara pen!!,duur~n 1m:ncrimi1 bukti 
hd,,np/\JL1kti pcngclwi nu1 um1g larnn1·a ,!.iri 
J>PTK ,1.111 sejumlah Wing y,111!', hcra:;a i <lari sis;1 
"""'t! r:1111ur 

i - l kuJnl1nr;.l r-(;np.c.·lucna.11 kcill,1<.han t111 •. •IukL1.kan 
"" "'"~ l'cng.isian BKIJ p11<.l.1 kol1•rn 
pc11cri1m1a11 foml11h yanµ d,c.ot.ot sd,~sm 
.1umJ;,h mm~ pan,1ur y11n11, r<:mah Jihcnkan 

K.cmuJmn bcndliharu pcngcluaraJ\ rrn:lakukan 
proses pc11gisian Buku Pcmhbntll panjur pttd11 
kolnn1 pcncrimaan scbcsat uang panjM vung 
pO!nrnh diberikan 

4. llendahara pL"llf!.Clwmm kemudian mcnca.tot 
belanja di BKIJ pa<la kolom pL'llgcluurnn. 
Jumlah yang. dicat11I scbesar 
pcr1uns11un&i:ow11blln vang dibcrikan l'l'TK 

.S. f3eudahara Pengelua.rou mcno:atat bchmja ixida 
huku pcmban!\J rinciiui obyck. 

6. Pro~-.:s sclnnjulnya adalah pcncallltan aktual 
belanj o yang dilalcukan. Apakah U ang Punjar 
kurang dari jumlah belaaja o\au !cbih <lari 
jumlah belanja 

Bendahara Pengeluaran 

Ptctes pe,Unggung• 
J11w.iban uang panJar 

Buku Belanja 

Uang 

Melakukan pengisian 
BKU 

Melekukan pengisian 
Suku Pembantu 

Panjar 

Melakukan pengisian 
BKU 

M•lakukan pengi5ian 
Buku Pembantu 
Rincian Obyek 
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., _______ ... . ---·---------------- - ---~ 

C.2.2.B Pcmhukuan Pcnanggungiawab.in Uan1:1 Panj;ir 

i 
I 
I • 

Uraian Bendatiar Pcngeluarnn 

- - - - - ------- ·· - --··-----1----- ------ - - ·--- - -----l 

7. Jik11 unni punjar lchih bcsnr dori i••dn bcl"11ju, 
maka l'l'TK w•jib 1uenl(•mbalitu11 """ uruia 
rx,uj:ir .~,sch111. BonJ11ho,,i pen~clu"ran 
me11c,lf~1 ·rc•11-~-mbu~on 11,mg p.,nJM <blnm bub> 
pcmbuntu kas tur,aj atau bu\.'.u pcrllhlllllu 
simpw,an'bank rodu kolom pcncrimuan. 
Scjumlah si~11 u1mg panjur. 

8 . Jib u:in@ p11.ojar l:.ur-o1ng dari nilui ber•ni"
bcnd.oharo pcngchwran meluk.ukan pcmbi,yuntn 
a1a., kekumugan 1e,..,b11I. llcod..tiaru 
pengcl\lllt&ll mcnellla.t pcmboyarnn tcrscbut pada 
buku pcmbGntu le... tunei alau buku pembantu 
siropananlbulc po,da kolcm pengclll4nn. 
Sejumlah L:elcu11111gan uang penjar. 

9. Hasil akbir dari pro!iDS ini o,d&lab BKU -
bcudllhan pcngcl""'11n dan Bulcu Pcmballhl 
BKU - Bcndohorn Pen!lcluar,u, yang sudah h:r 
upda,~ 

Kurang 
Melakukan pengisian 
Buku Pembantu Kas 

Tunai atau Pembantu 
Simpanan/ Bank 

Melakukan pengisian 
Buku Pernbentu Kea 
Tunai atau Pemb11ntu 

Simpananl Bank 
·' 

BKU 

I Buku PembanlU _Ka_s _ _ ...._.., 

· ! Buku·Pembantll 
i I Sim nan/ 8.wik 
~ 

· Buku hmbantu Rlnclan 
Obyek Belanja 

' I l ____ L _______________ .J.._ ___ ___ _ ___ _ _ _, 
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D. Pembukuan Belanja Melalui LS 

1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa 

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan 

jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS 
ba rang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna 
An ggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto 
(sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang 
dan jasa" d i: 

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal 
yang sama 

2. Buku Pembantu Rincian Ob_yek Belanja yang terkait pada 
kolom belanja LS. 

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan 

barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan 
sebesar jumlah pajak ya ng dipotong · sebagai "pemotongan 

PPh/ PPN" di: 

1 . BKU pada kolorn penerirnaan dan kolom pengeluaran pada 

tangga l yang sama. 

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom 

pengeluaran pa~a tanggal yang sama. 

2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan 

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan 

Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima 
SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna 
Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto 

(sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja gaji dan 
tunj angan" di: 

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran 

2. Buku Pembantu Rincia n Obyek Belanja pada kolom belanja 
LS, untuk setiap kode rekening belahja gaji dan tunjangan 
yang terdapat d i SP2D. 
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D. l . Penatausahaan Belanja SP2D LS Blllj8llg dan Jasa 

I 

i 

Uraian 

I. Bcodahara pengcl111Ua11 ~oerima SP2D LS 
btuang daa Ju.,sa w1ruk behmja yang dilakukan 

:2. Bendahan pcngohw1111 keo1u4ian mclalrukan 
pro,cs Peoai•ian BKU plda lrolom penerimaan 

3. U.:ndalu,ta pcngdua,ar, kcrn11diao m<lakubn 
prose• Pengision BKU pada koh>m 
pcn~cloaran. Tanna! d3n jun1loh vong die.oral 
'"'"'" dcnpn longgnl d,rn jumloh yong dico\Ot 
di li>lom pcnc:rima.,.11 

I ~ llcn~ohrua pcngeluo11111 mclakuknn proses 
Pc11ii,ian buku pembonru rinciun nbvck 
bclnnja. I 

. J I b!--1l akhir c~•n prnsc1,; 1m ;1d"h1h Bt-.:.1 J Jnn 
Buku l'c rnb1&nln BKlJ y,u,~ sudah tcr upclol◄~ 

Bcndahar Pengeluaran 

Proses penerbitan SP20 
LS Bnrang dan Jasa 

SP2D LS Barang 
danJasa 

Melakukan pengislan 
BKU pada kolom 

penerimaan 

Melakukan pengisian 
BKU pada kolom 

pengeluaran 

Melakukan pengisian 
Buku pembantu 

rincian obyek belanja 

[ 

Bullu Bendahara ·-1 
Buku Pembanlu I 

·- Rlncl,m Obyek BelanJ• i 
P!eng~luaran _L_ __ 

1 

: _ _ .... ,; _________________ _ ._ _____ L--"'-=------------· -_--_-_-_--_-_-_-_~ __ __, 
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,.. 

I D.2. ?cnatuusnhaan Bclanja SP2D LS Gnji I 

! -I Uraian Bendahar Peng~luaran 

Proses penerbitan SP2D 
LS Gaji 

; 

I I 
I ; I I lknJ,h.uru 1•mgeluaron m~ncnni:1 Si'~!) I .S 

I 
I Ooj, untuk bolanjo yuog dilatukHn SP20 LS Gaji 
I 

I -! -
I 

1 
2. Beuduharu p • .:ngc-huuan kc:mudu.in m~lakul:n.c1 

Melakukan pengisian pms~'.'!i Pc11p.h ian B KU ~<h• t,ilnin pcmmmnun 
BKU pada kolom 

penerimaan 

J, Bcndoha" pengch,ainn kcmudian mclakukan 
Melakulcan pengisian proses l'engisian BKU poda l<olom 

pcngcluaran. Tanggal dan jumlab yang dicatat BKU'pada kotom 
"'1ma dengAD tanggaJ dlll1 juml,,h yang dicatat pengeluaran 
di kolom JICllCrimaan . 

4 . Oct>dahara pengclua"" mclakuw prose~ i 
pcngision buku pemb&ntu rincbn obycl: Melakukan pengisian \,,.,lanja. 

Bulro pembantu 
rincian obyek belanja 

" 5. Hasil a.l::hir dari prosos ini adaloh BKU dao 

I 
Bulru Perobantu BKU Yllll¥ sud oh tar 11pdaie Buku Beildah•ra 

Pengeluaran 
I 

_ Buku Pembantu ~ 
, Rlnclan Obyek Belanja ~-----

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung-jawaban 
atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. 
Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 

• .... 
• 
• 

pertanggungjawaban penggunaan UP 

pertanggungjawaban penggunaan TU 

pertanggungjawaban administratif 

pertanggungjawaban fungsional. 
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A. Pertanggungf awaban Penggunaan Uang Persediaan 

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban 
penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam 
melakukan pertanggungjawaban terse but dokumen yang 
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Vang Persediaan 
dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. 
Langkah-tangkah dalarn membuat pertanggungjawaban uang 
persediaan adalah sebagai berikut: 

l ) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang 
menggunakan uang persediaan termasuk bukti-bukti yang 

. dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada 
sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan kepada 
bendahara pengeluaran pembantu 

2) Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara 
pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan 
Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan program 
dan kegiatannya masing-masing. 

3) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut 
dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU 
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OPD 
Tahun Anggaran 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEOIAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Kode Rekening Uraian Jumlah 

··- ,__ ~-1 

! 

-· 

-· 

.. 

Cara Pengisian: 

I 

I 

Total 

Uang Persediaan Awai Per/ode 

Uang Persed/aan Akhlr Periods 

... ...... , Tanggal ..... .... . 
Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas} 
NIP. 

1. Nama OPD yang bersangkutan dan tahun anggaran. 

" 

2. Kolorn kode rekening diisi dengan kode rekening mutai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai 
dengan rincian obyek. 

3. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek. 
4. l<clom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyel: belanja. 
5. l<olom tanda tangan diisi der.gan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai narna jelas. 
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B. Pertanggungjawaban Penggunanan TU 

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban 

penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/ selesai 

digunakan untuk merrtbiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada 

waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang 

disampaikan adalah ~poran Pertanggungjawaban Tambahan Uang 

Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja 

yang sah dan lengkap. 

· Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawabari TU adalah 

sebagai berikut: 

1) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang 

sah atas penggunaan tambahan uang persediaan. 

2) /\pabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara 

pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat 

Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran 

laporan pertanggungjawaban TU. 

3) Berdasarkan bukti-bukti be1anja yang sah dan lengkap tersebut 

dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila 

tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) 

bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan 

Pertanggung-jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan 

program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal 

pengajuan TU. 

4) Laporan pertanggungjawaban tersebut, ·kemudian diberikan 

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK OPD. 

5) PPK OPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung

jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 

6} Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan 

pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan. 
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. I 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

BENOAHARA PENGELUARAN 

OPD 
Tahun Anggaran 
Program 
Kegiatan 
Tanggal SP:ZD TU 

1---- - - --·-·- :·- ·------
1 Kode Rekening i 
' ··-- .----·r--·1--------··-

j i ! I 
' ' . i ----;-- --.. - ·, 

' . ---.--:.--r --- -__ _...,..._ __ ~· 

I ; ; i 
I ' --7----·- -__ ,, 

i . I i 

i ! . 
--l--- L .. 

I ; 
·--·· ; I I 

U . 
I l I 

I ........ .... ... . ... . 
I 

.. 
Uraian 

..• 

--

Total 

Tambahan Uang Persediaan 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

Slsa Tambahan Uang Persedlaan • 

•sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal .. . 

Cara Pengisian: 
1. OPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 
2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 
3. Keglatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU 
4 . Tanggal SPZD TU diisi dengan tanggal terbltnya SP20 TU 
5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja 
6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja , 

Jumlah 

--

....... . . , Tanggal . . .. ... .... . 
Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

7. Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening_ set!ap rincian obyek belanja 
8. Jumlah adalah total belanja dengan uang TU 
9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan 
10.Sfsa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila 

hasilnya positff maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum 
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l ~ i1
L'l Lang11,u11~i.1\\ JbiL,l Pcnt,t-un:.i.;_rn Tl; 

~-T·-- ··---------,----

! I 
I 1---
! : 

1 Bi.=n<~uu p,:.: • .-.gdu.:uan 
11\,.;11~-i;)pl..1.n hul.:li ~~l(lr.ln li\,,;I 

1U1:.J TU l<: reitrnin,t b!l wnum 
1la ... ·rJh cl.lr1 hul.:ri hcbnja ~l.i'

rcn~un:1,;rn d.m-1 TU 

"' lknW.h;11.'.I pt;ngcha;ir;m 
mi.:mhuiill 1.Jptrr,m 
pi:rf:111gg11nM,iaw,"1b.i.ii 

,pi.:n&,rt.1nJ,1n d.:m.1 'J1.l a.\11 
mi.:ny.1mpAil..rn i.:.~ P,\0.:PA. 
nn:t:i.lu.i PPK ()pl) 

3. !'PK SK.1'.h:.ll m..:t:i.i:.uka.n 
1.'1,;l'ifLL::i11,l :it.u pc:rup~"\lng

J-''-" Jtlan y .ing di:-..1.tnp~il.~n J,;q, 

k~n•u.di.&n n,c:inbcrih11 l.e:p-'11 
l' Al KP A wuuk mc,o<iapallc.an 
1'<"3"'>1\.tn 

4. PAIKPA mc.b.kukan pro«:) 
pim.gai.P.hm:I .ata.1 laporan 
pa1ii1n83ut1B"jawab.n 
~a..1.n Li1mbal:1n u.ang 
penedw,i 

5. PNKPAJ<a,,rud;a,, 
~llponn 
pman8IP"llli.a9ffl>OD wnbahm 
U1D1j penodiun k,;pod.a 
Bcndaharai Persgclu.a:an 

6. BendMan pong<hwan 
kemu.dian mcmberi.k21n laporan 
pc,w,sgung-j,w,J,an tJmbah.ln 
uang pcrse:di,un dan bll\:.1:l stto.r 
~~ IJVDIK \IAU BUD 

I'll/Kl'/\ 

8uk1J s.ui,,. 

Oul<u -.-,..,...,,.... T---------

C. Pertanggungjawaban Administratif 

Pl'KOPD 

YA 

BL-ndahara 
Pengcluaran 

>--+---Tid•• 

~)ttt Mtota11 111a11 
lapon,n 
pertanggun 1· 
J•wam,, ""r,1141," al 
btlrikat11M-i,;aca 

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan 

disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 

bulan beriku tnya. Pertanggungjawaban administratif terse but berupa 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, 

realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif rnaupun per 

kegiatan. SPJ mi merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara 

Pengeluaran Pernbantu . 

Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan: 

a. Bul<u Kas Urnum; 

b. Laporan Penutupan Kas; dan 

c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran 

disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan · tersebut. 

Pertan~ungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang 

persediaan. Apabila sisa uang persediaan tersebut tidak disetor untuk 

langsung digunakan maka harus mengajukan permohonan oleh Pengguna 

Anggaran/Kepala OPD kepada PPKD selaku BUD dan selanjutnya besaran 

' 

uang persediaan yang digunakan tersebut akan diperhitungkan pada saat 
; 

pemberian uang persediaan tahun aggaran berikutnya, sehingga uang 
.. 

persediaan yang diterima pada · tahun angg~an berikutnya besaranya 

setelah dikurangi uang persediaan yang tidak disetor tersebut. 

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara 

pengeluaran adalah sebagai berikut: 

1) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas . . 

2) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitul~si jumlah-jumlah belanja 

dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU 

lain nya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk 

menda pa tkan nilai belanja per rincian obyek. 

3) Bendahara pengeluaran menggabungkan basil rekapitulasi tersebut 

dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu. 

4) Berdasa rka n rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara 

pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

5) Ookumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara 

pengcluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK OPD u n tuk 

dilakukan verifikasi. 

6) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani 

sebagai bentuk pengesahan. 
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Kepada Yth. 

Di Tempat 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN 

Bulan ....... ... Tahun ..... . 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur/Bupati/Walikota ........... No .... . . 
Tahun .... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 
bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat 
di bendahara pengeluaran OPD .......... ...................... ..... adalah sejumlah Rp . 
.... ...... ,. dengan perincian sebaga_i berikut: 

A. Kas di Bendahara Pengeluaran 
A. 1. Saldo awal bulan tanggal . . . Rp. 
A.2. Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. ! • 

A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. · 
Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp .......... . 
dan saldo di bank sebesar Rp ..... 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 
8 .1. Saldo awal bulan tanggal Rp. 
8.2. Jumlah Penerimaai;i Rp. 
B.3. Jumlah Pengeluara n Rp. . 
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. 

Sal do akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp .......... . 
dan saldo di bank sebesar Rp ... .. 

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 
C. 1 . Saldo di Kas Tonai Rp. 
C.2. Saldo di Bank ~ ___ ______ _ 
C.3. Saldo total Rp. 

Bendahara Pengeluaran 

Tanda tangan 

{nama jelasl 
NIP 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
OPD ............................ ... . 

BERJT A A CARA PEMERIKSAAN KAS 

Pada hari ini ..... , ..... .. tanggal .. . , ..... .. .. . .. , berdasarkan Peraturan Menteri Dal11in Ncgeri Republik 
!.ndoncsia Nomor 13 Tahwi 2006 dan Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tclah dilakukan 
oemeriksaan kas olch : 
Nama 
Jabatim 

Tcrhadap 

Nnm;i 
JabaLan Bendahara Pcngcluarnn OPD ... . . ..... . . ... .. ...... . . . ..... . ....... .... ... ...... ....... . . 

Kabupaten Lampung Barat 

Yang sesuai Keputusan Bupati Nomor : 
scbagai Bcndnhara Pcngeluaran pada OPD ... .. 
Kabupatcn Lampung Bnrat. 

diangkat 

Bcrdasarkan Pcmcriksmm Kns scrta bukti-bukti yang beroda dalam pengurusan .itu, kami 
mcndapalkan kcnyataan scbagai berikut : 

I. Saldo Mcnurut Buku 
2. Saldo Menurut Pe111criksaan Fisik : 

a. Uang Kcrtas Rp. 
b. Uang Logam Rp. 
c SP2D dan alat pembayaran lainnya yang Rp. 

Rp. 

0,00 
0,00 

bclum cair 0,00 
d. Saldo Bank Rp. 0,00 
c. Surat/Barang/Benda berharga lainnya -'-R.:..p"'". -------"-0'""~0""0_ 

Jwulah Hasil Pemcriksaan Fisik Rp. 
Selisih Jcbih/ (Kurang) { I - 2) Rp. 

Sclisih tcrs\':buL disebobkon : . . . . . . . .. . . . . . . ... ..... , .. ....... , . .. , .. ... . ... .... .... ..... .. .... . . 

0,00 

0,00 
0,00 

Liwa, ... ... .... .. ... .. ..... 2018 

Y ang diperiksa 

Bendahara Pengeluaran. 

<< >> 
NIP. 

Yang memcriksa 
Pengguna Anggaran, 

<< . ... ··········· ·· ·>> 
NlP. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARA T 
SKPD ............................... . 
REGISTER PENUTUPAN KAS 

Tanggal Pcnutupan Kas 
Nama Penutup Kas 
Tnngga! Pcnutupnn Kas yang lalu 
Jumlnh Trnnsaksi s.d. bulan 
Jumlah Pcncrimaan s.d. ta.nggal Rp. 
Jumlah Pcngeluaran s.d. tanggal R. 
Saldo Buku Rp. 
Saldo Kas Rp. 
Saldo Kas tcrdiri atas: 
I. Uang Kcrtas: 

Pecahan Rp. 100.000,CO Lembar = Rp. 
Pccahan Rp. 50.000,00 Lembar = Rp. 
Pcca.han Rp. 20.0U0,00 Lembar = Rp. 
Pccahan Rp. 10.00ll,00 Lembilr = Rp. 
Pccah:m Rp. :i.0l/0,(10 Lembar = Rp. 
Pecahan Rp 2.000,00 u:mbar = Rp. 
Pccahan Rp 1 000,00 Lembar = Rp. 
Pccahan Rp. 500,00 -Lembar = Rp. 

Jumlah Uang Kertas = Rp. 
2. Uang Logam: 

Pccahan Rp. 1.000,00 Keping "'Rp. 
Pecahan Rp. 500,00 Keping = Rp. 
Pecahan Rp. 200,00 Kcping = Rp. 
Pccahan Rp. !00,00 Kcping = Rp. 
Pccahan Rp. 50,00 Kcping = Rp. 
Pccahan Rp. 25,00 Kcping =R. 

Jumlah Uang Logam - Rp. 

3 Kcnas bcrharga dan bagian Kas yang diijinkan Ordonansi/ SP2D, = Rp. 
Wcscl, Cck. Saldo Bank, Materai dan scbagainya 

JUMLAH ( t + 2 + 3) 
SELISIH 

4 _ Penjelasan sclisih b11ik positif maupun ncgatif: 

Liwa, 

Rp. 
Rp. 

2018 
Mengetahui 

Pengguna Anggaran, Bendahara Jlengeluaran, 

<< .>> 
NIP. 

<< 
NTP. 

, ...... >> 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
OPD ............................... . 

BERIT A A CARA REKONSILIASI BANK 
Nomor: ................................ .. 

Pada blll'i ini ........ , Tlll!ggal ..... Bulan ....... tahun ........ te!ah diselenggarakan rekonsiliasi Saldo Rekening Koran 
Bank antara Satuan Kerja Perangkat Daerah ................. selaku pcmilik rekening dengan PT. Bank Lampung 
Cabang Pembantu Liwa selaku pcnerbit Dokumen Rekening Koran. 

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyediakan data transaksi mengenai mutasi debet, mutasi kredit dan saldo 
n:kening giro/ koron peiiode ............. s.d. .. . .. . ...... yang diperoleh dari buku pembantu simpamm bank. 

Rekonsiliasi dilaksanakan se<:11T11 bersama - sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita A.i.:ara Rekonsiliasi 
.Bank IBARBl ini denQan basil seblUlai berikut: 

d h alamropla 
No Urai1111 BukuBanic Rclcmf! Koran Selisih 
J 2 3 4 3- 3-4 

I 0,00 0,00 o.oo 

2 0,00 0,00 0,00 

3 JUIWI.A.H PERJlEDAAN ( 1-2) 0.00 0.00 0,00 

KETERANGAN SELISIH 
A Pcnerimaan yang tel ah <licatal olch buku, Bclum <licolol oleh Bank. 

a. STS Nomor.. Rp. 0,00 
h Bukti Lain yang Sah Rp. 0,00 Rp. 0,00 

B l\:ngduaran yang tdah dicatat olch bul;.u, Bclum dicatat oleh Bank 
Rp 0,00 

"· SP2D Nomor... Rp. 0,00 
h. Nota Kmlit Nomur Rp. 0,00 Rp 0,00 

C l'c11cnm:1au ; an<' tel ah J,c.,lul uld1 llank. Bcl\11TI die at al oJ.:h Buku 
Rp 0.00 

,, STS Nomm . Rp. 0.00 
I, Norn Krc'<.lit Norn"r . Rp. 0,0() Rp. 0,00 

1) l'cnf'.duar~n yang tdah dicatat ulch !Junk. Bclum Jic3to1 olch BllkU. 
Rp 0.1)() 

a Sl'2D Notnor.. Rp. 0,00 
Ii. Nulu l)cbtt Nrnnot. Rp. 0.00 0,00 

0,00 

l)._,m,kmn B·:rna /\cma i111 dibun\ 1.kngan sc~ungguhnva dan untuk dipcrgunukon ~<::bagairnana mestinya 

Bendahara Pengeluran, PT. Sank lampung Capem Liwa, 

( ...................... , .............. ) 
NIP. 
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SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA ADMINISTRATIFJ 

Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

~ ---T f~-•-'•L) 

SeJ l.~ t'ioJj S.PJ - LS !!11r,A/\I( - Jw •t ~Pl1.WIOl,'J11J 

/ lv 

.:..~k i Ju1nlah 
'1.cl..-.~ 

~ :.., 1,,1 Allta,lt il 

• 
I 2 3 

I\R,.11.AH 
(-lc,w;mnui1 

• ~PiD 
, Pt'lc,ni:2~1\ Pl ak 

• PP!-' 
b. Pf'h 11 
c- f fh ZZ 
J PPl, H 

, l-'1•1-l.iu1 
Juml~ ~"i:n~~ l'I 

f'-dn.,._ 
- SP JILS • UP/CU/TUI 
• Pt:i'r'trt'IJVl Jl1i»: 

~~ 
h l111'J J 
~- PP'b1? 
d 1-"Pb.2) 

• l.iin•h.m 
Ju,ntlh P~un 

~Ku 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

{Nama jelas} 
NIP. 

Cara Pengisian: 

•• , .. - , ... , .... 
" . . 

I.du .. 
" • .• tl' \4 
•» 

•• llul ""' , .d ... .. .. - ,_ 
1..i .. .. IAI• 
' ' ' >"'(7•ti) 10 

"- s . .t. DulM .. w 

II 11-(10•1 ,. 

'" 

J~Sl'J 
(ln"'-• UMa"U'TU) 

1-d.. BINlll w 

lM-ll) 

S-0 ....., ........... 
Loi• (.l• I)) 

·-

Bendahara 
Pengeluaran 

(Tanda 
Tangan) 

{Nama jelas) 
NIP. 

1. nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara 
pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. 

2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. 
3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening. 
5. Kolom 4 diisi dengan j umlah SP2D atas pembayaran LS•gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 
6. Kolom 5 diisf dengan jurnlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ -.':l1Jlan ini 
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D dtas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbttkan/SPJ sampai dengan bulan !ni · 
s_ Kolom 7 di isi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak· Ketiga yans telati" diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 
9. Kolom 8 dii$i dengan jumtah SP2D atas pernbayaran l~•Pihak Ketiga yang te!ah diterbitl(an/SPJ bulan 

ini 
10.Kolorn 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS·Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan in1 
11.Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai derigan bulan lalu 
12.Kolom 11 diisi dengan jumtah SPJ atas penggunaan dana UPiGU/TU bulan ini 
13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SP J atas penggunaan dana UP / GU/TU sampai dengan butan ini 
14.Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 15. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumiah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS~UP/GU/TU sampai dengan butan ini. 
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. \ 

D. Pertanggung_jawaban Fungsional 

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran 
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 
10 b u Ian berikutnya. Perta nggungjawaban fungsional tersebut 
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan 
per.ggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ 
tersebut dilampiri dengan: 

• Laporan Penutupan Kas 

• SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun 
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan 
tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa 
uang persediaan. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BEHDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA FUNGSIONAL) 

SKPD 
Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

I ~•tod.: 

r 
tl;:1lboi"'9: 

; 

NMI.AII 

SP/-1.S()oj; 
Jumlah 

lJ(i,jlllrl 1 . .J. 

"""" - !Mu, 
l..a.h• '"' 

1 ; 4 , 

Po:!O.::fVll1'11n 

· Si'20 
. Pu1t1nun Jlu.lt.'!l: 

11. PPN 
t, Fll'I• ll 
( ?rh2'2 
d PPh lJ 

-l~i.n-!AU1 
Jumian Pcnam,qn 
P,=,12dUJ1n1n 
• Sl'JilS • UP/GU/JU] 
• Yi::t'lycltin!I Patil~ 

.11 l•J1:-,,1 

t,. Pl"'h ll 

t. rPh 12 
,~ ..... ~ 2J 

-La.in•l11m 
.Fu:rnlati P~>n"eluarut 

S,1M,1K11.\ 

Menyetuj ui : 
Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jelas) 

NIP. 

Cara Pengisian: 

,.d. 

~""" 
"" 

11)"'(4+5) 

SPJ - LS Bot1ng - Juo "J 

•• :s.d. ·-[!1,1.laJ, ·-l..idu '" ,,.; 

' ' l},,(:"18") 

,_,A_,._., 
S/>J UP/OUITIJ 

h1n1WISPJ 
,.d . CI.S+UPJOU'TI.J) ·- a..d. Dul,ii11 &w, .. ,u 1.d. Bulan in1 , . .,, 
10 II ll-< 10+ 11) !lr<o+9+l2l 

................ , tanggal ....... . 
Bendahara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jelas) 
NIP 

SiaP,cu.....,..,.,, 

l4--U-tJ3} 

1. Nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara 
pengetuaran, ta hun anggaran dan bulan. 

2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening. 
3. Kolorn 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan datam APBD atas masing·masing kode 

rekening. 
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS·gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SP J 

sampai dengan bu:an talu • 
6. Kolorn 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang tetah diterbitkan/SPJ 

bulan ini 
7. Kolorn 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ 

sampai dengan bulan ini 
8. Koiom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SP J 

sampai dengan bulan lalu 
9. Kolorn 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS•Pihak Ketlga yang telah diterbftkan/SPJ bulan 

ini 
10. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP20 atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ 

sampai dengan bulan ini 
1
,, 

11. Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu 
12. Kolom 11 diisi dengan jumlah S?J atas penggunaan dana UP /GU/TU bulan inf 
13. Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 
14. Kolorn 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 
15. Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jurnlah anggaran dikurangi 

dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS,.UP/GU/TU sampai dengan bulan ini. 
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C. & D. Pet1anggungjaweban Bendahaa Pengeluarun 

i 

Uraian 

l. llcrdUMun S!'J .8end.ih.lr, 
J'co~ lu;..,, Pono ban tu. 
llKU llcnd>hara 
P<tl(!<l¥.uandanlluku 
l'cnob>nlu, lkndlllon 
r~1,...,, mcmbu,t Sl'J 
IJon<bh.ua l'engolwirao 
bcN~• SPJ Adminlstt•lif 
Jon SJ>J Fung,;.,,w 

2. Boml•har• J>..11<loaran 
•onymhkM SPJ 
>dmiDi .. aiif uplda 
fl<"811W'> anu,van mc:buli 
PPK SKID u:otllk di 
verifih~i 

J,. Pl1K ~KJ)f) m...·•h1lcubn 
\\lrilil.,,o .;1,13,. S}'J )'&nQ: 
di,Qnlf)illjl.,;m ('-n \i:mull~n 
1ncrt1b;.,,-ik&n k.:p.&J;a 
l'«l&l',111\l Angpt:IA WIIUk 
'1i,,hbn 

PPKD Selaku 
BUD 

l i I l le,ul>lu" l'rng,luM.U\ I ffllffl\1.'f:ahk.,n SPJ 
I I ....... ...i l<podo l'l'lsll 

-! ___ =~~~-) ______ .,_ _____ _ 

Peogguua 
Anggvu. 

"Ill·,.,., .. _. __ _ 

PPKSKPD Bendabata 
f>atge!UIRII 

Bendaham 
Pcngeluaran 

J>e:mbmllll 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
OPD ........................ . 

lAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUN YANG aERAKHIR SAMPAI DENGAN ........... ,. 

del11m rupiah 
"JO URUT URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI LEBIH/ (KURA NG) % 

1 2 3 4 5 6 
4 PENOAf'ATAH 
4.1, PENOAPATAN ASL! OAERAH 
4.1.1 Pendapalan Pajak Dae,ah 
4.1 2 Pendapalan Relribusi Daeral1 
4.1.3 Pendapalan nes~ Pengelolaan Kekayaan Oaeteti yimg 
4.1 4 Lain • Lain Pendapatan Asfi Daer ah yan~ Sah 
5 BELANJA 

BELANJA OPERAS! 
5.1.1. Belanja Peg1v,,1i 
5.1.1.01. G8fi dllll Tur~angan 
5.1 1 02 T ambehan Penghesilan PNS 
51 1.04 Biaya Pemungut1m Paja~ 
5.2 1.01. Honorenum PNS 
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 
5.2.1 03 Ueng Lembur 
5,2.2. Dela nja Barang . 
5.2.2.01 Be/11nia Bah an Pal<Bi Hel:,is 
5,2.2.02. Belanja bahan/Msterial 
5.2.2.03 Bel~a Jasa Kantor 
52.205. Be/anje Per11watan Kendaraan Bermoto1 .. 
5.2.2.06 Be/anja cerak dan Pengg1md1111n 
5.2.2.07 Be/Bnja ~ewe rom11h/GedunglGudanglPerkir 
52.2.11. Bel~a Makanan d8fl Mnumen 
5.2.2.15. Bel,mja Perjalsnsn Dinas 
52.2.17. Be!t1nja Kursus,Pelnhan,sosi1Jlisasi dan Efmbingen Teknis PNS 
5.2.2.20. Belanje Peme.fhsreen 
5.2.2.21 Belenja Jesa Konsu/lansi Pihek Ko~gs 
5.2.2.28. Honoratium Tenaga AhillnslnlkturlNarasumber 
2,2 BELANJA MODAL. ' 
2.2.1 Belenja Tanah ' 
2.2.1.1. Belanje Modal Pengadeen Tanah ; 

2.2.2. Befanja Pera!atan den Me&in 
2.2.2.1. Belanja Modal Pengadaan PertJ/atan Kantor 
2.2.3.2. Belanja Modal Pengedaan komputer 
2.2.3.3. Be/Bnja Mods/ Pengedaen Mebeleur 
2.2.3. Belenja Gedung dan Bangun1111 
2.2.3.1. BelRtja Model PengadlWI XonslTllksi Bangunan 
2.2.4. Belanja Jalan, lrigaal dan Janngan . . 
2.2.4.1 BelBtVs modal Peng8dsan konslTllksl jarlngan irfgasi ' 
2.2.5. Belanja Aset T etap Leinnya .. 
2.2.5.1. Befat¥a Mods! Pengads811 BukU/Kepusteka811 ' 
2.2.5.2. Bekmia Modal Penaadsan Barsna beroorek K~&nian Kebud11Vaan 

SURPLUS/(DEFISIT) i 

Llwa, 

Ptngguna Angganin, 

NIP. 
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PEMERINT AH KABUPATEN LAMPUNG BARA T 
OPO ........... ......... ., .. 

RfNGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN .......................... . 

KOOE 
URAIAN JUMLAH ANGGARAN REA~ISASI LEBll-'J (KURANG) REKENING 

1 2 3 -4 5 
4 PENDAPATAN 
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 

• · 4.1, 1 Pendapatan Pajak Oaerah 
4.1.2 Pendepetan Re!ribusi Oaerah 
4.1.3. Pendepatan Hasil Pengeloleen Kekayaan Oeerah 

yang Dipisahkan 
4 1.4 Lain • Lain Pendapatan Asli Oaerah yang Sah 
5 BELANJ/\ 
5.1. BELANJA OPERASI 
5.1,1 Selanje Pagawai 
2.1.2 Belanja Barang 
2.2. BEl.ANJA MODAL 
2.2.1. Belanja Tanah 
2.2.2. Belanja Perelatan den Masin 
2.2.3. Balanja Gedung den Bengun1111 
2.2.4. Belanja Jalan, lrig asi dan J aingan . 

' 2.2.5. Belenja Asel T etap Lainnye 
SURPLUSl(OEF1S1T) _ 

Liwll, ............................... . 

P.n99un1 Anggaran, 

N(P. 
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OP!JIKUASA BUD 

KQ)EOPD 

~; 

I 
' 
JT 

NOMOR 

"'( 

SPM/SPD 
NILAI 

8ELA~JA 
/RP' 

TO~ 

-orir~-r~; ::-,::·--·-
~; ,_·"'.'•-"t1G 

T r:}iiH!M 

Mengetl,llivi, 
BU[') 

NIP 

NOMOR 

··--------
DAFTAR T:,ANSAKSI HARIAN (lELANJA DAERAH ( UTH) 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BULAN 

T AHUN ANGGARAN 

SP2D KEOE POTONGAN PAJAK 
NIL~ AKUN KODE JENIS .JUMLAH 

8El.ANJA BELANJA AKUN PAJAK (RP) 
(RP) BELANJA 

r 

l 
i 
l 
l 
I . -

, 
•' ... 

NPWP 1 NAMA 

REKANANI RE KANAN/ KET 
BENDAHARA BENDAHAR.4-

' 

l 
l 

-

Liwa, 
KUASABUD 

NIP 



. . 

NO 
UlilUT 

'f 

NAMA 
SKPD/ 

KUASABUD 

TOTAL 

Mengetahui, 
BUD 

~;..!....!.JI.•.• •. ~ .!.' ~ ~ •• - ■ - • ~ 

REKAPITIJLASI TRA~JSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH ( RTH) 
KABUPATEN LAMPUNG BAF-~AT 

BULAN .................... . 
TAHUN ANGGARAN ........ . 

SPM/SPD SP2D 
JUMLAH NllAI BELANJA JUMI.AH NllAI BElANJA 
TOTAL TOTAL TOlAL TOTAL 

(RP) (Rp) 

- . -

~ 

JUMLAH 
POTONGAN 

\ PAJAK 
(Rp) 

- ~ 

LIWA, ........................... . 
KUASABUD 

NIP .................................. . 
. ................. •.••.•~ 

NIP ............................... .. 

~ \, ;~'!:, .. ~·- , , .. ' r;;~;;_-6ii"'; : ·ff .. '··.··_._:; '. 
\~_r-'f ,. I 

f 

KET 



. . 

NO TA.NGGAL 

""i!iiin ·11{.ABAG1 
~ -.~ ✓· r~ ~~~ 

'f 

NOSP2D JUMLAH S1>20 ( Rp) 

BENDAHARA PENGEWARAN 

ltUOU'th••u•••rt 

NIP ............................. .. 

REKON GLOBAL PAJAK PERJENIS PER SP2D ( HARIAN) 
·01NAS 

BUU~N ... ...... TAHUN ... , ............ . 

-

ii 
SKPD JE;41S PAJAK 

PPH 21 PPII V PPI-IH 

I • 
-

TOTAL POTONGAN KET -
PPH 4/ 2 PAJAK OA£RAII 

_J 

Liwa, ··----····· ................ . 

KEPAlA 

!..::.!.."~•~ 

NIP ................................ . 



I 

DAFT.A.R REKAP PAJAK DAN FIS!K DAN DANA DESA PEMDA KAB ..... *) 
SE:Ml:S1tR iliiij" lA ......... . 

NO JENiS PAJAK 
JENIS SITORAN NILAI 

DISETOR ?OTONGAN 

I I 
UNTUK SEMESTER I: DIKIR!M AWAL BL JUNI (MINGGU PERTAMA) 
UNTUK SE METER II: DIKIRIM AWAL BL DESEMBER {MINGGU PERTAMA) 

DILAMPIRKAN BUKTI SETOR/BUKTI POTONGAN (SSP LS. 3) 

{Rp) 
KETERANGAN 



• I 

; ... :~:tr:i -[K,;:BAG 
.. :.,~ t M: ;J{U 
~ r . 

'i 

Daftar Kontrak K.egiatan DAK FisAc.., .... (1) 
Bidang ...... (2) 

Tahun Jrnggaran ..... (3) 
Provinsi/Kabupaten/Kota ...... {, ) 

• 
--- --- -·----- - .. _, 

Vang bertanda tangar, dibawah in i .................................... (~;) menyatakan bah-wa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Daft.Jr Kontrak semua 
kel'.iata n Dana Alokasi Khusus Fisik ini, d.:>ngan rincian seb<lj:;lai berikut 

'fahap : ........... (6) 

Np Sifat Pekerjailn I Kontrak 
Nam11 Vendor Uraian Pekerjaan/Kegiatan ·-No Tanggal 

(7) (8) (9) (10) (11) 
1 

-., 

2 
3 

dst 

Bul<ti-bukti realisasi pembayaran kepadai pihak ketiga yang tercantum daiam lcontrak inf, d isimp,m sesual dengan lo~tentuan yal'g 
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan penrieriksaan aparat p,?ngawasan fungsional. 

Damikian !aporan ini dibuat dengan sebt~narnya. 

. .. : ... :, ... :.: ................................. : ....... (14.) 
,Gubemur / Bupati/Walikota ..... (1S) 

{16) ..... (17) 
•••••••••• u•••••••• 

Nilai Kel.erangan 

(12) {13) 

·' 



·-
PETUNJUK PENGISIAN 

NO URAIAN 

1. Diisi sesuai dengan jenis OAK Fisik yang dikontrakkan • 

2. Dii:Si s·esuai deng;an oldang OAK Fisik yang dikonrrakkan. 

3. Oiisi sesuai dengan tahun anggaran OAK Fisik yang dikontrakkan. 

' Diisi sesuai dengan pemerintah Daerah yang ~rsangkutan. 
... - · 
S. diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: 

a. Gubernur bag1 provinsi; 

b. Bupati bagi kabupaten; atau 

c. Walikot a Bagi kota . 

6. • ~i.slJesuai dengan tab:.e..e!.~:i'.! ~~~-~sik_(sekaligus atau Tri~ulan fl) 
___ .. ,,. 

•m~ 7. Kolom diisi sesual dengan sifat pekerjaan dari masing-masing kegiatan OAK Fisik yang 
bersangkutan (kontraktual atau non kontraktual) 

8. kolom diisi sesuai dengan nomor kont rak dari masing-masing kegiatan OAK Fisik yang 
bersangkutan (kosongkan ,.mtuk pekerjaan non kontraktual) 
.. . - ... ... , . • h ,, 

9 k.<:>k•m ,:lii~i ~,,~~•.ii d~ne.in t.inee;,I k,:,ntr.;,~ 1:1.iri m~i,ine-m~~ine kl!eiat~n DAI( Fl!:il( y-l11e 
bersangkutan (kosongkan untuk pekerjaan non kontrakt ual) 

10. Kolom diisi sesuai dengan penyediaan/ jasa dari masing-ma:.ing kegiatan OAK Fisik yang 
bersangkutan. 

11. kolom diisi sesuai dengan uraian pekerjaan/kegiatan dari masing-masing kegiat,in OAK Fisik yang 
bersangkutan. . 

12. Kolom diisi sesuai dengan nllai kontrak/pekerjaan dari masing-masing kegiatan OAK Fisik yang 
bersangkutan 

13. Kolom diisi dengan keterangan atas daftar kontrak kegiatan OAK Flsik sesuai dengan bidang DAK 
Fisik bersangkutan. 

.. . ...... DH;: s·o::'>uol .:i~r,g;.r, t~mp~t dan t;:i.r,gg~l -p;;ra31'r.:l:.tang .. r.an . 

15. Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan yakni; 
' 

a. Gubernur bagi provinsi ; 

b. Bupati bagi kabupaten; atau ; 

c. Walikota Bagi kota. 

16. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan. 

17. Dlisi sesuai dengan nama pejabat kepala Daerah bersangkutan. 

.,. 
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' . 

RENCANl'i PENYERAPAN DANA DAN DAKF!SIK TAHAP I (30%) 

OPD ......................................... TA HUN ANGGAR,\N 20 l 7 

NO OPD PAGO ANGGARAN 

I 

TAHAP I (30%) I KE:TERANGAN 

J _ _L 

liwa, ........ . 

KEPALAOPD ...... . 

KABUPATEN LAMPUNG B..t.RAT 

NIP .......... , ............................................ . 

~11~1 



·. 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

0 PD .......................................................................... . 
Alam at ....................................................... . 

Tel p .......................................... . 

REKOMENDASI SKPD 

Sehubungan dengan Nota Dlnas dan Pe.jaba1 P-embuat Komttmen (PPK) 

Bidang................ Dinas .............. ~........................ Kabupaten Lampung Barat 

tanggal ..... bulan ..... tahun .... , Perihal Permohonan Pembayaran 100% (seratus 

perseratus) untuk Kegiatan .......................................... TA. ................... . 

Nama Perusahaan 

Pekerjaan 

Paket 

Dengan ini kami menyetujui permohonan dimaksud dan segera dilanjutkan 

pada proses selanjutnya. 

Liwa, ....................... · .. ; ............. .. 

PENGGUNA ANGGARAN, 

"!05 



.. 
1.B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD 

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan 
bendahara pengeluaran pembantu meliputi: 

a. Tambah Uang (TU) 

b. Langsung (LS) Barang dan Jasa 

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP 

TU dan SPP LS pengadaan Barang dan Jasa karena untuk 
UP/ GU dan LS -gaji hanya boleh dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran. Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran 
pembantu juga membuat reglster untuk SPP yang diajukan, SPM 
dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara pengeluaran 
pembantu. 

A. SPP Tambahan Uang (TU) 

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, 
yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, 

dan uang persediaan yang diberikan oleh bendahara 

pengeluaran tidak mencukupi karena sudah direncanakan 
untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran 

pernbantu dapat mengajukan SPP ',fambahan Uang (TU). 
Batas jumlah pengajuan SPP-TU ha~s mendapat persetujuan 
dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan 

waktu peng~naan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP 

habis, harus disetorkan kembali. 

Dalam hal dana tambahan uang ti<lak habis digunakan dalam 

kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa 
tambahan uang dikecualikan untuk: 

a. kegiatan yang pelaksanaannya rnelebihi 1 (satu) bulan; 
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang 

telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar 

kendali KPA; 
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Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen 
i 

yang 

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain 

dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara 

lain: 

b} Draft Surat Pemyataan Kuasa Pengguna Anggaran 

c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU 

d) Lampiran lain yang diperlukan 

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi 

dokumen SPP TU yang telah disiapkan. 

B. SPP Langsung (LS) 

Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS 

Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-
, -

SKPD berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh 

PPTK. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai 

la1upu.a11 dafa.1:i-1 pengajuan, :selain d.arl dokurn.tn SPP-L':3 

Barang dan Jasa itu senditi. Lampiran tersebut antara lain: 

a) Salinan SPD 

b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran 

c) Dokumen- Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh 

PPTK) yang terdiri atas: 

o salinan SPD; 
' 

u sallnan suraL rekot:i:ien<la:sl dad SK.PD Leknls lerkalL; 

o · SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; 

o surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna .. :, 
anggaran/kuasa pengguna an'ggaran dengan pihak 

ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak 

ketiga; 

u berlta acara penyelesalan peke1jaa11; 

o berita acara serah terima barang'danjasa; 

o betita acara pembayaran; 

o kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani 
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.. 
pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

o surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non 

ba.rik· 
' 

o dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; 

o berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan 

barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; 

u surat angkutan atau konose.tnen apablla · pengadaan 

barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

o surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPfK apabila pekerjaan mengalami 

keterlam batan; 

o foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ 

penyelesaian pekerjaan 

o potongan jam&ostek (polongan sesuciU. denga:n ketentuan 

yang ber}aku/surat pemberitahuanjamsostek); dan 

o khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 

harganya menggunakan biaya . personil (billing rate), 

berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 

dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai 

pentahapan waktu pekerjaan. dan bukti 

penyewaan/ peiubdlan alat penunJang serta bukti 

pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat 

penawaran. 

d) Lampiran lain yang diperlukan 

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi 

dokumen SPP-LS yang telah disiapkan. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

No. Jenis SPP 
UP/GU/TU Tgl. No. 

1 2 3 4 

----~ ~ ', - ,........_. 
"i i i i I 

Cara PenPisian: 

2. Ko!om 1. diisi dengan nomor urut 

SKPD •......... 

SPM 
Tgl. No. 

5 6 
l 

i i 

SP2D 
Uraian Jumlah Keterangan Tgl. No. 

7 8 ig 10 11 
1 ·, 

• ll• 

i i i 

· ............. , Tanggal ............... . 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(Tanda Tangan) 

{Nama Jetas) 
NIP 

' 

i 

3. Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan khusus bendahara pengetuaran pembantu hanya bisa 
me11gajukan TU /LS 

4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 
5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan 
6. Kolom 5 diisi dengan tanggal pcnerbitan 5PM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 
7 ~.--.i.-.:-:--. l . . ~~~~~ .~~r-.Cfd'\ N.-,~t1"".t c;J;\,•-f. ·.r;:~,~ ,ift,=.r-!"-:i~k;;.ii 

J" . , ~ . . .. 

8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan perierbilan SPM pada kolom sebetumnya 
9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan 

10. Kolorn 9 diisi dengan Uraiar. Pengajuan 
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 
1,. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan 
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2. PEMBUKUAN 

A. Buku-buku yang digunakan. 

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu 

menggu nakan: 

1. Buku Kas U mum (BKU) 

2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari: 

a. Buku Pembantu Kas Tonai; 

b. Buku Pembantu Simpanan/Bank; 

c. Buku Pembantu Pajak; 

d. Buku Pembantu Panjar; 

e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. 

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan 

digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran 

pembantu. Dokumen-dokumen pembukuan apa saja yang 

digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian 

berikutnya 

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam 

ff1t::·1akukan pembukuan adalah: 

1. SP2D TU/LS 

2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi 

kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai be.i'ikut: 
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SKPD : •.• .• 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BURU RAS UMUM-

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

QJ§.J : T~j1·9~ill~ Kode Rekening ! Uraian l Penerimaan ! Pengeluara.n ! Saldo 
·-·-·---·-i - --------. +--- -.-----··-· 

_t ___ - ---..'------ t----- :--------+--------- t-- I - +--
- ---•··-l---- .. ---~---,---- ----- ---

j I 

Jumlah s/d bu!ai1 ini c _ --- ----~-_- -------=Ju=-m-lah_s_/d_b_ui_rus_'~-~-~..,_l ____ ___.. _ ___ _ -~l ____ =i~ 
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp ...... .. ....... . 
( ....... .... ...... .. .... ............. dengan huruf) 
t erdiri dari: 
a. Tunai 
b. Saldo Bank 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NiP. 

Cara Pengisian: 

Rp .... .... . 
Rp ........ . 

1. Nama SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 

Tanggal 

Bendahara 
· Pengeluaran 

(Tanda 
Tangan) 

(Nama jelas) 
Ni?. 

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dar1 nomor 1 dan seterusnya). 
Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. 
)r\<}i(~t)~ ~b)t~ ~~tum11~'k!>i- thNt~~'\'k~l\ ~ -lUu \~b'ih ~fl~U'tMl; ~~ ,~mcittip 
pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksf yang pertama 
kali dicatat 

3. Kolom tanggat diisi dengan tanggal transaksi 
4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 
5. K,olom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk 

trtmsa:ks{ be\r.,ja 
6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 
7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran 
8. i<;olom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumutasi. 
9. Kas di bendahara pengetuaran pembantu diisl nilai yang tercantum pada kolom saldo pada 

saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas 
t-Lmai -ata1a1 sfm{)a'Aafl di Bank • 

10. Kolom tanda tangan ditandatangani oteh Bendahara Pengeluarar. Pembantu dan Kuasa 
Pengguna Anggaran disertai nama jelas. * 

• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu 
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·. 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUHG BARAT 
~ P£~1'TI'UAA'S- l'\mM . . 

BENOAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

I 
SKPD 

ET""angga No. BKU Uraian Penerlmaan Pengeluaran 

i i 
··-·-9 ,,_ ____ _ 

! 

! 

' 

E 
-- - - ·-
.,_ .. 

--
I ---.-~~- ---. ~--- ---
t· __ _____J _ _ _ Jumlah 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangl\utan. 

-

Saldo 

. 

Tanggal 

. Bendahara 
Pengeluaran 
Pembantu 

(Tanda 
Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

2. Ko:orn t ~ri:~~! d~isi o~~fi ta:'1gi<!!l ~~nmactn ·at::>u -pe~e\uaran t~a; bt Mahara 
pengeluaran pembantu 

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU 
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan a.:au pengeluaran tunai 
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai 
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai 
¥. ~ sa-1:do -di~ ~an ju.'T',l.atd~ o \:as t1.mai 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa 

Pengguna Anggaran disertai nama jelas. • 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan l aporan 
Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
0011.U P£M3AKTU S$MPANA~MK 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

'T.an~l No. BJ<U Ur•ian P4Hl.rl~ P~•h,,.,-an · l $.Aldo 

f 
Jumlah 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jetas) 
NlP. 

Cara Pengisian: 

i 

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang t-ersangkutan. 

....... , Tanggal 

Bendahara 
P~tl:liim. 

Pembantu 

(Tanda 
Tangan) 

(Nama jelas) 
NtP. 

2. Kolom tanggal dtisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara 
~n~.h1Nrl\n ~mban.tu. 

3. Kolom No. BKU di isi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU. 
4. Kolom uraian dilsi dengan uraian r>enerimaan atau pengeluaran melalui bank 
5. Kcilom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank 
6. Kolon, pengeluardr. diisi dengan jurnlah rupiah pengeluaran melalui bank 
7. Koloni saldo diisi dengan j umlah/saldo bank 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengetuaran Pembantu dan Kuasa Pengguna 

t.~g11r.._i'I iii9'-rt.._i \\~ml' jet.\~. • 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggun~jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu 
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SKPO 

PEMERINTAH KABUPATEN LAM.PUNG BARAT 
&UKU "PEMBANTU PANJAR 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

I Tanggal I Ho . . 8KU lJraian Penerimun Penaeluaran j Saldo 

: : 

Jurnlah 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

{Nama jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

: 

1. SKPD dii si dengan nama SKPD yang bersangkutan. 

--

· ....... , Tanggal 

Bendahara 
Pengeluaran 
Pembantu 

(Tanda 
Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

,:.. 'K~ t~ lffi!i> ~ 1~,fl~'t ~~ lt.ffi ~~~~JJM~l. 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan ataLi pertanggung:jawaban panjar pada BKU. 
4. Kol om uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar 
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pember1an panjar 
r. Kclon,. ~t'dc -ct.its{ d:eagt.-.. jumit\hf~irlu si~ p~r,jar yang m.a.'Sih wa-dt.. parla PPTK 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengetuaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. • 

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggung•jawaban Bendahara Pengeluaran 

I 
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SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG .BARAT 
SUii:u ?!MSAlff·u P1'JA;( 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

t-~···-
i 

Jumlah 

Mengetahui: 

PenggunaAnggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 
NIP. 

Cara Pengisian: 

i. s·i?O <lfi)"f dengan nama S~PO-yang irersar~an. 
2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak. 

.. .. . .. . . .. .. . , 
Tanggal 

Bendahara 
· Pengeluaran 

Pembantu 

(Tanda 
Tan-giln) 

(Nama jelasl 
NIP. 

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU. 
4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. 
5. Kotom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak atau penyetoran pajak. 6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak atau penyetoran pajak. 
,. . Ko',bm "Sait:ib-oii-Sl tle-1-,gao S<lldof}1:.1mi~ peftlbtOOicW't ~'\:av ~A'jetOF:f() pa~. 
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. • 
* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk kepertuan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu 
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REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK 
TAIHJN ANGGARAN ........• 

OPD 

Pcugg.ma Anggaran 

Bend. Pengduaran Pembantu 

l'PK-SKPD 

Bulan 

I. PAJAK YANG DIPUNGUT DAN DISETOR ME LALUI MEKANIS~IE LS - - - - - . - -- -- -- - - - ----- -- -~· ·- ~~ . 
s.d. Bulan l.alu NO IJRAIAN I JF.NJi; 

P("nerima.an P~n~don1n 
I 2 3 4 
1 PPN 

. 

2 PPhPsl2! 
. 
. 

3 PPhPsl 22 

4 PPhPsl 23 

5 PJ>h Pasal 4 Aynt 2 Final 

6 Pajak Daer ah 
. 
. 

JUMLAH . 0,00 o,oo 
2. PAJAK YANG DIPUNGUT DAN l-lSET.OR l\1ELALUI MEKANISME BELANJA UP/GU{fU • .. -• - ------- ------•--r ~••••-•~--~a~••a~~a•-...,•~••-..,.,••~• ■...,,••._.....,.._,.....,~._.•v~a'-'&•'--'L.I .,.-- ~ 

NO URATAN / JENT:, 
.1.d. Bulan Lalu 

Pcnerimallfl PenJ'Clonm 
I 2 3 .. . 
I PPN . 
2 PPh Psi 21 

3 PPh?sl 22 
4 PPhPs! 23 

5 PPh Fasa! 4 Ayat 2 fin,.] 
6 Pajak Daerah 

JUMLAH . 0,00 0,08 

Bulan ini 

Penerimaan 

s 

0,00 

Bulan ini 
P("nerirnakll 

5 

0,00 

3. PAJAKYANGDIPUNGUf DAN D.ISETOR MELALUl MEKANISM.E BELANJA LS+ UP/GU/fl ..................... . --- ------ ---·---·-·--------·- - - - - - - .. - . - - ----. 

NO 

I 
I 
2 
3 

4 

5 
6 

.. UJU.IAN I JENI!-

2 
PPN 
PPh Psi 21 

PPhPsl 22 

PPhPsl 23 

'PPh Pasal 4 Ayat 2 Final 
·Pajak.Daerah 

JUMLAH 

Disetujui Oleh, 
Pcngguna Anggaran, 

<<xxxxx.-o:xxx~xxx..-x.--o.x>> 
NIP<< >> 

. 

. 

s. d. Bu.Ia,q Lah~ 
Pene r-lrnaan 

3 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

r:~;:;;:···f '?~:;, ;~ ;i:i~~:-J--
1 c'H~"'1z 1, (: 'i{L'· rrr-· ! 

Pcn~·etonm 
4 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

o.co 
0,00 

Bulan ini 
PenerimM.Jlll 

5 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
(l,00 

0,00 

s 
6 

0,00 

Penyetonui 

6 

o,oo 

Penyetondl 
6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

. ~lalam ru~~li 
~.d Bulan ini 

Psjak Terulang 
Peneri\~ a.an Pen~-,~:ioran 

7"' (li 5) 8"' 14+6) 9=(7-8) 

. 

. 

0,00 0,00 0,00 

. 5.d Bulan ini ~ 

Pajak TeruJang 
Pcne~naan Peny,,doran 

1=Q!5) 8= t4+6) 9=(7-8) 

. 
. 

0,00 0,00 0,00 

s.d Dwan ini 
Pajllk "ferutang 

Pem.•~ri aan 

7 = (J! S) 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0.00 
0,00 

0,00 

Penytjor-an . 

8= 14+6) 9=(7-8) 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

Liwa, .................. . 

Disilt1lkan Oleh 
Bcn(~ihara Pengeluaran P::mbantu, 

~,'OCX."<XXXXXXXXXXX."1.>> 
NIP-::< >> 

,t .. 
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SKPD 
Kode Rekening 
Nama Rekening 
!.--J.-k ·•---~-- .J~ .• , -.•t.Ufll(M I ""'♦ 1.Z,$U''A" \Lit M/ 

Jumlah Anggaran (DPPA) 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
Bur~U RircuAH 'OB"'ttK cai\rc.n'-

B ENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

-D-
i \JJ > • • ' ' I • I • 6 • • I ' 

Rp ............ .. 

Tgl. No. 
Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo BKU 

I ·; 

• Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama jelas) 

Cara Pengisian: 

.. 

·, 
i 

' . . . . . . . . . , 
Tanggal 

Benda hara 
Pengeluaran 
Pembantu 

(Tanda 
Tangan) 

{Nama jelas) 
Ni?. 

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran (DPPA) dan jurnlah anggaran (DPPA) apabila ada. 
2. Kolorn tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran 
., +'.c-~c~:~ !"1◊. 9¥.U dH~! de~~~~ ~~~r -..:r~t SKU aen<lahara ~get~~r~n Pernb~~t"J 
4. K<)iom uraian diisi dengan uraian belanj a 
5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS 
6. Ko\orn belanja TU diisi dengan jumlah r1.1piah belanja menggunakan SPP TU 
7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan j umlah rupiah be\anja rnenggunakan SPP UP/GU 
8. Ko!om Jumlah diisi akumutasi dari Sl:!tiap transaksi be\anja UP/GU, TU dan LS 
9. Kotom tanda tangan ditandatangan i o!eh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna 

Oiisi hanya pada saat penut"Jpan di akhir butan untuk kepertuan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu 

: 

I 
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B. Pernbukuan Penerimaan SP2D TU dan Pelimpahan UP/GU 

Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan 

transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan Buku pembantu 

yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara 

penge1uaran pembantu menedma SPXD ~Yu daxi B"LJD/Ruasa BtiD. 

Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D 

sebagai "penerimaan SP2D" di: 

1. BKU pada kolom penerimaan. 

2. Buku Pernbantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan. 

Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran 

melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran 

pembantu. Atas dasar "pelimpahan UP" tersebut, maka bendahara 

pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah yang dilimpahkan 

di : 

1. BKU pada kolom penerimaan 

2. Buku Pembantu simpanan/bank pada ke>lom penerimaan 

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur.diatas: 
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i ·u:-~ Pcmbukuan Pcnerimaan SJ>2D TU 

-i 
I 

Ura1an Bcndahara Pcngcluaran Pembanlu ~- ---------- - ----··-- -._.jl---------=-- - - - - - --j 

2. 

'3. 

4 . 

llcndahara pcnrcloM•" flCmh1mlu 111cncrima 
Si>21) '111 

lk ndahar:, Pcngcluaroo, pcmbtotu keniudian 
melakukan prose., Pcn~i•u,n BK lJ p,.Ja k.olom 
pencrintuun 

Kcmudi•n Bc-nda.harn reni;cluaran pemban111 
melskuknn pro, es pcn~i,iun Jluku Pemhantu 
Simpanan/Bauk J'l8'la kolom pcncrimaun 

Hasii ald,ir dari prose, iui aJa\oh DICU dan 
Bulru Pe,nhontu Simpanan/Bank yana •uduh tet 
updalc 

Proses Penerbitan 
SP2D TU 

SP2D TU 

Melakukan Pengisian 
BKU 

Melakukan Pengisian 
8l!ku Pembanru 
Sirnpanaiv8ank 

BKU 
Buku Pemb111tu 
Simpanan/Bank 



·. 
B.2. Pcinbnkuan Pclimpahan Dana UP/GU dnri Bcndahnra Pcn_gcluaran 

lJmian 

l. Bcnda.halra pPengeluanm mcl1kuh a 
tl1lllsfcr d1111 ke rekcniog bcuil:: 
bend.share pengeluarnn i,embantu 

:!. ~...i-..r!c.~~,!,;1! ~-!i!-r . ........ ,!,,!,~.!!\ 
pe11gcluanin mcncatal di BKU - pad., 
kolom pongclunran 

J . Ben<Wwa Pcngeluann ruencatat di 
Bui., , Po,mbenru Sin:pan».i Bank 
pada kolom J)"'tgcluaran 

4. Bendahua Pengal..,._ pcmhinlll 
mencatat p,,nerimaan di BKU 

5. Bendahara Pcogclll8Jall pcmbe.ntu 
mencatat penerimaan di Bul.:u 
Po:,nb;u11u Simpaniw: Bllr.l<. 

6, Hn,il dari prooes ini udalah BKU 
Pembanru dan Buku Pembantu BJCU 
yang ter update 

!3cncwhuru P~-nseh.wran 

Proses 
Pengcseran 

Danit 

Bukti transfer 

Melakukan l>♦ngieian 
BKU 

M1Makuk311 Pengisian 
Buku Pembantu 
S.iYf(.i~Wtt.i'dB«i,f( 

BKU 

-8--~-~P~.:! 
Simpanan/Bank 

llcndalwru Pcnscluanm 
Pcmhantu .. 

Melakukan Penc;.ian 
BKU 

Mefakukei, P•ngi&ian 
8uku Pembentu 
Simpanan/Ba11k 

BKU 

~-~.P~~~ 
Simpanan/Ban~ 

C. Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan 

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat 
kemu ngkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran pembantu 

dalam melakukan pembayaran. Pertama, Bendahara pengeluaran 
pembantu melakukan pembayaran melalui panjar terlebih da hulu 

keµada PPTK. 
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3. Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar 

Proses pembukuan · dimulai ketika Bendahara pengeluaran 
pemban tu membayarkan sejumlah uang ~tas belanja yang telah 
dilakukan. · Pembayaran dapaJ saja menggunakan uang yang ada di 
kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara 
pengeluaran pembantu<. 

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan o1eh PPTK, 
bendahara pengeluaran pembantu melaKu~n pembayaran. Atas 
pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran pembantu 
melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja'' 
di: 

1. BKU pada kolom pengeluaran. 

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran. 

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU. 

Jikn pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, 
· bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar 

nilai belanja. bruto sebagai "belanja" di: 

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran. 
3. I3uku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU. 

Apabi la bendahara pengeluaran pembantu melakukan pungutan 
pajak a tas transaksi belanja di atas, benda hara pengeluaran 
pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah -pajak yang 
dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di: 

1. BK·u pa.<la ·koium penerimaa11. 

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan. 

Ketika penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran 
pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang 
disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di: 

1. Buku pada kolom pengeluaran. 

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran. 
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I 
I C . I . I . Pembukuan Belanja UP/GU/TU • Rckcning Bank Bcndahan1 Pengclu:iran i 
I 

I 

f'cmbantu 

Uraian 

I . l:lcndahara Pcn1oluara11 l'cmbGnlll mcnyiapkan 
bukti bclanja dlUI bukti pembeyllJ'&ll yang 
tcrkai1 

Bcndahara PC11gc!uurnn pcmbantu kemudion 
melakul(an prose, Pcngi,i•n BKU p:ida kolnm 
rt-ngetutil'An 

) _ Bcndahu• Pcngcluar111 pcmbe.nw melaltuka.o 
proses pcngisian Bul,i Pcmbanlll 
Simpaoan/Bank p,,do kolom pcugclwuan 

' 4. 'i:.cmu&i..,; ber~ca 1)611Qel~il&li i>t0ibantu 
mclnlmlurn prom pcngisi1n buku pcmb.>ntu 
ri n c i•n o hy,:k be Ian ja 

Ht1.,;il .akiiir <li.,i prv:scs ini 11.® h1i. B~U WU, 
Buku Pembontu flKU ~••s slid ah lcr upd,.,te 

Bcndahara Pengcluaran Pcmbantti 

l Proses Belanja 
UP/GU/TU 

Bulcti Pembayaran 

Melakuk.an Pengisian 
BKU 

Melakukan Pengisilln 
Buku Pembantu 
SimpanarvSank 

Melakukan Pengisian 
Buku Pemb1ntu rincian 

_ob~ek belanja 

BKU 

Buku Pembantu 
Simpanan/Bank 

Buku Pombantu 
Rincian Obyek 
s·etir.;a 
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: C 1.2. Pcmbukuan Bdan1;i Ul'/(il >TU Kas l unai Bcnd::ihara Pcngcluaran 

Pcm t,antu 

Uraian &:ndahara Pcngcluaran Pembantu ·----- - - - - - - - - ---- --- ---! 

i 

I lk11d;,hur• Pcng~lwirar, Pcmbanlu 1nenyi•pk11n 
bukri bclauj• J :111 h11l1i penib:i~«ron y:ong 
lct\'.:til 

j '.:. llcndahuro Pcn8clunrnn pcmh:uuu kcmudwn i ;:~~:~~~~-:.;°""'' l'~nl[isian UK IJ 1>:,cla kolon1 

I I 

.t llcndaharu Pcngeluuan rcmb:11111, mclak uka,, 
pmsc& rcngjsiW1 Buku P<mb!llllL• K•s Tunoi 
pada kolom pengc/U>Jr•n 

4. Kcmudian bcndftbara ~gclu.:inn pembanlll 
mclalc.ukan proses pengi'<ian buk\1 pcmbanu, 
rincian obyd, bclanja 

5. Hui! uhir dari Jl'OOC$ ini odalllh BICU clan 
Buku Pembantu B.KU yang sudoh ter 11pd,,te 

Proses Belanja 
UP/GU/TU 

Bullll Beian a 

Buktl P~mbayaran 

Metakultiln 
Pangl1l.an 8KU 

1 
Melakukan 

Pengl1Ian Suku 
.,_mbantu Ka. ···--· 

,. 

Melakukan Pengl1lan 
Buku Pflnbantu 

rlm:lan ?byek i-lanja 

' J 

BKU 

Buku J>.mbantu 
l<uTunal 

Buku Pemb■ntu 
Rincian Ob~k 

12-----J 
4) Pembukuan belanja melalul uang panjar 

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan 
pemberian uang panjar ke PPTK tennasuk didalamnya pencatatan 
atas pertanggungjawaba n yang diberikan oleh PPTK untu k uang 
pa njar yang diterimanya. 

Proses pembukuan d imulai 

Pem bantu memberikan 

melaksanakan kegiatan 

uang 

yang 

ketika Bendahara Pengeluaran 

kepada PPTK unt u k panjar 

menjadi tanggung jawabnya. 
Berdasarkan Na ta Pencairan Dan a (NPD), memo persetujua n 

. PA/ KPA, serta bukt.i pengeluaran uang/ bukti la innya yang sah, 
Bendaha ra Pengelua.ran Pembantu mencatat pemberian uang panja r 
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sebesar uang yang diberikan di : 

1. BKU pada kolom pengeluaran. 

2: Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran 
3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran 

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening 
bank, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang 
panjar sebesar uang yang diberikan di : 

l. BKU pada kolom pengeluaran 

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 
· 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran 

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang 
panjar adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti 
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai 
bentuk pertanggungjawaban uang panJar. Setelah 
pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran 
Pernban tu men cat.at pengemha"tian pan jar di : 
• BKU pada kolom penerimaan 

• Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan 
Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah 
diberikan. 

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja 
yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggung-jawaban yang 
diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat d_i: 
• BKU pada kolom pengeluaran 

• Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 

3. Apabila uang pan jar yang diberikan lebih besar daripada belanja 
yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas 
pengembalian itu Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di: 
• Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu 

Bank/ Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang 
dikembalikan 
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4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja 
yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 
kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itll 
_mencata.t di : 

membayar 

bendahara 

• Buku Pembantu Kas Tonai atau Buku Pembantu Bank/ 
Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang 
dibayarkan 

Uraian 

Hc11Jai,a,11 pengeiwunn Pcm""ruu n,<n)iu~k,,.n J',,'?i), 
m~m<> JJ<'tsel\ljua11. bukci pembay. run,· bukli lainnyu 
yunl? ~W• 

ll<nJ"llura p,cn~cluarun pcmb:.rnlu kemu,1,an 
mcl:ok uknn prose, Pcngi.,i~n IIKIJ f"'d!i ~<>l<>m 
f'l\:.n~du.\tun 

ltJ· ,. n • tt~ ~n! of ilil- oil.r."1\ tn ~1 ... 1u 1 ~.• "- 1 .. ,..?l!t t, ,n .. !:• 
lll,,:n<l11!um.1 p,cng.duar~n JlC,lmbanlu mclakuk::nn proses 
i'"Hf!I.Sid<I IJubi Pombantu Kas Tu nui Kolom 
PGngcluaru.n 

~ Jiku u.011g punjor J it><:rikun mclului rckcning t'>rrnk. 
11u\.;i1 l-.:ndc1harJ. p::nf!.cluatM pemh&utu rnd u~ukan 
timscs lk:lt~i.r;:ian nuku Pcmban1u Simpununilhnk 
Kolom Pcugdu:n un 

Kcmud,011 bcndoharn pcn~chrnrnn p,:mbnnru 
noclakukuo, pros~~ j>tngi., i~n b11l11 pcmlxmm panjar 
pada k,1lum pcngelua,an 

i•. I la,il al.l,or tloti rrnss:, "" ,i.i.,1a1, ilKU dull lluk11 
Pemb., n1u llK\I Y• n~ suJuh ter llpdnt~ 

• 

Bendahara Pengeluaran Pcmbantu 

Tidok 

Proses Pembeftan 
uang panjar 

Mamo persetujuan 

Buktt P11mb11yaran 

Melakukan pengtslan 
BKU 

Ya 

·l"lle!a~1.:'l-.,in i,eng:1l'ian ai.:·r.u 
~mbanlll Ka■ Tunai 

MelakUIU1' ~ngi,i,,n 
8uku Simp»n•n18ank 

·=-~e·1.1ta.:~:iin per.; ·~=•"r\ 
8uku pembantu 
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C.2.2.A. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar 

' i 
i 
i 

!. 

I , 

l. 

I .. 

Uraian 

Bcndah.ara Penj!:clw.ran r~-n,banlu mcncrimu 
bulti hclanialbukii p,;nj!.cluarun ua,u; lniruwa 
<.Jun i'I' I K d.ln SCJlUlllHh mng \'allot bcrn,111 
Jari Sl'-l u;mg panjar 

H,•!~, \~•h~r':' Pi!nt_!':"!'J~~~ P~n,~r,h.1 k,.•11,1,,l!~n 
mclukuknn proses Pcngisian BKIJ pad.a kolom 
pcncrimaan_ Jumlah yon~ dicut.,t sc:bcsi,r 
.iumlah uang pan,iar \'alll!- pcnrnh Jitx:rikan 

Kcmudiu,1 hcndahnrn Pemhanl\J pcngeluornn 
mdnkuknn proses pcnJ!.isinn Uuku Pcmbnnlu 

p,.,,j;,r .vang pcrc111h dihcribn 

lk11J<1hura Pcngd11;1rnn l'ernh:mtu kcmudian 
m~ncalal bclanJU Ji llKlJ p,tdu kolmn 
pcngcluoran. J11mh1h yung <licau,1 sc~sm 
p<.'rtJn~i.zur.g_j•1wuban yang Jihcrik~n Pl'Tls: 

:;~:-:~bh~ir~ ~\:n.e-ci~;~:.1-.:;1 1 •:.:;::i~:~u~t"J 111.;11~:..~.J: 
t,dan1:, pada buku pcmhanlu rincian ohy~k. 

l'rn,;c~ sd:111jutny11 ad.,lah pcncat!l\."\11 aklual 

Bcndahara Pcogeluaran Pembantu 

Prote• pel'1an!]g1mg• 
Jawabln uang panJar 

8uku Belanj a 

Uang 

BKU 

Melakukan pengiaian 
8uku Pembantu Panjar 

Mela-ukan penglslan 
8KU 

Melakukan penglslan 
Bultu Pembantu Rlnclan 

Obyek Belanja 

_111mlali hd:m_ja . A 

hci~11.iu yang oilai-.ukau. A1Mkah li~t•l.' i'anjm 0 !,:urnr.µ. Jnri iumlnh hclaniu alan lcbih Jvri 

····- ---- ··------.. ··- - -.... , _ . _ ___ .. _ .. _,... _ ___ , ---- -···- ------ --- -
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.. I C.2.2.B. Pembukuan Pert.311£.mlruti:iw:iban Uana Panjar 

r !Jraia~. . . - . Bendahar Pen°geluaran PembMtu 

Jjka uang pan_iar lcbih bcsar dari p.ido bclanjn. 
muka PP'lK ~ajib mcu1,tcmbulik,1m .\i~ uo.n~ 
panjar 1er1cbu1. Bendn.i,urn pcn~eiuarA/1 
rembonlu mc:ncatlll pengcmbalian >JAIi~ pnnjar 
dalam buku pe,nhcmtu b .• tunai at.nu hul.:t, 
pernbanl~ sim1,a1,alt.'biJnk ruJ.. kol,>m 
pcm.::rimatm. SL.:ju1nlnh sis.a unn~ piu1jnr. 

8. Jib uunp pa,~or kuran~ ,u,ri nilui bclanj11. 
bcndohun 1,cngdn,uan pcrnb1m1u m<:lekulaln 
llemhttvt1n.u1 ula-.;. l d,11rt1tul.lltl ,~hul 
l:lendahar:i pc:ngcluunin pcmoon1u mcncnla1 
rcrnbnyaran tcrr.ebu1 pliilu buku rc,u~onlu kos 
turn,i utuu buh pcmballtu simpauoniban~ ""'1• 
~olom pengclu&n1n, ocjumlah h l:urangan UMII 
p,,njar. 

') H:1",~ "'l- lu, ,l-. .. i n, n•u•~ mi ivf:.l.:.h .HK l I tl,.n 
Buku Pcnol>antu ·uKIJ yong sud oh tcr updare 

D. Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa 

y 
Lablh 

Mclakukan pengisian 
13°\.'tt\lf f'~~,-.t~·.-1tG t{:;~ 
Tunai atau Pembantu 

Simpanan/ Bank 

lkl11k11k11n r, .. ngioai,on 
Buku Pembantu Kas 

Tunai atau Pembantu 
Simpanan/ Bank 

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan 
jasa dimulai ketika bendahara pengeluara_n pembantu menerima 
SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui 
Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja 
brute (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan 
barang dan jasa" di: 

i . Bk'u pa<la kolum pent:1·imaa.r1 dan penge1uru-an pada tanggal yang 
sama 

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom 
belanja LS 
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Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan 
barang dan Jasa, bendahara pengeluaran pembantu melakukan 

pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai 
"pernotongan PPh/ PPN" di: 

1. BKU pada kolorn penerimaan dan kolom pengeh,1aran pada 
tangga1 yang sarna. 

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom 
pengeluaran pada tanggal yang sama 

t D. Penatausahaan Bclanja SP2D LS Barang dan Jasn 

, ! l lr<1i a!1 ! . llcndahar P..:n!:lel,1ar<111 Pcmhantu 

~ ;,.,!.,.t,i.,,. ·i,;,..;·uii:;~,..;;·,, .. ;, ':'.,;,;-j;,t i;;.;.:;, ·,;,~;;;_ti;i iit 
SP2D l.S boi.rang .Jan J•~ unluk bclo.nja yr.ng 
dilnkuhn 

2. 13cnd~ha.ra pcngcluanut pcmbonlu kcmodian 
fi~ebknbm ·pro!:-::-; ?Cbgi~ht1 in-:-;_: i,:td!l ko'i,.•1i1 
pc-ncrimoa~l 

J. Bcndahorn 1><ngeluarM11 Jlllmbcmlu kcn,udian 
mdalcuh, rm••• Pcngi,ian RKI I rad~ knlom 
?C,ngc'1~r:i.-,_ Y:.r.aµl d'"° ;u.uu:i:-: y:.ni i.:1c.:i::)t 
"'1ma dtng1J1 111Dggal dan jumtah )-ang diCl&lat 
di kolou, p,o11erim■an 

~- llcudahar:, prngclualllll IM!tnb<.ntu n1eluku~un 
proses Peniisian bultu r,cmhanlu riocian obyc~ 
bclanja. 

5. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan 
Duku Pcmbanru BKU yang sudah 1cr update 

Proses penerbitan SP20 
LS Barang dan Jasa 

SP20 ls ·Barang 
dan Jasa 

l 
MP.IMC11kAn !"P.n!JiR.i11n 

BKU pada kolom 
penerimaan 

Melal.:ukan pengisian 
Sf'\V'p'iaUit l UKuii 

penQe!uaran 

Melakukan pengisian 
Buku pembantu 

-ri~r,-ee6,-e!i: ~ ;:= 

I Buku S.ndahara 
1 ~ng1luar1n . 

LJ Buku P-.nt,antu -I 7 Rlnc:lan Obyek BelanJ• 

L - -~ 
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3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses 
pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan 
ol~h bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan 
APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses 
pembukuan pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara 
pengeluaran pembantu terdiri dari: 

a. pertaT1ggur1gjawaban penggUrfutfn Usmuah·an Uhl"lg perseuiaan. 
b. pertanggungjawaban fungsional 

E. Pertanggungjawaban Penggunanan TU 

Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggung-jawaban 
penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai 

. digu nakan un tuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada 
wa ktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

Da lam melakukan pertanggungjawa ban tersebut dokumen yang 
disampaikan ada1ah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang 
Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja 
ya ng sah dan lengkap. 

La ngkah-1angkah dalam membuat pertanggungjawabah TU adalah 
se bagai berikut: 

1) Bendahara pengeluaran pembantu mengumpulkan · bukti-bukti 
belanja yang sah atas penggu naan ta.mbahan uang persediaan . 

2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan . bendahara 
pengeluara n pembantu melakukan setoran ke Kas Umum 
Daerah . Surat Tanda Setoran atas penyetora n itu dilampirkan 
sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU . 

.. 
3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut 

dan bukti penyetoran sisa tambahan u~g persediaan {apabila 
tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) 
bendahara 

kedalam 

pengeluaran pernbantu rnerekapitulasi 
Laporan Pertanggungjawaban Tambahan 

belanja 

Vang 
Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang 
dicanturnkan pada awal ~ngajuan TU. 
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4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan 
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD. 

5) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu. 

6) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan 
pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAF-'ORAN Pt.KTANGGUNGJAWABAN T AMOA'HAN UANG PERStDiAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

SKPD 
Tahun Ar.ggaran 

I ,,_. ...... ~ t ,..:,;"'11 n• l!::j 

' ·' 

Program 
Kegiat an 
Tanggal SP2D TU 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama ie!as) 
NIP. 

v , u , c.•• 
1· 

. 
: 

., 

Total 
Tambahan Uang Persedlaan . 

Sisa Tambahan Uang Peisediaan • 
I •••• •••••• •• •• . •••• 
I 

·Sisa tarnl>ahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal ..... 

Cara Pcngisian: 

,.,,,...,,ua,, 

.. 

...... ... , Tanggal 

Bendahara 
Pengeluaran 

Pembantu 

(Tanda 
T~"'~"\ , ....... ~-• 11 

(Nama jelas) 
NIP. 

, . ;.;.::,n,.:, :.,;;.~•..; ,111;, c,eng.;;·, r, .,rr,a :,i<i->U "y"ong uers,:mgkutar. ,:tan tat,un anggaran ya;,~ ·Dersangkutan 
2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 
3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU 
4. Tanggal SPZD TU diisi dengan tanggal terbitnya SP20 TU 
5. Kolom kode rekening diisi dengan kod~ rekening be\anja 
6. Kolorn urnian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja 
7. Kolom jumlah diisi dengan jum!ah rupiah belanja untuk kode rekening set iap rincian obyek belanja 
8. Jurnlall adaiah lotal belanja dengan uang TU 
9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikqn 
10. Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. 

Ar.,abila hasitnya posit if maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum 
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Urniun 

I. 0i.'1lJlih.lf.a, l"'""i&Cluar.i.n 
pcmb•n 1u mcn)i.l()kan buk11 
-=,u1nin 'lia.1 daN 11J kc Rkc:ning 
k.li wnwn <benh <Lin bull.Ci 
: ..... :,i1\j ......... ,-o· .. ¥,t:1,;.1;..;1J·, ·~ .. 1 
·ru 

2. b<.-ndaho,. s-gpluann 
111,mbu.,1 lapoun 
p<rUnj!gUDigaw•b.n 
p,._..,,,..,,c1anaru.i.,n 
rnc:ny.unp.aib n kc PA,'KPA 
n~bJ.ui rrK SKJ.U 

,1 P l'I< S KJ'KJ) ,od,);uk .. 
~riHl:.a.tl a1i11 i,ertanggung
j, w~hm )'ang, d~arnpJiiUI\ 4'n 
kc:mud\iltl mcm~hn ki:'(YJ.a 
µ .-vK.P t\ u.nluk 1nc:nd.ar,aU.an 
pcl'\fil;~.1h.ln 

4, l'AIKPAmcl.llwkan"""" 
l~~-=41~ 

penansgunlliawabci 
J>ft111111lnUnf...,'oW111111t11 
pmediun 

,. P N1CP A km111dian mcn,b<rib,, · 
bpor .. ~•w•ban 
•"'1Mhanuonc~ 
up.ado ~>Tl Pa,gohllnra 
pcmh.mru 

6. l}on.w,..,. pcniclL"'ran 
~ 1.1:row!i
manberitm lopcron. 
pcrt.n"""'"j .. ,abon lamb.al ... 
•a.ng poncdilwl .S.. bw.ti actor 
k,l',da /lt!D'Kuaa, BUD 

l'AIKP/\ 

L---L. ____ _ _ _.__ _ ____ ..1._ 

F. Pertanggungjawaban Fungsional 
•, 

PPK SKPD 
lknd•hara 

l'cngcluan&n 
l'cmba111,u 

r•·-- - -. 

1 .. ~~~~-1 
I .: it-.Jcv hlan)I 

!-~'.'..-·~~--\ 
1 I B1.1he.t4anja : "if =---···1 

i ,..,,,.,..,.,_ ___ , _ _j .... 

9uk11H!Orlnclon 
llpa111n po,llntgu Of
JawaMn 1ot11u1dlan ell 
IIOl'lun ""'"411 BUOi 
K-1'\JO 

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran 
pembantu dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawab~ fungsional 
tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri 
dcmgan: 

• Buku Kas Umum 

• Laporan Penutupan Kas 



Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun 
anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja 
terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawa ban tersebut dilampiri 
bukti setoran sisa uang persediaan. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN 

Bulan ...... ... Tahun ...... . 

Kepada Yth. 

Di Tcmpat 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur/Bupati/\Nalikota ...... ..... No.... .. Tahun .. . 
mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama inl kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran pembantu SKPD 

. . .... adalah sejumlah Rp. .. .. .. .. dengan perincian sebagai berikut: 
A. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 

A.2. Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3 Jumlah Pengeluaran F=.:..-_______ __,_ 
A.4. Sal do Akhir bulan tanggal. Rp. 

Sat do akhir bulan tanggal .. .. .... .. terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp . ........ .. dan saldo 
di bank 5ebesar Rp 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 
B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp. 
8.2. Jumlah Penerimaan Rp. 
8 . 3 Jumlah Pengeluaran .,_,R;c;P.:....· _ _ _____ ___ 
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp. 

Saldo akhir bulan tanggal .. ........ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp . .......... dan saldo oi otirik sebesar Rp ..... 
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 
C.2. Saldo di Bank & _______ _ 
C.3. Saldo total Rp. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Tandatangan 
{~k-e!as) --
NIP 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAFO'RAN ?ERTAT-rGG"ui'iGANjAWAi3AN BENuAiiA'RA 'Pcrffi'E"1..UARAN Fc.MBANTu 

SKPO 
Pengguna Mggar1nlKu•s• Penggur,a Anggaran 
Bendahar a Pangeluaran Pemtiiinb.l 
T•hun Atiggaran 
Bulan 

I) 

?I 

" ., ., 

,-----.-- ...... -----.----------.--,SP=J ""-L'°'S"'Bor= Melc-::--_-:.1w5a=:=, - r-- -----,SF=J ":":URGU'IIJ==-:--"'(,iloll,m=;,;a-=· ,._l _---,------, 
J,,nloh SPJ 

SPJ - LSG.,, 

"°"' u,a1•~ Jun,,l .at'I a,d. 
qekel'\in~ An-g,gat1111 eu,111 

"'"' • 

.AJMl Al-4 

Menyetujui : 

B<lla 

,,. 
5 

od 
&.,,an 

'"' &"-(4• 
&l 

~.Cl. 
eulu, 
loillU 

,p,e~~~~? .6.~~~'ef:!~.'+'.'.:.!!!S.·2 P-e~~r-ta Jl.~:~r::r:!!'. 

C ~,a Pengi$ian: 

(Tanda Tangan) 
{Nama Jelas } 
NIP. 

a.d. 
8'llan 

ini 
!1-(7+8) 

il'i lr1i 

10 

................ , langgal ...... . . 

(I.S-UP«ll/11\1) 
1,d, 8~1r'II 

Qj0,J"\.11:th-;af',• DA~,.o,J•,~en ·Cle~Mnf11 

(Tanda Tangan) 
(Nama Jerasl 
NIP 

, • • (3+1>) 

i . Nar,rn SKPO diisi deru;,an riama SKPO y ~"(l b"rsart~kutan nama oef\\l(luna &"9'lat an/kuaaa.0e~una a~aran. nlima bendarnm, 
penga1uaran pemDlll"ltu. tahon anggaran t'lan bulan . 

2. Kolom 1 diisi dengan kode rekoni11g. 
3 Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 
4 Kol om J diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD ata& masiog-masing kode rekening. 
5 Kol om 4 diisi dengan jumlah SP20 atas l)Gmbayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah dit&rbitkan/SP J aampai dengan bulan la:u 
6 Kolom 5 diisi dengan jumlah SP20 atas pembayaran LS-9aji dan tunjangan yang telan diterbrtkan/SPJ butan ini 
7 Kolom 6 diisi dengan jumlah SP20 ata11 pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah ditemitbn!SPJ aampai dengan bulan ini 
8 Kolom 7 diisi dtmgan jumlah SP20 atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah dlten>itkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 9 Kalo,n 8 diisi dar,;ian.j umlah SP20 ataa .oembayaran LS-Pihak Ketoa ,yenq telah Clitll!bilkan/SPJ DUian ini 
10 Kolom 9 d11sI dengan Jumlan SP20 atas pembayaran LS-P1hak Kebga yang telah drtert>ltk&n/SPJ sampai dengan bulan 1n1 11 Kolom 10 di!si dengan jumlah SPJ etlr.l penggunaan dana UP/GUfTU aampai dengan bulan ialu 
12 Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ alas panggunaan dana UP/GUfTU bUlan ini 
13 Kolom 12 diisi dengan Jumlah SPJ atas ponggunaan dana UP/GUfTU sampai dengan bulan ini 
14 Kolom 13 diisi der.gan jumlah SPJ atas penggunaan dara LS+UP/GUfTU s.ampai dongar, bulan ini 
15 Kolom 14 dii,;i dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperol(·~ dari jumlah anggaran dikucan11i Clangan jum\ah SPJ etas 

penggunaan dana LS=UP/GUITU sampai dengan bulan lni. 

Pengisian alas kolom-kolom pada fonnat diatn dilakukan SNU&i dengan k,bl;tlJhan 
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B. Pertanggungjawaban Bendahara Penjieluaran Pembantu 

Ur1lan P"><D KPA PPK 5KPD 

I Gerd.a.u,u n 8'<.U dan 8',k..-
P....-8KU. bend ..... 
pe"9e-klatan ~ 
merril>uat SPJ 9end, h;:i,a 
i;,enoelLJatan Pf'Tlt>antu 

I 2 6emfah11~ p,tn~uaran. 
pP.mbl'llU m..nw,-~e.n SPJ 
n)'S kc Ben&M,1 

I P~ ,a,,·an paln;a •amw. 
I tar'lliJgal s bulel\ t.,e.1iltutnp 

I 
! 

I 
J .Bend.atiet.ai -,.n,gelLJ.fll'i i rn•kulum·.,.NfiM11 • .w\u.a!lr 

i di1n ilnahit. 11.tM SPJ y~ 
dtsaTNJD:it.on ONth ~ 
""''~"'•~..-, v-1ib.rk1,1 

' 8en~aru,a ? •11s•~• ran 
111.emudutn m•AOO,una~ SPJ 

I ~~~ ... 
C>em~ \e:IWW dMaffi 

i prose'5- pemti..ilrtl/\ SPJ 

! 
Sitril'!tia,;a ~l\!ltlUllll'I 

lleo<IOha .. ,,.,,. ....... 

Y• 

I 
t ,------ -·----·---

I! --... I 
w ll•k•IIKU I 
L--.--_______J 

♦ 

1 DN.u _ .. ,,..lr.i J 

I ~:r -·--.. -- ,._j __ l) 
t . I dJ ~111t• f l =·- I -6 
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TATACARA 
PENATAUSAHAAN bAN PE~=11s"t}NAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 
SERTA PENYAMPAIANNYA 

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPJ?) 

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan 

ber)dahara pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan 

pengeluaran(belanJa PPKD <lan pengduaran pemh1ayaan. Da1am 

proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP

LS PPKD 

SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja 

PPKD seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga. 

SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD 

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen · yang diperlukan 

sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen 

SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 

a) Salinan SPD 

b) Lampiran lain yang ci.iperlukan 

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS 

PPKD yang telah. disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara 

pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP Yc!Ilg diajukan, 

SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGiSiER SP'PISPNilSPiD 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 
SKPO ... 

No. Jenis SPP SPM SP20 
Uraian Jumlah Keterangan Balanja Tgl. No. Toi. No. Tai. No. 

1 2 3 ! 4 5 ! 6 7 

-----+ i 
, r~-=g 

I-··- - •-

l ., ... . -- ·-- ... - .. . i I------~i -----·-
I I 

[:~ -~ ~-· . -~-= =---~-·~•,,-,.~-~~~-~--~--== L I I 

Cara Pengisian: 

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangk.ulan 
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan jenis belanja yang diajuk.an 
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 
5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan 

8 9 10 11 

--.. -· .. ---· -• ··· .. .-. - ---- ·-· ---- . ------ -- + --

-~~ • . .::-=.-:~ ;;..=;.;.;~ ---=,i,&.~~~•.:-=.!,!1,( 

.... ....... :., Tanggal .............. .. 
Bend~hara Pengeluaran 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP 

6. Ko:om 5 diisi dengan tanggel penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya 
7. Ko1om 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 
8. Koiom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP20 terkait dengan penerbitan SPM pada kolom 

sebelumnya 
9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan 
10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 
11. Kol om 10 diisi dengan jumlah pencairan 
12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan 

2 . PEMBUKUAN BELA1'1JA PPKD 

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses 
pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku 

.. Pembantu yang te,·kait. Pembukuan dimulai ketika bendahara 
pengeluaran PPKD menerirna SP2D LS PPKD dari BUD/ Kuasa BUD 
Dokumen-Dokumen yang digunaka n dalam pembukuan bendahara 
pengeluaran PPKD adalah: 
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1. Buku Kas Umum (BKU) - Bendahara Pengeluaran PPKD 
2. Buku Pembantu BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD yang 

terdiri dari: 

·• Buku Rekapit11lasi Pengeluaran Per Rincian Obyek 

Benda.hara Pengeluaran PPkD 

Contoh dokumen-dokumen pembukuan adalah sebagai berikut: 

.~ No. 

'--·--t 
i 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
~y -K..A.$ LJMIJM 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKO 

Tanggal Kode 
Uraian Penerimaan Pengeluaran R~kenfna -

'i ' 

.. 
Jumlah bulan ini 

Jumlah s/d butan lalu 

Mengetahui: 
PPKD 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

,. 
Saldo 

.. ... .-.. , tanggal ............. .. 
Bendahara Penerimaan PPKD 

(Tanda Ta~an) 

(Nama Jelas) 
N1P. 

Cara pengisian : 

Saldo 

1. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya), Nomor urut 
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu 
transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terttadap pencatatan ked1:1a dan seterusnya 
cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat 

2 . Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi 
3. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 
4. Kolom kode rek.ening diisi dengan ncmcr k.ode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja 
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 
6.·, Kolom pengeluaran diisi dengan jumlc1h rupiah transaksi pengeluaran 
7 . Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi. 
8. Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat )J~tT•Jtup·an ·a1,.,,:hff bu1ar1. Ka'S ·di n·er1d'a-h·tira p-e11gct-~ard! .. , ·p-erflbanttJ ·dapal tcYUl1a }:a·s tutu:i~ ala\.:. 

simpanan di Bank • 
9 . Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna 

Anggaran disertai nama jelas.* 

• Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
6U~U ruWC1AN ·os'fi:'K cELi.NJA 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

SKPD -
Kade Rekening 
Nama Rekening 
Jumlah Anggaran 
Tahun Anggaran 

tTJ. No.BKU I 

Mengetahui: 
PPKD 

(Tanda Tangan} 

(Nama Jelas) 
r.i'if 

Cara Penqisian: 

Rp ........... . 

Uraian 

........... , Tanggal. .. :: ...... 
Bendahara Pengeluaran PPKD 

.. (Tanda Tangan} 

, (Nama jelas) 
Ni?. 

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran 
dan tahun anggaran 

2. Koiom tanggai diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran 
3. Kolorn no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran PPKD 
4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja 
5. Kolom betanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS 
6. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD disertai nama 

jelas. • 

* I,",;si ·nan·,a padn saat penu'tupan di a'Kh1r huian untuic keperiuar. penyusunan °Laporan ;::·eitanggungjawaban 
Bendahara Penge!uaran PPKO 

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU -

Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran 

per Obyek. 

2. Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran 

PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU - Bendahara Pengeluaran 

PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat seoesar jumlah 

kuLor (grrn:;~j. Kemuu1an uendaha.ra penge1uaran Pf'RD mencatat di 

BKU bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar 

jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan. 
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3. Terhadap semua bela nja yang dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU- bendahara pengeluaran 
PPKD, belanja-belanja tersebut j uga perlu dicatat di Buku Pembantu 
rincian per obyek. 

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses Pembukuan 
S P2D LS PPKD 

f 
Uraian 

i 
1 () B1..·n<1'1h.rtra Pcn~du3run l-'l•KD rm:11cnrna Sl~n 
J I.S l'l'Kll hcl•~i• }1111~ dilahb11 

I , 
j 

BcnJatu,rn l'cn~clunmn l'l'KJJ kcmuJian 
rnclakuka11 pro,.,, )'cnf"irtn UKlJ • llenJahur~ 
l'cn@elwiran Pi'KD J~•d.1 lulom :"'ncrimann 

l 
i II 
j 

fkndaha,u l'cn@cluaron Pl'KI) kem11di'1n 
mclakukan proses pcn!!-isiu11 llKIJ •· 1lct1~ahara 
Pcnie!uaran PPKD raJa kolom 1-.:ngcluaron. 
To111;1l!al Jun jumlal, yune, Jiea1at •uma dcngw, 
tan11&el J,.,, jumlah yong d icuwl di kolom 
pcoerirnun 

9. lkadahara pengclooran I' J'KlJ mclalmk1111 
pro:es pcngisian buku ri:lcapitulasi pengeluaran 
per rin<:ia11 obycl - bendahalll pcngcluaran 
PPKD 

I 0. Hosil okhir dari proses ini adalah BKU -
bendllh""' pen9elW1J"1n PPKD clan Buhl 
PC1J1b8lltu BKU - Bcodahata Peoeduarao 
PPKO 

i 

Bcndahnra Pengeluaran PPKD 

Proses PM«biten SP20 
LS PPKO aeperti yang 

dijo,laskan dalam 
·;;:,:-r.--:~:"'. ·;::;,._; ·~ ~~:;:;::_: 

1 
SP2D LS PPKD 

--
i 

Melakulcan Pengisian 
BKU Bendahara 

Pengeluaran PPKO pada 
kolom _penerin,ean 

.I 

Melakukan Pengisian BKU 
Bendah1ug Pengelu;,r;in 
pada kolom pengeluaran 

Melakukarr Pengilian Buku 
rekapit\ltaei pengelu.;ran 

per rincian obyak -
Bendahara Pengeluaran 

PPKD 

BKU Bendahara 
.P~~1r1 PPKD 

.. 

Buku rekapitulasi Per 
rincian Pengeluaran 
obyek - Pengelueren 
PPKD 
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3. PERTANGGUNGJAWABAN 

· Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggung-jawaban 

atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam 

Lallgguug Jawalmya seliap taugga1 iO bulan berikutnya. 

Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Daiarn rnelakukan 

pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

Dokumen SP j tersebut dilampirkan dengan: 

1. Buku Kas Umum (BKU) - bendahara pengeluaran PPKD 

L. Ringkusan pengduaran pet rincian obyck bendahara 

pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran 

yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian _ obyek yang 

tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek 

dimaksud 

Disamping laporan pertanggungjawab~ diata.s Bendahara 

Pengeluaran PPkD membuat Register untuk BPP yang dlaJukan 

serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan. 

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

Bendahara Pengeluaran PPKO 
T ahun Anggaran 
Bulan 

l<od9 
Uraian 

Jumlah 
Rekening Anggaran 

l 

1 2 3 

JUMLAH -+· ~=-=ft:::.;';;'i. - ·-· .. 
-l.P20 
• Patonaan Paiak 

11. PPN 
b. PPh-21 
c . PPh-22 
d. PPh-23 

• Lain-lain 
Jumlah Penetimaan 

Panaeluaran 
- SPJ (LS} 
- P•nyetoran Pal a k 
a. PPN 
b. PPh-21 
c . PPh-22 
d. PPh-23 

Mengetahui : 
PPKO 

(Tanda Tangan} 

{Nama Jelas) 
NIP. 

"t;ara 'F-cnci1s1an: 

. -----

s.d.Bu1an 
Lalu 

4 

- ··-· ··· - --

td.al.sn naniab1 
SPJ - LS PPKO ' Siu Pagu Bulan s.d . Bulan 

ini ini 
Anggaran 

5 6::(4+5) 7 = (3+6) 

- -- .... ........ _.. 
_____ , _... ___ 

- ------·-····· ~------

................. tanggal ....... . 
Bendahara Peng!=luaran PPKD 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP 

1, Nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. 
2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening 
3. Ko!om 2 d!isi dengan uraian nama kode rekening 
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang dltctapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening 
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan 

bulan lalu 
~- ·K~,le!'!'! -!-ei~i ~~a~ :f'..:~!e!'! ~ ~ ~~ayit~!1'l -l.-E.fl!hat: ¥.~! ~~-te!e!'!~~~~ ffli 
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2O ata& pembayaran LS-Pihak Kellga yang telah diterbltkan/SPJ sampai dengan 

bulan ini 
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pa gu angparan yang diperoleh dari jumlah anggaran dikunmgi dengan jumlah 

SPJ atas penggunaan dana LS sampai dengan bulan ini. 

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara 
PPKD adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU 
lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas 
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya. 

142 



2) Dokumen SP,..J bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya 
tersebut kemudian di berikan ke PPK SKPKD untuk dilakukan 
verifikasi. 

3) Setelah mendapatkan verifikasi dokumen S PJ . bendahara 
pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian 
diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan. 

4) Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ bendahara pengeluaran 
PPKD dan kemudian memberikan dokumen SPJ yang sudah 
ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD. 

Beriku t adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggung 
jawaban bendahara pengeluaran PPKD 

3. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD 

1. Berdnarbn 81(U Pengelutran 
PPKD. dao 8uku Pembantu 
BKU peng.iuaran PPKD, 
bendahara pengekm&fl PPl<O 
membuot SPJ Senda~ora 
Pengeluaran PPKO 

2, Benda Nate pengeluaron PPKC 
menyerehkef? § PJ bendahora 
P,,ll,i$1lwall PPKO tepadl 
PPKO mulalui PPK SKPKC 

3. PPK SKPKO molekukan 
,..,,if,kasi .tH SP J yang 
diumpe.lk1n dan kemudl•n 
memberikan k~ds PPKO 
•,.,., 1,ul'I. u •-.,(~:',.,..u 
peng.,.han 

◄, PPKC !Ml-'wl<an ve,ilil<aoi. 
ew11111si dan anali5is ataa SP J 
bend•hara penpaluaran PPKif 
.ya~ disa~ikar, 

!>. SelanjUlnya PPKD malalWk•n 
pengesah,n alas SPJ Y•llll 
disampaik•n oleh bendahara 
pengelua,a n PPKO 

PPKO 

SPJe_,.._._ 
11•t1n 

PPKSl<PKO 

lL~~L ___ --'-__ ..--J _ ______. 
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TATAC.ARA 
PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH 

PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAII 

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas uinum daerah 
yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah 
menyampaika.n iapora.n tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen
dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti 
transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam 
rr.~mbuat laporan SUD. 

Laporan Bendaha ra Umum Daerah disusun dalam bentuk: 
a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) ; dan 

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala 
Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya. 

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Urnum Daerah membuat 
Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D 'yang telah 
u1 Lt::r.lHL.kan. 

Format dokumen laporan ada lah sebagai berikut: 
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. \ 

HAR! 
TANGGAL 

I 
I-

Transaksi 

KABUPATEN LAMPUHG BARAT 
LAP-OR.Art FOSi'Si KAS riA.RiA~ 

No. 
SP2D i STS I~ Uraian Penerimaan 

1 2 3 4 
., 1 i 

~--·&··--· ----.. -

i I 
i i 

Jumlah 
Perubahan Posisi 
Kas Hari ini ., 

i 
Posisi Kas (H ~ lJ 

'f'os1s1 Ras J HJ 

Rckapitulasi Posisi Kas di BUD 
Saldo di Bank 1 Rp 
Saldo di Bank 2 Rp ___ _ 
Total Saldo Kas* Rp 

pengeluaran 

5 
' 

. 

Bendahara Umum Daerah, 

(Tanda Tangan) 

/Nama Jelasl 
NIP 

* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (HJ 

Cara Pcngisian: 

i. Hari, Tanggai dan Periode diisi dcngan Hari, Tanggai dan Buian Laporan Posisi 
Kas Harian. 

2. Kolom l diisi dengan nomor urut transaksi. 
3. Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah SP2D/STS/Bukti 

lain yg sah 
4. Kolom 3 diisi dcngan uraian sesuai dengan bukti trnnsaksi. 
5. Kofom 'i diisi dengan jumfah (Rpj pentrimaan )'img masuk i{c kas tf:n.:.im d~\crnh. 
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah (Rp) pengeluaran yang kelu~r dari kas umum 

daerah. 
7. Jumlah diisi jumJah dari kolom penerimaan dan pengeluaran 
8. Perubahan Posisi Kas Hari ini diisi dengan jumlah selisih antara jumJah kolom 

penerimaan dengan jumlah kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom 
i)'cr1~l'i:.li.aar1 i'i.Y~ '5'cli"s£h tli tut£·::; µada kuk,lii p-erigetu·a1·a11. Apatita 1cb1h bc:S·d.l.· 
jumlah kolom pengeluaran maka selisih di tulis pada kolom penerimaan 

9. Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu hari sebelumnya 
10. Posisi Kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (h-1) dengan perubahan 

Posisi kas hari ini. 
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REiroh-SILiA'SI ii.tu,~ 

Periode ......... . 

1. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku 
2. Saldo Kas umurn daerah Menurut Bank 

Selisih 

Keterangan Selisih 
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, 

Belum dicatat oleh Bank 
a. STS No .. .. Rp. 
b. Bukti Lain yang sah Rp. 
,,.. .r"'l~.- u-

Rp. 
Rp ........................ . 
Rp ..... · .................. . 

-.., • I ,I' :-1, •' 1,1..,1_. _____ _ 

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, 
Belum dicatat oleh Bank 
a. SP2D No .. .. Rp. 
b. !\11"\tCl K......;Jit N.n_ •••.. 

c. Bu kti Lain yang sah 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

d. Dst .. RP~·----~ Rp. 

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, 
Rt>lqrn r!ic•:.:iJ:..t nlt"h R~.nk 

·. a. STS No .... Rp. 
b. Nota Kredit No. . . . . . Rp. 
c. Bukti Lain yang sah Rp. 

Rp. 

d. Dst.. Rp_. ---~ Rp. 

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, 
Belum dicatat oleh Bank 
a. SP2D No .... 
b. Nota Debit No ...... 
c. Bukti Lain yang sah 
ct. Dst .. 

Cara Pengisian : 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp,. 

Rp. 

Rp. 

Bendahara Umum Daerah 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
_NIP 

1. Sald0 Kas umum da1,rah Menurut 13uku diisi jumlah saldo akhir kas di pada rekening bank menu rut 
catatan buku pada tanggal rekonsiliasi. 

2. Saide, Kas umum dacrah Menurul Bank diisi iumlah saldo akhir kas di Bank mcnurut catatan Bank 
partil tanggi,.J rekons1has1. 

3. Selis1h diisi denganjumlah selisih antara kas menurul catatan buku dan menurut catatan Bank. 
4. Pcnenma.an yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatal oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti 

lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank. 
5. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) 

SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di buku tetapi belum,dicat.at di Bank. 
6. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Be!um dicatat oleh Buku diisi dengan jumlah (Rp) 

S
7
i'3/Bukti l«iu y, .. .ng ,..;1, yang sudiil, dicat&t .:Ii .uank telapi belurn ciic.-.t&t di F3uku. 

7. Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi dengan jumlah (Rp) 
SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tet.api belum dicatat di buku. 
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No. 

~ 

Jenis 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
REGISTER SFF7'S?"Ni/SP2D 

BENDAHARA UMUM DAERAH 

SPP SPM SP2D 
UP/ GU/TU/ I T I 

LS l g . No. Tgl. No. Tgl: No. 

2 3 l '1 .... 
~ 0 7 :: '8 

Uraian Jumlah 

', 9 i'O 

.. 

........... . ... , Tanggal .. . . ........... .... . 
· Bendahara Umum Daerah 

Ca ra Pengis ian: 
l. Kolom 1 diisi dengan n omor urut 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
NIP. 

2 . Kolom 2 diisi denganjenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS 
3. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan S PP 
4. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan 
5. Koiom 5 diisi dengan tanggal penerhitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom 

sebelumnya 
6 . Kolom 6 diisi d,mgan Nomor SPM yang ditc rbitkan 

Ket. 

ii .. 

·-

7. Ko lom 7 d iisi dengan tanggal penerbitan S P'2D terkait dengan penerbitan SPM pada 
kolom sebelumnya 

8 . Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan 
<) , h:olorn 9 dii si clt>ng;1n U r.-1ia11 P" n!!a.julcln 
I 0 . Kol om IO d iis i d<ingan jumlah pcncairan 
11. Kolum I l diisi dengan keterangan yang diperlukan 

Bendahara Urnum Daerah menyusun pertanggungjawabannya setiap 
ha.ri daiam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian. 

Langkah-langkah dalam rnenyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan 
Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/ STS/Bukti lainnya yang 
sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi kas hari~. 

2 . BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk 
transaksi satu hari sebelumnya. 

3. Berdasarkan rekening koran dan laporan- posisi kas harian BUD 
menyusun rekonsiliasi bank 

4 . Rekonsiliasi Bank disusun denga.n cara membandingkan saldo kas 
di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank 
menurut laporan posisi kas harian. 
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5. Laporan pos1s1 kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut 

diserahkan kepaq,a kepala daerah hari pertama setiap minggunya. 

i 3. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKO 

1 $t('ldah.ina Ur,,um Oaarah 
r:lengumpulkan s-emua bukti, 
bulm t,a nsalcsi yang terjad• 
dalam saw hart 

2. Bordasaooin buk'li-bukti yong 
ada Bendahar4 Umum Oaor1h 
rntnyuwn lapcran p0,1s11':a~ 

3. laporan p0$i>i ka• ha nan akan 
djj&(l1kon dasar P""ya,sun,m 
rekonajhasi bank 

i 4. BUO menarima rt!l< emng l<oran 
dari bank sob~p hon untuk 
1mnsaksl "3IIJ Mn 5'lbelumny;, 

I I 

5. B:.JO maniu$Ull Rekor,siti.asi 
Bank dengan mombandingkan 
saldo I< .. peda l•poron posisi 
ks5 ha.rian dan saldo kas 
rekening kora.n 

6. BUD menyerahkan laporan 
posisi leas har!an kepada kapala 
da~rah setis~ h an pert.am• kerja 
:.eit:!I? rr,-1nggur,ys 

KIJH BUO 

Pn::ii-..dur pi ~UNhaan 
luluanaa n dHn.ri 1111ar. 
d~tur Olla~ P•n<OH 
'"•n99n1l 'l,fStl m dan , __ , -·'""'"" 

kfutr\gan da•l'I~ 

.------" 

..J 
I 

! 

SPWISTSI 
BtA'<tl filln11y~ 

yang Nf'I 

1111.n~w•u" 1-apc:nlln 
p~-,1 ti.ls r,.uun-

Bank 

i 

.-----+--1 · I.a-• "!o.,.1 · -] 
l<HHar1an 

G ~1.-r- r ::F : 

--~----, 
Uporaq Poefsl I 
""'-

R!111kol'IUU&til Bcl'\.k jl ____ _j I 

i_,_ __ ..-_.: t ___ . _____ J 

i __ ___...-J 
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LAMPIRAN II 

REKENING BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DAN JASA 
BESERTA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMQR TAHUN 2017 
TANGGAL 201 7 

REKENING BELANJA PEGAWAJ & BELANJA BARI\NG DAN JASA 
BESERTA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN 

5. 
5.1. 
5 .1.1. 
5.1.1.02. 
5.1. 1.02.01 

5.1. 1.02.02. 

5.1.1.02.03. 

5.2. 
5.2.1. 
5.2. 1.0 I 
5.2.1.01.02. 

BEi.ANJA DAERAH 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 
BELANJA PEGAW AI 
Tambahan Penghasilan PNS 
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja 

- Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS 
berdasarkan beban kerja atau tunjangan kinerja 

Dokumen pertanggungjawaban :-
- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Daftar Tanda Terima Tunjangan kinerja 
- Rekap absensi 
- Perhitu.ngan tunjangan kinerJa 
- Surat pertanggungjawaban mutlak 
- SSP PPh Pasal 2 1 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 
Tambahan penghasilan yang diberi.kan kepada PNS 
berdasarkan tempat bertugas seperti K ecamatan 
Su.oh dan Bandar Negeri SUoh 

Dokumen pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 

- Daftar Tanda Terima Honqrarium 
- SSP PPh Pasal 21 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 
Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS 
berdasarkan kondisi kerja seperti Bantu.an 
Kesehatan Staf Santelda 

Dokumen pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 

- Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP P?h Pasal 21 

BELANJA LANGSUNG 
BELANJA PEGAWAI 
Honorarium PNS 
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 

Honor yang diberikan. kepada tim pengadaan 
barang dan jasa 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
- SK 
- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Daftar Tanda Teri.ma Honorarium 

SSP PPh Pasal 2 1 

----. -, .-:--:-:-,:'""":"'"i 

0~ . : _: ~ken;ng belonja dan dokumen pertonggung/awaban l 



5.2.1.01.03. 

5.2.1.01.04. 

5.2.1.01.05. 

5.2.1 .01 .06. 

5.2. 1.01.07. 

5 .2.1.01.08. 

5.2.1.01.09. 

Honorarium Tim Penerima Barartg dan J asa 
~ Honor yang diberikan kepada penerima barang dan 

jasa 
Dokum.en Pertanggungja1paban : . 

SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Tim Juri dan Pembina 
- Honor yang diberikan kepada tim juri. dan pembina 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 

Honorapum Petugas Lapangan 
Honor yang diberikan kepada petugas lap.angan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 2.1 

Honorarium Baperjakat 
Honor yang diberikan kepada Baperjakat 

Dokumen Pertanggungjawaban: · 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 2 1 

I-lonornrium Bapek 
Honor yang diberikan kepada Bapek 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 2 1 

Honorarium Pengelola Obat, Alkes dan Laboratorium 
Honor yang diberikan kepada Pengelola Obat, alkes 
dan Laboratorium 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 2 1 

Honor~um Peserta 
- Honor yang diberikan kepada peserta 

Do,C...1.men Pertanggungjawaban : 
SPT 
Surat Bukti .Pengeluaran I BKP 
Daft:ar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 
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5.2.1.01.10. 

5 .2.1.01.11. 

5.2 . 1.01.12. 

5.2.1.01.13. 

S.2.l.01.14. 

5.2. 1.01.15 

5.2.1.01.16 

Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 
- Honor yang diberikan kepada Pengawas/ Pegawai 

Tenaga Teknis 
Dok:u.men Perlanggungjawaban : 

SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Tim Penyusun Dokumen 
Honor yang diberikan kepada Tim Penyusun 
Dok:u.men 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 2 1 

Honorarium Tim Koordinasi 
Honor yang diberikan kepada Tim Koordinasi 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
Sur-at Bukti. Pengeluaran I BKP 
Dajta.r Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Honor yang diberikan kepada PPK 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
SK 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Dajtar Tanda Teri.ma Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Pejabat Pengadaan 
Honor yang diberikan kepada pejabat pengadaan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekcrjaan 
Honor yang diberikan kepada p ejabat penerima 
hasil pekerjaan 

Dokumen Pertanggungjawaban ;_ 
SK 

- · ·. Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
' Daftar Tanda Terima Honorarium 

SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Pengelola Keuangan 
Honorarium yang diberikan kepada PNS pengelola 
keuangan seperti ben.dahara pengeluaran, 
pengurus barang, pembuat doku.men, operator, dll 

•• / ~~ekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban Ir. ····•-. 3 
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5.2.1.02. 
5.2.1 .02.02. 

5.2.1.02.03. 

5 .2.1.02.04. 

5.2. 1.02.05. 

5.2. 1.02.06. 

5.2. 1.02.07. 

Dokumen P~rtanggungjawaban : 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
$SP PPh Pasal 2 l 

Honorarium Non PNS 
Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap 

Honor tim kegiatan untuk tenaga honorer 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

SK 
Surat Bukti Pengetuaran I BKP 

- :Daftar Tanda Terima Honorarium 
Daftar Hadir (SK berdasarkan OH) 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Peserta 
}:Jonor yang diberikan kepada peserta 

Dokumen Pertanggun.gjawaban :_ 
SK/SPT . 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Dajt,ar Tanda Terima.Honorarium 
Daftar Hadir 
SSP ?Ph Pasal 21 

Honorarium Tenaga Medis 
Honor yr;i.ng diberikan kepada Tenaga Medis 

Dokumen Pertanggungjawaban. : 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran l BKP 
Daftar Tand.a Terima. Honorarium 

- Daftar Hadir 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium. Tenaga Survey 
Honor yang diberikan kepada Tenaga Suroey 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SK 
SU.rat Bukti Pengeluaran I BKP 

- Daftar Tanda Terima Honorarium 
- Dajtar Hadir 

SSP PPh Pasal 21 

Hono:r;arium Teknisi ICT 
Honor yang diberikan kepada Teknisi JCT 

Dokumen Pertan.ggungjawaban :. 
SK 

- · Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
Daftar H adir 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium/Upah Tenaga Tidak Terampil 
Honor/Upah yang diberikan kepa.da Tenaga Tidak 
Terampil 

·. ·,,,-, -· .... .. i ·, -~'\P ,'\ G '. . . 
f ; , 1.1r-.... 
; -:. ; . -~·.: 1 : .: · : ,:; , : •·I ekenmg belon1a don dokumen pertanggungjawaban 
i- I I 
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5.2. 1.02.08. 

5.2 . 1.02.09 . 

5.2.1.03. 
5.2. 1.03.01. 

5. :2 . 1.03.02. 

5.2.1.04. 
5.2. 1.04.01. 

Dokumen Pertcinggun.gjawaban : · 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
Daftar Hadir 
SSP PPh Pasal 2 1 

Honorarium/Upah Tukang 
Pembayaran. upah bagi tenaga I pekerj a bangunan 

Dokumen pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima 
Surat p erintah mulai kerja 
BA serah terima I BA penyelesaian pekerjaan 
Pajak 

Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 
Pembayaran u.pah bag i tenaga kebersihan 

Dokumen pertanggungjawaban 
S11rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima 
Surat peri.ntah mulai kerja 
BA serah terimt:t I BA penyelesaian peke,jaan 
Pajak 

Uang Lembu r 
Uang Lembur PNS 

Uang yang diberikan diluar j am kerja regular 
berdasarkan ketentuan yang berlaku dan 
diberikan bagi PNS 

Dokumen Pert.anggungjawaban : 
Surat Tu.gas I SPT 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima 
Daftar H adir 
SSP PPh Pasal 21 

Uang Lembur Non PNS 
Uang yang diberikan diluar jam • kerja regular 
berdasarkan ketentuan yang berlaku dan 
d iberikan bagi Non PNS 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
SUrat Togas I SPT 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima 
Daftar Hadir 
SSP PPh Pasal 21 

Honorarium Pengelolaan Dana BOS 
Honorarium Pengelolaan Dana BOS 

~ · CUkup jelas 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima 
SSP PPh Pasal 21 
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5.2. 1.07. 
5.2.1.07.01. 

5.2.1.09. 
5.2.1.09.01. 

5.2.:2. 
5.2.2.01. 
5.2.2.01.01 . 

5.2.2.01.0'2. 

5.2.2.01.03. 

5.2.2.0l.04. 

---~·-·---" 

Belanja Pegawai BLUD 
Belanja Pegawai BLUD 

Cu.kup jelas : 
Dokumen Pertanggungjawaban.: 

s 
Surat !Jukti Pengeluaran / BKP 

- Daftar Tanda Terima 
Daftar Hadir 
SSP PPh Pasai 21 

Belanja Pepwai Blaya Peny~engguaan Pendidlkan 
Belanja Pegawai Bia.ya Penyelenggaraan Pendidikan 

- Pembayaran honor yg tidak terakomodir dalam 
danaBOS 

Doku.men Pertanggungjawaban.: 
Surat Tu.gas I SPT 
SK 
Su.rat Bukti Pengeluaran / BKP 
Daftar Tanda Terima 
Daftar Hadir 
SSP PPh Pasal 21 

BELANJA BARANG DAN JASA 
Belanja Bahan Pakai Rabis 
Belanja a lat tulis kantor 

Pembelian A TK habis pakai seperti pulpen, pensil, kertas, 
dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I SU.rat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja dokumen/ administrasi tender 
Biaya yang dikeluarkan khusus untuk keperluan 
administrasi I dokumen yang berhubungan dengan 
kegiatan tender 

Dokurnen Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nata / Kwitansi dari Pi.hak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Berita Acara dari Pejabat Penerima / . Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 
Pembelian bohlam, lampu, dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pi,hak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I SU.rat Perjanjian )2 
Serita Acara dari Pejabat Penerim(l / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 
Pembelian materai, perangko 

;1 Nota digu,wkan dengan nilai < 10/ulll 
Buktl pembelian digunukun di:t1g,111 nilal JOjuta :sld 50juta 

)1 SJ'K dt!llgan nilui ; , 50jt s/d 200jt 
Nilai ko111rali diat,n ZOOjt 

~--1'......,j..,-,+ttrr--..,ekening be!anja don dokumen pertanggungjawaban 6 



5.2.2.01.05. 

5.2.2.01. 06. 

5 .2 .2.01.07. 

5 .2.2.01.08. 

5.2.2 .01.09. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Su.rat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I- Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat ?enerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 
Pembelian sapu, sikat, kain pel, dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
SUrat Perintah Kerja I SUrat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Ba.kar Minyak/Gas 
Pembelian. ben.sin. I solar mesin genset 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanji.an 'f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayar:an pajak 

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 
Pembelian isi tabung pemadam kebakaran 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima l Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayar:an pajak 

Belanja pengisian ta.bung gas 
Pembelian gas isi ulang (elpiji) 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian )1 

-. Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Buk:.ti pembayaran pajak 

Belanja Dokumentasi 
Cetakphoto 
Biaya transfer film ke CD atau media lain 
Pemb~lian Kaset VHS dan CD-R .. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Rmgelu.aran / BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabq.t Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

)1 No1a Jig1muka11 de11gu11 nilai < JOjutu 
· Bu/cti peml>eliwr digunalian ,lmgun nilui I0j 11ta :s/d 50/11/a 

f Sl'K tlcnicm nilui ;, 50ft s/d 200jt 
Ni/11/ km1trok diut,is 200/t 

P· J • ' ~ 4 •ken;ng belanja dan dokumen pert<,nggungiawaban 7 
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5.2.2.01.10. 

5. 2.2.01.11. 

5 .2.2.02. 
5.2.2.02 .01. 

5 .2.2.02.02. 

5.2.2.02.03. 

5.2.2.02.04 . 

Belanja Bahan Kcdokteran Hewan 
Pembe/ian bahan kedokteran hewan yang masa 
ekonomisnya kurang dari 1 tahu.n 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nata I Kwitansi dari Pi.hak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Peri.ntah Kerja I SUrat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Pen.erima I Panitia Pene,ima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Gudang 
Pembelian bahan-bahan pakai habis untuk perlengkapan 
gudang 

Daku.men Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Peneri.ma l Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Dahan/Material 
Delanja bahan baku bangunan 

Pembelian semen, pasir, batu, papan, balok, paku, dll 
Dokumen Pertanggungjawaba~ : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pir..ak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 

.. Berita Acara dari Pej abat Penerima I Panitia Penerim.a 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

B~lanja bahan/bibit tanaman 
· Pembelio.n bahan/ bibit tanaman 

Dokumen Pertan.ggu.ngjawabah : 
Surat Bukti P~ngeluarary, I BKP 
Nota I Kwitan.si dari Pihak ketiga I Bukti Pem.belian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Per_janjian )2 
Berita.Acara dari Pejabat Penerima. I Panit ia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja bibit temak 
- Pembelian bibit I benih ikan 
- Pembelian bibit hewan tema.k lainnya 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : · · 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 

- Nota I Kwitansi dari .Pi.ha.k ketiga I Bukti Pembelian P 
SUrat Perintah" Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

-- Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja bahan obat-obatan 
Pembelian obat-obatan kesehatan 
Pembelian obat-obatan untuk keperluan pertanian/ 
petemakan 
Pembelian pupuk ta.naman 

J1 Nola digunaka,1 de11ga11 ni/ai < JOjuta 
B11kli pe1r1k/iun digunaican dengu11 11ilai J Ojula sld 50/uta 

f SPK deng011 nilai > 50j( s/d 200/t 
Nilai kontrak diatai 200jt 

14 · l -.~ .,ken;ng belanja don dakumen p,rtanggungjawaban 8 



5. 2.2.02.05. 

5.2.2.02.07. 

5.2.2.02.08. 

5.2.2.02.09. 

5.2.2.02.10. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Kimia 
Pembelian bahan kimia untu.k ~eperluan praktikum 
sekolah, kesehatan dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Teropy /Piala 
Pe;-nbelian plakat, cendramata, trophy/ piala 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Pengobatan 
Pembelian bahan-bahan untuk digun.akan dalam 
menetapkan diagno~is, mencegah, mengurangi, 
menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejala 
penyakit pada manusia atau hewan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara d,ari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bela nja Bahan Pameran 
Pembelian bahan yang biasanya d igunakan untuk 
kegiatan parneran 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian }1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran. pajak 

Belanja Baha.n Elektronik / Mesin 
Pembelian bahan-bahan elektronik -

)' Noto dig1111akan dcngan nilai < JO)ula 
· Bultti pembelian diguTl(¥Qn dengan nilai /Ojura J/d 50juta 

_l' SPK dengan nilai ;,, 50JI s/d ZOOjt 
, N ilai lu;mtrak dialas ZOOjt 

~}"2.f P- r4k,n;ng belan;a dan dokumen pertonggungjawaban 9 



5.2.2.02.11. 

5.2.2.02.12. 

5.2. 2. 02.13 . 

5.2.2 .02. 15. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Su.rat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 

- Berita Acara· dari Pejabat Penerima I Panitia Pen.erima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Display/ Dekorasi 
- Pemb~lian bahan/ maket yang biasanya dipergunakan 

untuk kegiatan pameran, pelatihan dan penyuluhan 
- Belanja pembuatan spanduk/ banner 
- Belanja pembuatan umbul•umbul 

Belanja pembuatan baliho, dll 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ,Cetiga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 

- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Peralatan Kesehatan 
Bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau 
d imaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan 
perawatan kesehatan, diagnosi.s penyembuhan, 
peringanan. atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan 
badan atau gejalanya pada manusia. 
Pembelian tensimeter, stetoskop, Ct-Scan, dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Su.rat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita A cara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Peraga 
Pembelian alat-alat untuk praktek yang masa 
ekonomisnya kurang dari 1 tahun 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )I 
Su.rat Perintah Kerja / Surat Perjanjian }2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belartja Bahan Material Pertanian/Perkebunan 
Pembelian bahan-bahan material yang digunakan un.tuk 
p ertanian/ perkebunan 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak/ Bu.kti pembayaran pajak 

)
1 Nola digrmukm, den~t111 nilai < /Ojula 

· Jlukti pemhdia11 digunukcm dengcJn nilui /Ojuto .vid 50Jut" 
f Sl'K d,:ng<m ni/11i > 5lijl s/d 200jt 

Nilui lto11trak Jiat,u 200jt 
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5.2.2.02.17. 

5.2.2.02.18. 

5.2.2.02.19. 

5.2.2.02.20. 

5.2.2.02.21. 

-----·--__..,...,- , 

Belanja Bahan Sarana Budidaya Uran 
Pembelian bahan · yang biasanya dipergunakan untuk 
pemeliharaan dan pen.gembangbiakan ikan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari. Pihak ketiga/.Bukti Pembelian )1 
Su.rat Perin.tah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan/ Alat Sampel 
Pembelian bahan. atau alat yang biasanya dipergunalcan 
sebagai sampel baik dalam Iaboratorium, praktikum, dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluarari I BKP 
Nota I Kwitansi darf- Piha.k ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Makanan 
Pembelian bahan yang dapat dijadikan makanan seperti : 
beras, ubi, jagung, terigu.1 daging, dll 

Doku.men. Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
Serita Acara dari Pejabat Penerima I . Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran. pajak 

Belanja Bahan/Material Alat Pengolahan 
Pembelian bahan-bahan/ material untuk sebuah proses 
mengusahakan atau mengerjakan sesuatu supaya 
menjadi sempuma. 
Pembelian Alat pengola.han makancm, alat pengolahan 
pertanian, dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pi.hak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjan.jian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Perlengkapan Lomba 
Pembelian bahan-bahan yang dipergunak~n untuk 
perlengkapan lomba 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Su.rat Perjanji.an p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

• )
1 Nora diguna/w11 ,len~a11 ni/w ,· /()jura 

'/Jukti pemfi<'lim, digtmakan dengm111ilai f(ljula sid SOjula 
J1 SPK dengm, nilai > 50Jr ~/ d 200jt 

Nil<1i /conrrali dialr£v Z0Ojt 

l q p D) &fy<\r.JJl.C'-,---;z-·i_:i,~·••L'.,.o .... _ .. 'l.., ekening belanja dan dokumen pertanggungjawoban 11 
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5.2.2.02.22. 

5.2.2.02.23. 

5.2.2.03. 
5.2.2.03.0 l. 

5 .2.2.03.02. 

5.2.2.03.03. 

5.2.2.03.04. 

Belanja Dahan Perlengkapan Rumah Tangga 
Pembelian ba.han untu.k perlengkapan rum.ah tangga Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Su.rat Bukti Pengeluaran· I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihµk ketiga I Bukti Pembelian )1 
Su.rat Perintah Kerja I Surat Pcrjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Pelatihan/Seminar Kit 
Pembelian bahan - bahan yang digu.nakan untu.k 
pelatihan./ seminar kit 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari·Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Su.rat Perintah Kerja I Su.rat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panttia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Kantor 
Belanja telepon 

Pembayaran rekening bulanan telepon untuk keperluan. kan.tor 
Biaya pemasangan telepon 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Resi Pembayaran 

Belanja a ir 
Pembayaran rekening bulanan air untuk keperluan kantor 
Pembelian ai,· tangki I tandon 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Resi Pembayaran 

Belanja list.rik 
Pembayaran rekening bulanan listrik untuk keperluan 
kantor 
Biaya penambahan daya 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Resi Pembayaran 

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang 
Biaya publikasi pengumuman lelan.g melalu.i media 
elektronik maupun cetak 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitan.si dari Pihak Ketiga I Bon 
K!iping I Visual 
Pajak 

)' Noto digrmalcan dengan nilai < I Ojula 
&k/J pembelian digunolcan dengon nifai 1 Ojuta sid 5Ojula 

)' SPK dengan ni/()i > 50jl s/d 200jt 
Nilai kontrak d iataJ 200jt 
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5.2.2.Q3.05. 

5.2.2.03.06. 

5.2.2.03.07. 

5.2.2.03.08. 

5.2.2.03.09. 

5.2.2.03.12. 

Belanja surat kabar/majalah ... 
Pembelian Koran I surat kabar bulanan I bulletin 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surnt Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bon 
Su.rat pesanan/ permohonan berlangganan / SPK 
Pajak 

Belanja kawat/ faksirnili/ internet 
Pembayaran rekening bulanan f aksimili 
Pembayaran rekening I bulanan internet 
Pembayaran bandwith 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Resi Pembayaran 

Belanja paket/pengiriman 
Biaya ja sa pengiriman surat / barang melalui kantor pos 
atau ekspedisi 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran. I BKP 
Resi Pembayaran 

Belanja Sertulkasi 
Biaya pembuatan sertifikat tan.ah 
Sosialisasi sertifikasi guru 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
• Untuk sertifikat tan.ah 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Fotokopi sertifikat tanah 
Kwitansi pembayaran dari BPN 

• Sosialisasi sertifikasi guru 
BKP 
Tanda Terima honorarium (Panitia, Narasumber,Peserta) 
Tanda Terima Transport peserta, narasumber 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Transaksi Keu{l.Ilgan 
Pembelian eek, admintStrasi keuangan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Resi Pembayaran 

. 
Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 

Biaya perbaikan perlengkapan kantor 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Pani.tia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

)' Noto digunaka,1 dengrrn ni/ai < /Ojuta 
Bukli pembelirm digunakan dengan nilai JOjula Jld 50juta 

f sn: dengan nilai ., 50jt s/d 200jt 
Nilai kuntrak diato1.1 200ft 
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5.2.2.03.13. 

5.2.2.03.14. 

5.2.2.03. 15. 

' \ 

5.2.2. 0.1. l 7 . 

5 .'2.2.03. 19. 

5.2.2.03.22. 

5.2.2.03. 27. 

5.2.2.03.30. 

,. 
Belanja Jasa Media elektronik: 

- Biaya penya·mpaian infonnasi lewat media elektronik 
seperti Tv, radio dll 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak Ketiga I Bon 
SU.rat pesanan/ permoluman berlangganan / SPK 

- Pajak j - ,i 

Belanja Jasa Pemeriksaan Specimen 
- Biaya pemerlksaan specimen darah, kotoran hewan., 

daging, dll 
Dokum.en pertanggu.ngjawaban 

BKP 
Nota/ kwitansi 

Belanja J asa Pu blikasi 
Bia ya mempublikasikan atau penerbitan bagi 
publik / umum melalui teks, gambar, media, leaflet, brosur, 
media elektronik dll 

Dokumen pertanggu.ngjawaban 
BKP 
Surat MOU (kerjasama) 
Bukti iklan {kliping/ visual) 
Kwitansi media 

Bela nja ,JasR Perawa tan dan 'Pengobatan 
Bi.a ya jasa tenaga medis 

Daku.men pertanggungjawaban 
BKP 
Perincian biaya perawatan (termasuk tanda terima Dokter 
spes ialis, d okter umum, perawat, obat, lab, radiologi, dll) 

Bela nja Jasa Pengamanan 
Cuk:up jelas 

Dokumen p ertanggungjawaban 
BKP 
Surat Perintah Togas 
Tanda Terima honorarium 
Bukti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Uji Laboratorium 
Cuk:u.p jelas 

Dokumen pertanggungjawaban 
BKP 
Tanda terima 
Rineian biaya laboratorium 

Belanja Langganan Domain 
Cuk:u.p jelas 

Dokumen pertanggungjawaban 
BKP 
Tanda terima 

- Rincian biaya 

Belanja Jasa Retribu_si Sarnpah 
~ Biaya jasa sampah 

14 



5.2.2.0.3.31. 

5.2.:2.03.32. 

5.2.2.04. 
s.:2.2.0.-+.01. 

5.2.2.04.02. 

5.2.2.04.04. 

5.2.2.04.05. 

5.2.2.05 
5.2.2.05.01. 

5.2.2.05.02. 

Dokumen pertanggungjawaban 
BKP 
Slip pembayaran sampah 

Belanja Jasa Pemusnahan Obat 
Biaya pemusnahan Obat-obatan yang sudah kadaluarsa 

Dokumen pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Peri.ntah Ke,ja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara Pemusnahan 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Penyelidikan/Penyidikan 
Bia ya dalam rangka penyelidikan/ penyidikan Perda 

Dokumen pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluar9,n I BKP 
SKPPNS 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Ke,ja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara Pemerik.saan I Lampiran Berkas Penyelidikan 
Tanda Terima Honor I Insentif 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Premi Asuransi 
Belanja Premi Asuransi Kesehata.n 

Pembayaran premi asuran.si kesehatan 
Belanja LS 

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 
Pem.bayaran premi asuri:msi gedung pemerintah 
Pembayaran premi asuransi kendaralin dinas 

Belanja LS' 

Belanja Prcmi Asuransi Jiwa 
Pernbayaran premi asuransi jiwa 

Belanja LS 

Belanja Pre mi Asuransi Ke bakaran 
Pembayaran premi asuransi kebakaran 

Belanja LS 

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
Belanja Jasa Service 

Biaya jasa perbaikan (serui.ce) kendaraan dinas 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Pa.nitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayar:an pajak 

' 
Belanja Penggantian Suku Cadang 

Biaya spare parts kenda.raan dinas 

)
1 Nora digunukan dengmi nilai <: )Ojuta 

Bukli pemhe/ian digunuka,, ,lerrgcm nilui tnjuta sld 50juta 
/ SPK d,:ngan nilui > 50jt $/d 200ft 

Nilai kontrak diafns 200ft 

\ 

----r----
1 .. , ~. '"' ...... ~ • 
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5.2.2.05.03 . 

5.2.2.05.04. 

5 .2.2.05.05. 

5 .2.2.05.07. 

5 .2.2.05.08 

5.2.2.05.09 

Daku.men Pertanggungjawaban: 
SU rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota/ Kwitansi dari Pihak Ketiga I Bukti Pembelian )' 
Si1rat pesanan / pengantar I SPK f 
Paj ak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 
Pembelian bensin I solar / pertam.ax kendaraan d inas 
Pembelian oli I pelumas k endaraan dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I K witansi dari Pihak Ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan / pengantar I SPK )2 

Belanj a Jasa KIR 
Pembayaran jasa KIR kendaraan dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitan.si dari Pi.hak Ketiga 
Fotocopy Surat KIR 

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Pembayaran perpanjangan STNK I biaya penggantian plat 
kendaraan dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Su.rat Bukti Pr:ngeluaran I BKP 
Nota I lcwitansi 
Fotocopy STNK 

Belanja Ban dan Accu 
Pembelian ban dan accu kendara.an dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bitkti Pembelian )1 
SUrat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Registrasi Kendaraan Bermotor 
Pembayaran perpanjangan STNK I biaya p enggantian p lat 
ken.daraan dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Fotocopy &frat Ketetapan PKB 
Fotocopy STNK 

Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Pembayaran bea balik nama kendaraan dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Fotocopy Su.rat Ketetapan BBNKB 
Fotocopy BBNKB 

)1 Nota digunoJcan denxan 11i/ai < 10jut(1 
Bukli pembeliun digunakw, dengan nilai /{)juta s/J 50j11ta 

/ SPK dengun nilni ~- 50jt s/ ti ZOOjt 
Nila/ konlr<Jk diatru 200ft 
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5.2. 2.06. 
5.2.2.06.01. 

5.2.2.06.02. 

5.2.2.06.03. 

5 .2.2.07 . 
5.:.2.'2.07.0 1. 

5.2.2.07.02. 

5.2.2.07.03. 

Belanja Cetak dan Penggandaan 
Belanja cetak 

Biaya Cetak kop surat, amplop, map; dU 
Bia ya cetak laporan/ moduli buku 

Dokumen Pertangg,.mgjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pi,hak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita_ Acara dari Pej abat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayatan pajak . 

Belanja Penggandaan 
Biaya fotokopi 
Biaya Scanning 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perj_anjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Penjilidan (+ Cover) 
Biaya penjilidan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Peneri.ma I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti. pembayaran pajak · · 

Belanja Sewa Ru mah/ Gedung/ Gudang/Parkir 
Belanja scwa rumah jabatan/rumah dinas 

Cukup jelas 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nata / Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat pe1janjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bela nja sewa gedung/ kantor/tempa t 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggunqjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari. Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Bela nja scwa ruang rapat/pertemuan 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjan}ian sewa / SPK 
Pajak I Bukti pem.bayar.,an pajak 

)' Nora digunakan dengan tlilai < JOjuta 
"//ukti ~mb<!/ia,1 digunokon de11ga11 nilui /Qjuta s/ d SQjula 

/ .SPK dengan nilai :, 5/Jjt s/d 200jt 
Nilui lwntrak diatar ZOOJt 

,· 
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5.2.2.07.05. 

5.2.2.07.06. 

5.2.2.08. 
5.2.2.08.01. 

5.2.2.08.02. 

5.2.2.08.03. 

5.2.2.09. 
5.2.2.09.01. 

5.2.2.09.02. 

Belanja Sewa Kebun/Perlengkapan Taman 
CUku.p jelas 

Dokum.en Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 

- Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Su.rat perjanjian sewa I SPK 

- Paja.k I Bukti pembayaran pajak ,. 

Belanja Sewa Hotel/Penginapan 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungja~aban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 
Bebmja Sewa Sarana Mobilitas Darat 

Sewa Mobil, Motor, Bus untuk menunjang operasional keg. 
Doku men Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Su,at perjanjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bclanja se\va Sarana Mobilitas Air 
Sewa speed boat untuk menunjang operasional kegiatan 
Sewa kapal untuk menunjang oper~ional kegiatan 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I ,SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bel;:mja sewa Sarana Mobilitas Udara 
Sewa h.elikopter 
Sewa pesawat 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belan.ja Sewa Alat Berat 
Belanja Sewa Eskavator 

CUkupjelas 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

SU.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Kwitansi dari Pihak Ketiga 

Surat perjanjian. sewa /, SPK 
- Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Sewa Buldoser 
CUkupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban. : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 

- Kwitansi dari Pihak K~tiga 
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5.2.2.09.03 . 

5 .2.2.10. 
5.2.2.10.01. 

5.2.2.10.03. 

5 .2.2.10.04. 

5 .2 .2. I 0.05. 

5.2.2.10.06. 

5.2.2.1 0 .07. 

Surat perjanj ian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Sewa Alat Balon Oas K3 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
Belanja sewa meja kursi 

CUkupjelas 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja sewa proyektor 
Sewa infocus + LCD 
Sewa proyektor + LCD 

Dokumen Pert.anggungjawabari: 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Kwitan.si dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak / Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja sewa generator 
Sewa mesin genset dll 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 

- Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja s ewa tenda . 
CUkupjelas 

Dokumen Pert.anggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 

- Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak/ Bukti pembayaran p ajak 

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 
Cu.kup j elas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Bela nja Scwa Alat Studio 
Sewa lighting (lampu sorot) 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
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5 .:.2 .2 .1 0.09. 

5.2.2. 10.10. 

5.2.2.10.14. 

5.2.2.10, 15. 

5.2.2.10.16. 

5.2.'.2 . l I. 
5.2 .2 . l1.01. 

Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Sewa Ele.ktronik 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bu.kti Pengeluaran. I BKP 
Kwitansi dari Pi.hak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Paj ak I Bukti p embayaran pajak 

Belanja Sewa Alat Dekorasi 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti Pengetuaran I BKP 
Kwitansi dari Pi.hak Ketiga 
Surat perjanjian sewa / SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 
· Cukup jelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Kwitansi dan· Pihak Ketiga 
SUrat perjanjian sewa l SPK 
Pajak/ Bukti pembayaran pajak 

Belanja sewa perlengkapan rumah tangga 
Gukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Piha.k Ketiga 
SUrat perjanjian sewa I SPK 
Pajak / Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja sewa alat peraga 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pi.hak Ketiga 
Surat perjanjian sewa I SPK 
Pajak I Bukti pembayaran paj ak 

Belanja Makanan dan Minuman 
Bela nja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 

Belanja makanan dan minuman untuk piket (extra 
pouding} 

Dok:umen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Not a I Kwitan.si dari Pi.hak Ketiga )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 
Daftar H adir 

/
1 N</la digmw kan ,lcnJla" 11i/ai •.: JOjuh1 

liukti pemhe!iun diguna.hm d1mgu11 nilai !Ojula std 5fl/ula 
r'. SPK de11g(1tl ni/ai > 5flj1 s/ d 200/t 

Nilai lwmrak dia111s 200jt 

, . fi:ekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban AV .. ·-•"i 20 



5.2.2. 11.02. 

5.2.2.11.03. 

5.2.2.11.04. 

5 .2.2.11.05. 

5. 2.2 . l 1.08. 

5.2.'.2.12. 
5 .2.2. 1'2.01. 

Belanja Makanan dan Mmuman Rapat 
Belanja makanan dan minuman untuk pertemuan/rapat 
staf pada kantor yang bersangkutan · 
Belanja makanan dan minuman untuk rapat koordinasi 
antar instansi/ pihak luar 

Dokum.en Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 
Notu.len rapat 
Daftar Hadir rapat 

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 
Belanja makanan dan minuman untuk kunju.ngan tamu 
dari dalam I luar daerah 
Belanja makanan dan minuman untuk kunjungan dari 
instansi lain 

Dokumen Pertanggungjawabari. : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak Ketiga )1 
Surat Perintah Kerja I Su.rat Perjanjian J2 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Makan dan Mirmm Insidentil 
Belanja makan dan. minum kegiatan yang tidak 
direncanakan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak Ketiga )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga 
Cu.kupjelas 

Dokumen Pertanggu.n.gjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak Ketiga )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Pajak I Bukti pembayaran pajak · 

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 
Cukupjelas 

Dok:umen Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pen.geluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga I Bu.kti Pembelian )1 
Su.rat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WK.DH 

Cu/cup jelas 

/ Nma digu11alu111 deriwo1 nilai < /0j11la 
ll11ktl pembdiw1 Jlgunakan dengcm nilai /(ljuta ski 5Ujuw 

f SPK dcmgtm nilui ·, 50jt s/d 200jt 
,Vi/11i Aolllm~· ,/1(1/a,· ·200jt 
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5.2. '.2. 1'.2.02 . 

5.2.2. 12.04. 

5.2.2.12.05 . 

5.2.2.12.06. 

5.2.2.12.07. 

Dokumen Pertanggungjawaban. : 
Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bu.kti Pembelian. )1 
Su.rat pesanan I Surat Perintah Kerja p 
Ben·ta Acara dari Pejabat Pen.erima I Panitia Penerima 
Daftar: tan.da terima 

· Paj ak I Bukti pembayar_an pajak 

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 
Cu k.7..l.p jelas 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Notn. / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Surat Perintah Kerja p 
Berita A cara dari Pej abat Penerima / Panitia Pen.en.ma 
Daftar tanda terima 
Pajak I Bukti pembayaran paj ak 

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 
Cu.kup j elas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I K w itansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian }' 
Surat pesanan / SUrat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima f Panitia Penerima 
Daftar tan.da terima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluarah I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pin,ak ketiga / Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Surat Perintah Kerja p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak I Bukti pem.bayaran pajak 

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (POL) 
CU.kupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pen.geluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
SUrat pesanan / Surat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Dajtar tan.da terima 

- Pajak I Bukti pembayar~n. pajak 

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 
Cukup jelas · 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SU.rat Bukti Pen.geluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian p 
Surat pesanan / Surat Perintah Kerja )2 
B erita A cara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak/ Bukti pembayaran pajak 
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5.2.2. 12.08. 

5 .'2 .2.13. 
5 .2.2.13.01. 

5.2.2.13.02. 

5.2.2.13.03 

5.2.2.14. 
S.2.2.14.02. 

5.2.2.14.03. 

Belanja Atribut 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I .Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Surat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pakaian Kerja 
Belanja pakaian kerja lapangan 

Cuku.p jelas 
Dokumen Pertanggungjawaban: 

SU rat Bulcti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Su.rat Perintah Kerja )2 
Be.ri.ta Acara dari Pejabat Penerima / · Panitia Penerima 
Daftar tanda teri.ma 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja pakaian kerja beserta kelengkapannya 
Cukup jelas · 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti. Pengeluaran I BKP 
Nora I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Surat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Daftar tanda terima · 
Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja Tas 
Cu.Jcup jelas 

Doku.men. Pertanggungjawaban. : 
Surat Bukti P2ngeluaran. I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan / Surat Perintah Kerja p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak/ Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 
Belanja pakaian adat daerah 

Cuku.p jelas 
Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 

Surat Bukti PengeluaraJ1,. I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pih.a.Jc ketiga I Bukti Pembelian )1 
SU.rat pesanan I SUrat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Pan.itia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja pakaian batik tradisional 
Cukupjelas 

}' Nota digunakan d,mgan nilai < J Ojuta 
Bu/((/ pembelim, digunakan df!ngan n ilai !Ojuta sld 50juta 

l SPK d,mgan nilai > SOjt s/d 200ft 
Ni /ai kcnrrok diatas 200/t 

I Q f,~ll~ en;ng belanja dan dokumen pertanggungjawaban 23 



5.2.2.14.04. 

5.2.2.14.05. 

5.2.2.14.08. 

5.2.2. l .S. 
5.:2.2.15.0 I. 

5 .2.2. L5.0:2. 

Dokumen Perlanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Su.rat Perintah Kerja p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Dajtar tanda terima 

- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja pakaian olahraga 
Cukupjela.s 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian p 
Surat pesanan I Surat Perintah Kerja p 

- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Dajtar tanda terima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja pakaian paskibra 
Cukup jela.s . 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Su.rat pesanan / Surat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja pakaian muslim 
Cukupjelas 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat pesanan I Surat Perintah Kerja )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Daftar tanda terima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Perjalanan Dinas 
Belanja pctjalanan dinas dalam dacrah 

Belanja perjalanan dinas dalam wilayah Lampung Barat 
Dokumen Pertanggungjawaban 

Surat Bukti Pengelu.aran I BKP 
Surat tugas 
SPPD 
Laporan 
Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran 

Belanja perjalanan dinas luar daerah 
Belanja perjalanan dina.s keluar wilayah Lampung Bara.t 

Dokumen Pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Su.rat tu.gas 
SPPD 
Laporan 
Rinci.an Pengeluaran dan bukti rinci.an pengeluaran 

24 



5.2.2.15.03. 

5.2.2.15.05 . 

5.2.2.16. 
5 .2.:2.16.0 l. 

5.2.2.16.02. 

5.2.2.16.03. 

5 .2 .2 .16.04. 

5.2.2.17. 

5.2.'2. 17.01. 

Belanja perjalanan dinas luar negeri 
Belanja perjalanan dinas keluar wilayah Indonesia 

Dokumen Pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Surat tugas 
SPPD 

- Laporan perjalanan dinas 
- Rincian Pengeluaran dan bukti rincip,n pengeluaran 

Dokumen lain yang diperlukan 

Belanja transportasi 
Biaya transportasi dalam daerah maupun luar daerah 
bagi pihak tenaga ahli I narasumber dan peserta / 
pendamping dalam rangka pendidikan dan pelatihan 

Dokumen Pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Surat tugas 
Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran 

- Dokumen lain yang diperlukan 

Belanja Beasiswa Pendidikan. PNS 
Bela nja Beasiswa 'I'ugas Belajar D3 

Cukupjelas 
Dokumen pertanggungjawaban 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
SK 

Belanja Deasiswa 'I'ugas Bela.jar S 1 
Cukupjelas 

Dokumen pertanggu.ngjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
SK 

Belanja Beasiswa 'I'ugas Bela.jar S2 
Cukupjelas 

Dokumen pertanggungjawaba.ri 
Surat Bukti Pengeluaran/ BKP 

- SK 

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 
OJ.kup jelas 

Dokumen pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
SK 

Belanja Kursus, Pelatlban, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 
PNS 
Belanja Kursus-Kursus Singka:t / Pelatihan 

Biaya yang diberikan kep ada pegawai untu.k mengikuti 
kursus-kursus singkat/ pelatihan yang dilaksanakan oleh 
pihak ketiga/ penyelenggara diluar · belanja perjalanan 
dinas 

Dokumen Pertanggungjawaban 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara 
Copy sertifikat 
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5.2.2.17.02. 

5.2.2.17.03. 

5 .2. '.2.20. 
5 .2.2 . '.20.0 l. 

5.2.2.20.02. 

5.2.2.20.03. 

5.2.2.20.04. 

.. .. ... , . .. ... ~ 1 

Belanja Sosialisasi 
Biaya ya.ng diberikan kepada pegawai untuk mengikuti 
kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga/ penyelenggara diluar belanja perjalanan dinas 

Dok:umen Pertan.ggungjawaban 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara 

Belanja Bimbingan Teknis 
· Biay a yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti 

bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga/ penyelenggara diluar belanja perjalanan din.as 

Dok:umen Pertanggungjawaban · 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
Undangan I surat pemberitahuan dari penyelenggara 
Copy sertifikat 

Belanja Pemeliharaan 
Belanja Pemeliharaan Jalan 

Belanja yang dialokasikan untuk keg. pemeliharaanjalan. 
Dok:umen Pertanggungjawaban: 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian }2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak 

Belanja Pemeliharaan Jembatan 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
jembatan. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pfhak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Su.rat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Per~erima 
Pajak/ Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliha.raan 

gedung kantor. , . 
Dokum.en Pertanggungjawaban : 

SUrat Bukti Pengeluaran I BKP . 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
surat ferintah Kerja I Sµrat Perjanfian )2 
Berl.ta Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Ruma.ti Dinas 
Belanja yang dialokasikan untu.k kegiatan pemeliharaan 
rumah dinas. 

/ Noto digunakan dengOII ni/ai < JOjuta 
Bukti pcmbelian Jigunakan d,.,,xan nilai /Oj11ta s/d SOjula 

)' SPK dcng(J11 nilai ;, SOjt s/d ZQOft 
Nilai kmrtrak dimas 200jt 
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5.2.2.20.05. 

5.2.2. 20.06. 

5.2.2.20.07. 

5.2.2.20.08. 

5.2.2.20.09. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Rumah Jaba tan 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
rv. mah jabatan. 

Dokumen Pertanggungjawaban: 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerjc;z·; Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bela.nja Pemeliharaan Instalasi Listrik 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
instalasi listrik. 

Doku.men Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
SUrat Perintah Kerja I SUrat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan InstaJasi Telepon 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
instalasi telepon. 

Dokumen Pertanggi.qigjawaban: 
Su.rat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 

SUrat Perintah Kerja I Su.rat Perjar,jian f 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
• Pajak/ Bukti pembayar'an pajak 

Belanja Pemeliharaan instalasi Air 
- Belanja yang dialokasikan untu.k kegiatan pemeliharaan 

instalasi air. 
Doku.men Pertanggungjawaban : 

· Surat Bukti Pengelu.aran l BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
SU.rat Perintah Kerja I Surat Perjanjicm J2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Taman 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan. 
taman. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengelu.aran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I SU.rat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajalc / Bukti pembayara.n pajak 
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5.2.2.20.10. 

5.2.2.20.12. 

5.2.2.20.13. 

5.2.2.20.14. 

5 .2 .2.20. l!'>. 

5 .2.2.20.16. 

Belanja ?e.neliharaan Perlengl{apan Kantor 
Belanja yang dialokasikan. untuk kegiatan pemeliharaan 
perlengkapan kantor. 

Dokumen Pertanggungjawaba.n : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitan.si dari Pihak. ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjicin )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

I3elanja Pemeliharaan Jaringan lrigasi 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pem.eliharaan 
jaringan irigasi. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintan. Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
alat-alat bengkel. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pi.,tak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pertanian 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
alat-alat pertanian. 

Dokumen Pertan.ggu.ngjawaban: 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
peralatan rumah tangga. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Pe,janjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 
Belanja yang dialokasikan. untuk kegiatan peme.liharaan 
alat-alat laboratonum. 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nata / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )' 
Sura t Perintah Kerja I Surat Perjanjian P 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerirna 
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5.2.2.20.17. 

5.2.2.20.18. 

5 .2.'2.'20 . J 9. 

5.2.2.20.20. 

5.2.2.20.21. 

5.2.2..20.22. 

.. ,~ .... ~ .. ............. _., ..•. ,., -··· ·- ........ ~ .. . 

Pajak I Bukti pembayar~n pajak 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Sejarah 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
bangunan sejamh. 

Doku.men Pertan.ggungjawaban : 
Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitan.si dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Pan.itia Penerima 
Pajak I Bukti p embayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit 
- · Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 

bangunan rurnah sakit. 
Doku.men Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I · Bukti Pembelian )1 
Surat Peri.ntah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Behinja Pemeliharnan Meubelair 
Belanja yang d ialokasikan 1.mtuk kegiatan pemeliharaan 
meubelair. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }' 
~urat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bela11ja Pemeliharaan Peralat:an Kantor 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
peralata.n kantor. 

Doku.men Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 

- Berita Acara dari Pejabqt Penerima / . Panit ia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan 
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 

perlengkapan ro.mahjabatan. 

Dokurnen Pertanggungja~abQTJ : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitan.si dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / SU.rat Perjanji.an P 
- Berita Acara dari Pejabat Penerirna I Panitia Penerima 

Pajak. / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rum~ Jabatan 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
peralatan rumah jabatan . 

t~ 
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5.2.2.20.23. 

5.2.2.20.24. 

5.2.:2.20.25. 

5.2.2.20.26. 

5.2.2.20.27. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga j Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit 
Belanja yang dialokasikan_ untuk kegiatan pemeliharaan 
peralatan. rumah sakit. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitan.si dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
SU.rat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Internet/Website 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
jaringan/ instalasi internet/ website. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Bent.a Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak · 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Tradisional 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
bangunan tradisional. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pernbayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum 
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan 
fasilitas umum. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bu.kti P~ngeluaran / BKP 
Nota / Kwitan..si dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian }' 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pa}ak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 
Belanja yang dialoka.sikan untuk kegi_atan pemeliharaan 
alat-alat kesehatan. 

Dok:u.men Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitan.si dari Pih.ak ketiga / Bukti Pembelian )' 

- · Surat Perintah Kerja. I Surat Perjanftan )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 
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5.2.2.20.28. 

5.2.2.2 l. 
5.2.2.21.01. 

5.2.2.21.02. 

5.2.2.21.03. 

5.2.2.21.04. 

5:2.'2.2 l .05. 

Belanja Pemerliharaan Label Kepemilikan Tanah 
Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan label 
kepemilikan tanah (ganti plang, s~r, cat, dll) 

Doku.men pertanggungjawaban 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pi.hak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjii:in )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga 
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 

Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperlu.an jasa 
konsultan penelitian · 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
SPK 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 
Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa 
Icon.sultan perencanaan 

Dokumen Pertanggungjawaban : . 
Surat Buk"ti Pengeluaran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
SPK 
Pajak I Bukti'pembayaran pajak 

Belanja Jasa Konsultasi pengawasan 
Pembayaran kepo.da pihak ketiga untuk keperluan jasa 
konsultan pengawasan 

Doku.men Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran / BKP 
Kwitansi dari Pi.hak Ketiga 
SPK 
Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 

Bclanja J asa Konsultansi software 
· Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa 

konsultan software 
Doku.men Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengelua.ran / BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
SPK 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Behrnja ,Jasa Konsultansi pendampingan 
Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan j asa 
konsultan pendampingan 

Doku.men Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengelu.a.ran I BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
SPK 
Pajak I Bu.kti pembayaran paja.k 

)' Noto digunalcan den,:un nilai < /(Jjuw 
B11/tti JX!1t1rn>lian digunalum ,lengan nilai lfljutn s./d 50j11ta 

)1 SPK denga1111ilai .. 50j1 s/d WOjt 
Ni/ai lwmm k diuw., 200jt 
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5.2.2. 21.06. 

5.2.2.21.07. 

5.2.2.21.08 

s.2.2:22. 
5.2.2.22.01 

5.2.2.23. 

5.2.2.23.01. 

5.2.2.23.02. 

Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Tanah 
Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keper!uan jasa 
kon.sultan lembaga penilai tan.ah 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bu.kti Pengeluaran / BKP 
Kwitansi dari Pihak Ketiga 
SPK 
Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja Jasa Event Organizer 
0,1,ku.p jelas 

Belanja LS 

Belanja Jasa Cleaning Service 
CUku.p jelas 

BelanjaLS 

Belanja Barang Dana Bos 
Belanja Barang Dana Bos 

Pembelian barang untu.k Bos 
Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian 'f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran. pajak 

Belanja Barang Yang Akan Dlserahkao Kepadn Masyarakat / 
Plhak Ketiga 
Belanja barang yang a.kan diserahkan kepada masyarakat 

Belanja hibah berupa barang yang akan diserahkan 
kepada masyarakat seperti : hibah gedung, tanah, 
kendaraan, peralatan dll 
Belanja hadiah berupa barang kepada masyarakat 

Doku.men Pertanggun.gjawaban : 
Surat Bukti Pen.geluaran I BKP 
Nota Perjanjian Hibah Daerah 
SK Bupati 
Pembangu.nan / pemhelian / pengadaan barang dan 
jasanya sesuai pertanggu.ngjawaban barang dan jasa 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 
Berita acara serah terima barang 

Belanja barang yang akan dise,rahkan kepllda pihak ketiga 
Belanja hibah berupa barang yang alcan diserahkan 
kepada pihak ketiga seperti : hibah gedung, tanah, 
kendaraan, peralatan dll 
Belan.ja hadiah berupa barang kepada masyarakat 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota Perjanjian Hibah Daerah 
SK Bu.pati 
Pojak I Bukti pembayaran pa.jak 
Berita acara serah terima barang 

!1 Nola digunakan clenxan 111/ai < /Ojuta 
Rukli pembdic111 digunakan dengan ni/ai /Ojul(l s/d 50juta 

J' SPK dengan nilai ;. 50jl s/d 200jt 
,",'i/ai ko111rak di11tm 200/ t 
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5.2.2.24. 
5.2.2.24.01. 

5. 2.2.24.02. 

S.2.2.25. 
5.2.2.25.0l. 

5.2.2.25.02. 

5.2.2.25. 
5.2.2.26.01. 

5.2.2.27. 
5.2.2.27.01. 

Belanja Banuig yg Akan Dijual kpd Masyarakat/Pihak Ketiga 
Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat 

Belanja berupa · barang yang akan diju.al kepada 
masyarakat · 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban : 
Surat Bukti Pengeluarari, I BKP 
Nota Penjualan · 
SK 
Berita acara serah terima __ barang 

Belanja bara.ng yang akan dijual kepada pihak ketiga 
Belanja berupa barang yang akan dijual kepada p ihak 
ketiga 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota Penjualan 
SK 
Berita acara serah terima barang 

Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketlga / Masyarakat 
Uang untuk diberikan kepada masyrakat 

f-ladiah berupa uang yang diberikan kepada masyarakat 
dalam rangka perlombaan 

Doku.men Pertanggungjawaban: 
Surat Bukti. Pengeluaran I BKP 
SK besaran nominal hadiah 
SK penetapan pemenang 
Daftar Tanda Terima 
SSP PPh Pasal 2 1 

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 
Hadiah berupa uang yang diberikan. kepada pihak ketiga 
dalam rangka perlombaan 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
SK besaran nominal hadiah 
SK penetapan pemenang 
Daftar Tanda Terima 
SSP PPh Pasal 21 

Belanja Barang dan Jasa ~LUD 
Belanja Barang dan Jasa BLUD 

Pembelian barang dan j'asa BLVD 
Dokumen Pertanggungjawaban : 

Surat Bukti Pengeluara.n I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I ~rat Perjanfian P 
Berita Acara dari Pejabat Pen.erima / Panitia Penerima 

- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendfdikan 
Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 

- Pembelian barang dan jasa biaya penyelenggaraan 
pendidikan · 

J' Nola digunaka,, dengan nilai < /Ojuta 
Bukti pembelicm clig1makan dmgan nilai JOjuta sld 50/11/a 

)' SPK dengan nilai > 50jl s/d 200jt 
Ni/ai lumtrak diatas 200jt 
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5.2.:2.28. 
5.2 .2.28.0 1 
5.2.2.28.01. 

5. 2.2.28.02. 

5.2.3. 
5.2.3.01. 
5.2.3.01.01. 
5.2.3.01.02. 
5.2.3.01.03. 
5.2.3.01.04. 
5.2.3.01.05. 

5 .2.3.01.06. 

5.2.3.01.07. 

5.2.3.01.08. 

5.2.3.01.09. 

5 .2.3 .01.10. 

5.2.3.01. 11. 
5.2.3.01.12. 
5.2.3.01 .13. 

Dokumen Pertanggungjawaban : 
SU.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pem.bayaran pajak 

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber. 
Honorarium Tenaga AhJi/ Instruktur / Narasumber 

Pembayaran honorarium kepada pihak ketiga atas suatu 
pekerjaan (profesi perorangan) yang mempunyai keahlian 
tertentu/ pengalaman dalam ilmu/ bidang tertentu 
Honor narasumber (perorangan) 
Honor instruktu.r (perorangan) 

Dokumen Pe,tanggu.ngjawaban : 
SK I Su.rat Permintaan dan SPT Narasumber I Tenaga Ahli 
I lnst111ktur 
Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
Daftar Hadir (SK berdasarkan OH) 
Pajak I Bukti Pembayaran Pajak 

Moderator 
seseorang yang bertu.gas untuk memoderasi dan 
mengawasi j alannya lalulintas posting di forum yang 
menjadi tanggu.ng jawabn.ya dengan tujuan u tamanya 
adalah agar forum dapat berjalan dengan baik dan. benar 
sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif 

Dokumen Pertanggu.ngjawaban: 
SK 
Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Daftar Tanda Terima Honorarium 
Daftar Hadir (SK berdasarkan OH) 
Pajak I Bukti Pem.bayatan Pajak 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pen~-adaan Tanah 
Belanja Modal Pengadaan tanah kantor 
Belanja Modal Pengadaan tall;8h sarana kesehatan rumah sakit 
Belanja Modal Pengadaan tan~ sarana kesehatan puskesmas 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman. 
~-kanak 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah 
dasar . ... 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah 
umum dan kejuruan 
Belanja Modal Pengadaan ta.nab sarana pendidikan menengah 
lanjutan dan kejuruan 
Belanja Modal Pengadaan ta.nab sarana pendidikan luar 
biasa/khusus · 
Belanja Modal Pengadaan. tartah sarana pendidikan pelatihan 
dan kursus 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo 
Belanja Modal Pengadaan taru,ili sarana umum terminal 
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5.2.3.01.14. 
5 .2.3.01.15. 

5.2.3.01.16. 

5.2.3.01.17. 

5.2.3.0 1.18. 
5.2.3.01.19. 

5.2.3 .01.20. 
5.2.3.01.2 1. 

5.2.3.01.22. 
5.2.3.01.23. 
5.2.3.01.24. 
5.2.3.01.25. 
5.2.3.01.26. 
5 .2.3.01.27. 
5.2. 3 .01.28. 
5.2.3.'01.29. 
5.2.3.01.30. 

5 .2.3.01.31. 
5.2.3 .01.32. 
5 .2.3.01.33. 

5.2.3.01.34. 
5.2.3.01.35. 
5.2.3.01.36. 
5:2. 3.01.37. 
5 .2.3.0 1.38. 
5.2. 3.0 1.39 . 
5.2.3.01 .40. 
5.2.3.01.41. 
5.2.3 .01.42. 
5.2.3.0 l .43. 
5 .2.3 .01.44. 
5.2.J .0 1.45. 
5.2.3.0 I .46. 
5.2.3.0 1.47. 

5.2.3 .0 1.48. 
5.'2.3.01.49. 
5.:2. 3.01.50. 
5.2.3.0 1.51. 
5.2.3 .01 .52 . 
5 .2 .3 .0 1.53 . 
5 .2.3.0 1.54. 
5 .2 .3.01.55 . 
5 .2.3 .01.56 . 
5.2.3.0 1.57. 
5 .2.3.0 1.58. 
5.2.3.0 1.59. 
5.2.3 .01.60. 
5 .2.3.01.61. 
5.2.3.01.62. 

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga 
Belanja Modal Pengadaan 'tanah sarana umum lapangan 
terbang perintis · 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong 
hewan · 
Belanja Modal Pengadaan ta.na b sarana umum tempat 
pelelangan ikan . 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar 
Belanja Modal Pengadaan .· tanah sarana umum tempat 
pembuangan akhir sampah · 
Belanja Modal Pengadaan t:a.i,ah sarana umum taman 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan 
rakyat 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah 
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga 
Belanja Modal Pengadaan tanah perumahan 
Belanja Modal Pengadaan tanah pertanian 
Belanja Modal Pengadaan tanah perkebunan 
Belanja Modal Pengadaan tanah perikanan 
Belanja Modal Pengadaan tanah peternakan 
Belanja Modal Pengadaan tan.ah perkampungan 
Belanja Moda l Pengadaan tanah · pergudangan/tempat 
penimbunan material bahan balru 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Drainase 
Belanja Modal Pcngadaan tanah sarana um um jalan 
Belanja Modal Pengadaan tanah perhotelan /wisma / losmen / 
cottage 
Belanja Modal Pengadaan tanah pemakaman 
Belanja Modal Pengadaan tanah pusat perdagangan 
Belanja Modal Pengadaan tanah untuk kawasan industri 
Belanja Modal Pengadaan tanah asrama 
Belanja Modal Pengadaan tanah untuk sa ran.a umum lainnya 
Belanja Modal Penghijauan/reboisasi/pemagaran hut.an kota 
Belanja Modal Pengadaan tanah waduk/bendungan/bozem 
Pengadaan Tanah Yaya san Pcndidi.kan 
Belanja Modal Pengadaan tanah Emplasmen 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Ta hun Ditanami 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Ladang 
Belanja Modal Pengadaan Bidang Tanah yang Tidak ada 
J a ringan Penga iran 
Belanja Modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur J enis La'in 
13elanja Modal Pcngadaan Hutan Lebat 
Belanja Modal Pcngadaan Hutan Belukar 
Belanja Modal Pengadaan Hut.an Tanaman Jcnis 
Bela nja Modal Pengadaan Hut.an Alam Sejenis/ Hutan Rawa 
Belanja Modal Pengadaan Hut.an untuk Penggunaan Khusus 
Bela nja Modal Pengadaan Tambak 
Belanja Modal Pengadaan Kolam Air Tawar 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Rawa 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang 
Belanja Modal Pengadaan Ta ~ J:>adang Rumput 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan / 
Gedung Tempat Tinggal 
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. . 

5.2.3.01.63. 

S. 2. 3. 0 1. 64. 
5.2.3.01.65. 

5.2.3.01.66. 
5.2.3.01.67. 
5.2.3.01.68. 

5.2.3.01.69. 

5.2.3.01. 70 . 
5.2.3.01.71. 
5.2.3.01.72. 
5.2.3.01.73. 

5.2.3.01.74. 

5.2.3.01.75. 
5.2.3.01.76. 
5.2. 3 .01.77. 
5.2.3.01.78. 

5 .2.3.02. 
5.2.3.02.0 l. 
5.2.3.02.02. 
5.2.3.02.03. 
5.2.3.02.04. 
5 .2.3.02.05. 
5.2.3.02.06. 
5.2.3.02.07. 
5.2.3.0'.2.08. 

5.2.3.02.09. 
5 .2.3.02.10. 
5.2.3.02.11. 
5.2 .3.02.12. 
5.2.3.02.1 3. 
5.2.3.02.14. 
5.2 .1.02. 15. 
5.2.3.02.16 . 
5.2.3 .02.17. 
5.2.3 .02.18. 
5.2.3 .02.1 9 . 
5.2 .3 .02.20. 
5.2. 3 .02.21. 
5. 2.3 .CJ2.22. 
5 .2 .3.02.23. 

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung 
Perdagangan/Perusahaan 
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Industri 
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat 
Kerja/Jasa 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Banguna,:p Pengairan 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan 
Jembatan 
Belanja Modal Per1gadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe
lepe / Setren dll 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga 
Be.lanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang 
Belanja Modal Pengadaan Tanah lapangan Pemancar dan Studio Alam !. 

Be1anja Modal Pengadaan : Tanah Lapangan Pengujian / 
Pengolahan 1 

· · 

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air 
Belanja Modal Pengadaan Tanah untul{ Bangunan Ins talasi 
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jaringan 
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bersejarah 
Un~k p engadaan tanah dokumen pertanggungjawaban sebagai 
beri.kut: " 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Kwitansi 
- Berita acara ganti rugi 
- SU.rat pelepasan hak 
- Sertifikat / Sporad ik / Daku.men lain yang menyatakan 

kepemi/ikan tanah 
- Berita acara musyawarah 
- Pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 
Belanja Modal Pengadaan traktor 
Belanja Modal Pengadaan buldozer 
Belanja Modal Pengadaan stoom wals 
Belanja Modal Pengadaan eskavator 
Belanja Modal Pengadaan crane 
Belanja Modal Pengadaan kendaraan pen)lapu jalan 
Bela nja Modal Pengadaan mesin pengolah semen 
Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah air bersih {reseivoir 
osmosis) 
Belanja Modal Pengadaan Shine Saw 
Belanja Modal Pengadaan Dongkrak Hidrolik 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencacah Plastik 
Belanja Modal Pengadaan mesin pompa air' 
Be1anja Modal pengadaan incinerator 
Bclanja Modal Pengadaan Mobil Daur Ulang Aspal 
Belanja Modal Pengadaan Loader 
Belanja Modal Pengadaan Grader 
Belanja Modal Pengadaan Pile· Driver 
Belanja Modal Pengadaan Hauler 
Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment 
Bela.nja Modal Pcngadaan Compacting Equipment 
Belar;ija Modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment 
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat 
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5.2.3.02.24. 
5.2.3.02.25. 
5 .2.3.02.26. 
5.2.3.02.27. 
5.-2.3.02. 28. 
5.2.3.02.29. 
5.2.3.02.30. 
5 .2.3.02.31. 
5.'2.3.0'2.3'2. 
5.2.3.02.33. 
5. :2.3.02.34. 
5. 2 .3 .02.35. 
5.2.3.02.36. 
5.2.3.0'2.37. 
5.2.3.02.38. 

5.2.3.03. 
5.2.3.03. 01. 

5.2.3.03.02. 

5.2.3.03.03. 
5.2.3.03.04. 

5.2.3.03.05. 

5.2.3.03.06. 

5.2.3.03 .07. 

5.2.3.03.08. 

5 .2.3.03.09. 

5.2.3.03.10. 

5.2.3.03.11. 

5 .2:3 .03. 12. 

S.2.3.03 .13. 

5.2.3.03.14. 

5 .2.3.03.15. 

5 .2.3.03.16 . 

Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses 
Belanja Modal Pengadaan Dredger 
Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator 
Belanja Modal Pengadaan Amphibi Dredger 
Belanja Modal Pengadaa n Kapal Tarik 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses Apung 
Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik 
Belanja Moda l Pengadaan Feeder 
Belanja Modal Pengadaan Compressor 
Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set 
Belanja Moda l Pengadaan Pompa 
Belanja Moda l Pengadaan Mesin Sor 
Belanja Modal Pengadaa n Unit Pemeliharaan Lapangan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 
Belanja Moda l Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas / Sistem 
Generator 
Untuk pengadaan alat berat dokumen pertanggu.ngjaw aban 
sebagaiberi.kut: 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat An~tan Darat Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 
sedan 
Belanja Moda l Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 
bus 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bennotor 
micro bus 
Belanja Moda l Pcngadaan alat-alat angkutan darat bennotor 
truck 
Belanja Modal Pengadaan alat-aJat angkutan darat bennotor 
tangki (air, minyak, tinja) 
Be~ja Modal Pengadaan · alat-alat angkutan dara t bermotor 
boks 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 
pick up 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 
ambulans 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan dara t bermotor 
pemadam kebakaran 
Belanja Moda l Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 
sepeda motor 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan dara t bermotor 
lift/ elevator 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bennotor 
tangga berjalan 

Belanja Moda l Pengadaan alat-alat angkutan darat bennotor 
ko~pektor 
Belanja Modai Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 

. - --· :· ; i;;; t eken/ng be/aajo dan dakumen pertanggun!Jiawaban 1 ·-
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5.2.3.04. 

5.2.3.04.01. 
5.2.3 .04.02. 

5.2,3.04.03. 
5.2.3.04.04. 
5.2. 3.04.05. 

5.2.3.05. 

5.2.3.05.0 l. 
5.2.3.05.02. 
5.2.3.05.03. 
5.2.3.05.04. 
5.2.3.05.05. 
S.2.3.05.06. 
5.2.3 .05.07. 
5.2.3.05.08. 
5.2.3.05.09. 
5.2.3.05.10. 

5.2.3.06 . 

5.2.3.06.01. 
5.2.3.06.02. 
5.2.3.06.03. 
5 .2 .3.06.04. 
5 .2.3.06.05. 
5.2.3.06.06. 

---..- -- ._ .. , ·- ,....,.___ 

Untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bennotor dokumen 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga/ Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / SU.rat Perjanjian )2 
- Bcrita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak/ Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak 
Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan gerobak 
Belanja Modal Pengadaan pedati/ dehnan/ dokar / bendi/ 
cidomo / andong 
Belanja Modal Pengadaan becak 
Belanja Modal Pengada.an sepeda 
Belanja Modal Pengadaan karavan 
Untuk pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor 
dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP · 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian _p 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 

Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air 
Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan ka pal motor 
Belanja Modal Pengadaan kapal feri 
Belanja Modal Pengadaan speed boat 
Belanja Modal Pengadaan motor boat/motor tempel 
Belanja Modal Pengadaan hy4ro foil 
Belanja Modal Pengadaan jet foil 
Bela nja Modal Pengadaan kapal tug boat 
Belanja Modal Pengadaan kapal tanker 
Belanja Modal Peng~da.an kapa.l kargo 
Pengadaan Jet Sky 
Untuk pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor 
do~men pertanggungjawaban sebagai berikut : 

· •· Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
. - Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / Su.rat Perjanjian p 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belaaja Modal Penpdaan :Alat-alat Angkuto.n di atas Air 
Tidak Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan perahu layar 
Belanja Modal Pengadaali perahu sampan 
Belanja Modal Pengadaan perahu tongkang 
Belanja Modal Pengadaan perahu karet 
Belanja Modal Pengadaan perahu rakit 
Belanja Modal Pengadaan perahu sekoci 
Untuk pengadaan alat-alat angkutan di atas air tidak benn.otor 
dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pi~ ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

u~~ :: , , : . ' iJffet keo;ng be!anja """ dokumen perta,ggungjowaba, 
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5.2.3.07. 
5.2.3.07.01. 
5.2.3.07.02. 
5.2.3. 07. 03. 
5.2.3.07.04. 
5.2.3.07.05. 
5.2.3.07.06. 
5.2.3.07.07. 

5.2.3.08. 
5.2.3.08.01. 
5.2.3.08.02. 
5.2.3.08.03. 
5.2.3.08.04. 
5.2.3.08.05. 
5.2.3.08.06. 
5.2.3.08.08. 
5.2.3 .08.09 . 
5.2.3.08. 10. 
5.2.3 .08. 11. 
5.2.3 .08.12. 
5.2.3.08.13. 

5 .2.3.08. 14 . 

5.2. 3.08.15. 
5:2.3.08.16. 
5.2.3.08. 17. 
5.2 . .1.08.18. 
5 .2 .:3.08.19 . 
5.2.3.08.20. 
5 .'2.3.(i8.21. 
5.2. :3.08.'2'.l. 
5 .2. 1 .08.23. 
5.'2.3.08.24. 
5.2. 3.08.25. 
5.2.3.08. 26. 
5 .'2.3.08.27. 
5.2.3.08.28. 
5.2.3.08.29 . 
5.2.3.08.30. 
5 .2.3 .08. 3 1. 
5.2.3.08.32. 
5.2.3.08.33. 

- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belaaja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara 
Belanja Modal Pengadaan pe~~wat kargo · 
Bel.anja Modal Pengadaan pesawat pcnumpang 
Belanja Modal Pengadaan pesawat helikopter 
Belanja Modal pesawat pemadam kebakaran 
Belanja Modal Pengadaan pesawat capung 
Belanja Modal Pengadaan pesawat terbang ampibi 
Belanja Modal Pengadaan pesawat terbang la.yang 
Un.tuk pengadaan alat-alat angku.tan udara dokumen 
p ertanggungjawaban sebagai _berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak keti.ga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Sura! Perjanjian f 
· . Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

- Paj ak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 
Belanja Modal Pengadaan mesin las 
Belanja Modal Pengadaan mesin bubut 
Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak 
Belanja Modal Pengadaan mesin kompresor 
Belanja Modal Pengadaan Masker 
BeJanja Modal Pengadaan Kampak 
Belanja Modal Pengadaan DAP / Pem b agi Air 
Belanja Modal Pengadaan Selang 
Belanja ModaJ Pengadaan Gerindra 
Belanja Modal Pengadaan Steam 
Belanja Modal Pengadaan Al.at-alat Bengkel Otomotif 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam 
Terpasang pada Pondasi 
Belanja Modal Pengadaan Perka ka s Konst.ruksi Logam yang 
Berpindali 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Beng.kel Service 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin 
Belanja Modal Pengadaan Pcrkakas Bengkel Kayu 
Bclanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las 
Bclanja Modal Pcngadaan Perkakas Pabrik Es 
Bclanja Modal Pengactaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 
Belanj-1 Modal Pcngadaan Perkakas Bengkel Service 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khus us (Special Tool) 
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tuka ng-tukang Besi 
Bela nja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu 
Bela nja Modal Pengadaan Peralatan Tukang kulit 
Bel.anja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip dan Feting 
Bela nja Modal Pengadaan Inverter 
Un.tuk p engadaan alat-alat bengkel dolcrlmen pertanggung -
jawaban sebagai berikv.t : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
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5.2. 3.09. 

5.2.3 .09.01. 
5.2.3.09.02. 
5.2.3.09.03. 
5.2.3 .09.04. 
5 .2 .3.09.05 . 
5.2.3.09.06. 
5.2.3 .09.07. 
5.2.3.09.08. 
5.2. 3 .09.09. 
5 .2 .3.09. 10. 
S. 2 . 3 . 09 .11. 
5.2 . .3.09.12. 
5 .2 .3.09.13. 
5.2.3.09.14. 

5.2.3.09. 15. 
5.2.3.09.16. 
5 .2.3.09.1 7. 
5 .2.3.09.18. 
5. 2.3 .09.19 . 
5.2.3.09 .20. 
5.2.3 .09.21. 
5.2.3.09.22 . 
5.2.3.09.23. 

5.2. 3. 10. 
5.2.3. 10.01. 
5.2.3. 10.02. 
5.2.3 .10.03. 
5 .2.3. 10.04 . 
5.2.3 .10.05 . 
5.2.3 . 10 .06. 
5 .2 .3. 10.07. 
5.2.3.10.08. 
5 .2.3 . 10.09. 
5 .2.3.1 0 . 10. 
5,2.3 .10.11. 
5.2.3.10 . 12 
5 .2.3. 10. 16. 
5 .2 .3 . 10.17. 
5 .2.3. l 0 . 18 . 
5.2.3. 10.19. 
5.2 .3.10.26. 
5.2 .3 .10.27. 
5.2.3 .10.28. 

__,._. ··-·•·- --• .... _ ........ 

- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Paj ak / Bukti pembayaran paj ak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat P.engolahan Pertanian 
dan Petemakan 
Belanja Modal Pengadaan penggiling basil pertanian 
Belanja Modal Pengadaan alat pengering gabah 
Belanja Modal Pengadaan mesin bajak 
Belanja Modal Pengadaan alat penetas 
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Pertanian 
Belanja Modal Pengadaan alat alat perikanan 
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Peternakan 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Samak Kulit 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering Centrifugar 
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian Lainnya 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 
Belanja Modal Pengadaan A.lat Panen/Pengolahan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan 
Pertanian . 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 
Belanja Modal Pengadaan Alat Procesing . 
Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen 
Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 
Belanja Modal Pengadaan Alat Panen 
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 
Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan 
Untuk pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan petemakan 
dokumen. pertanggu.ngjawaban sebagai beriku.t : 

- SU.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanfian )2 

Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal :Pengadaan Peralatan Kantor 
Belanja Modal Pcngadaan mesin tik 
Bela nja Modal Pengadaan mesin hitung 
Belanja Modal Pengadaan mesin stensil 
Belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy 
Belanja Modal Pengadaan mesin cetak 
Belanja Modal Pengadaan mesin jilid . 
Belanja Moda l Pengadaan mesin potong kertas 
Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas 
Belanja Modal Pengadaan papan tulis elektronik 
Belanja Modal Pengadaan papan visual elektronik 
Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakarn.n 
Bela nja Modal Pengadaan Genset 
Belanja Pengadaan Pera latan SAR 
Belanja Modal Pengadaan AC 
Belanja Modal Pengadaan Proyektor dan Perlengkapannya 
Bela nja Modal Pengadaan OHP dan perlengkapannya 
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda ) 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating 
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai Sidik Jari 
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5.':t3. 11. 
5.:2.3.1 1.0 I . 
5.2.3. 11.02. 
S.2.3.11.03. 
5. 2.3. 1 1.04. 
5 .2.3. I 1.05. 
5.2.3. 11 .06. 
5.2.3. 1 1.07. 
5.2.3.11 .08. 
5.2.3. 11 .09 . 
5.:2.3. I 1. 10. 
5.'.2.3.11.11. 
5.2.3.11.12. 
5.:2.3. I 1. 13. 
5 .2.3. 11.14. 
5.2.3.11. 15. 
5 .2.3. 11.16. 
5.2.3.11.17. 
5.2.3. I 1. 18. 
5.2.3.11.19. 
5.2.3. l 1.20. 

5.2.3.12. 
5.2.3.12.01. 
5.2.3.12.02. 
5.2.3.12.03. 
5.2.3.12.04. 
5.2.3.12.05. 
5.2.3.12.06. 
5.2.3.12.07. 
5.2.3.12.08. 
5.2.3.12.09. 
5.2.3.12.10. 
5.2.3.12.11. 
5.2.3.12.12. 
5.2.3.12.13. 
5.2.3.12.14. 

Un"tuk pengadaan peralatan kantor dokumen 
pertanggu.ngjawaban sebagai berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
- Berita Acara dari Pej abat Penerima / Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 
Belanja Modal Pengadaan meja ga mbar 
Bela nja Modal Pengadaan almari 
Belanja Modal Pengadaan brankas 
Bela nja Modal Pengadaan filling kabinet 
Belanja Modal Pengadaan white board 
Belanja Modal Pcngadaan penunjuk wa~tu 
Bela nja Modal Pengadaan Pengaman Kantor 
Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul Umbul 
Belan_ja Modal Pengadaan Gorden 
Bela·nja Modal Pengadaan Sarung Kursi 
Bela nja Modal Pengadaan Karpet 
Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur 
Belanja Modal Pengadaan Mobile Filling . 
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja 
Belanja Modal Pengadaan Running Text 
Belanja Modal Pengadaan Pallet 
Bela nja Modal Kaea Pembesar 
Belanja Modal Tenda 
Belanja Modal Pengadaan Tangga 
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 
Untuk pengadaan perlengkapan kantor dokumen 
pertanggu.ngjawaban sebagai berikut : 

Surat .Bu.kti Pengeluaran I BKP 
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja /. Surat Perjanjian )2 
-, Berita Acara dari Pejaba.t Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Komputer 
Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/ server 
Belanja Modal Pengadaan komputer/PC 
Belanja Modal Pengadaan note book 
Belanja Modal Pengadaan printer 
Be1anja Modal Pengadaan scaner 
Belanja Modal Pengadaan monitor/ display .. 
Belanja Modal Pengadaan CPU 
Bela~ja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 
Belanja Modal Pengadaan kel~ngka.pan komputer 
Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 
Belanja Modal Pengadaan software/sistem aplikasi komputer 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 
Belanja Modal Pengadaan Rack Seiver 
Belanja Modal Pengadaan Hard Disk External 
Un"tuk pengadaan komputer dokumen pertanggungjawaban 
sebagai berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
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5.2.3.13. 
5.2.3.13.01. 
5.2.3.13.02. 
5.2.3.13.03. 
5.2.3.13.04. 
5.2.3.13.05. 
5.2.3. 13.06. 
5.2.3.13.07. 
5.2.3. 13.08. 
5.2.3. 13. 10. 
5.2.3.13.11. 
5.2.3.13.12. 
5.2.3.13.13. 
5.2.3 .13.14. 
5 .2 .3.13.16. 
5.2.3.1 3.17. 
5 .2. 3'. 13.18. 
5.2.3.1 3.19. 
5.2.3.13.20. 
5.2. 3. 1.3.22. 
5 .2.3.13.23. 

5.2.3.14. 
5.2.3. 14.01. 
5.2. 3. 14.02. 
5.2.3. 14.03. 
5.2.3. 14.04. 
5.2.3.14.05. 
5.2.3.14.06. 
5.2.3 .14.07. 

5.2.3. 14.08. 
5.2.3.14.0 9. 
5 .2.3.14.10. 
5 .2.3.14.11. 
5.2.3.14. 12. 

5.2.3. 15. 
5.2.3. 15.01. 
5.2.3 .15.02. 
5.2.3.15.03. 

- Pajak I Bukti pembayar_an pajak 

Belanja Modal Pengadaan mebelair 
Belanja Modal Pengadaan meja kerja 
Belanja Modal Pengadaan meja rapat 
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 
Belanja Modal Pengadaan kut;si kerja 
Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 
Belanja Modal Pengadaari Kursi Makan 
Belanja Modal Pengadaan tempat tidur 
Belanja Modal Pengadaan sofa 
Belanja Modal pengadaan meja komputer 
Belanja Modal Pengadaan Buffet 
Belanja Modal Pengadaan Podium 
Belanja Modal Pengadaan Rak 
I3elanja Modal Pengadaan Papan Preparat 
Belanja Modal Pengadaan kursi sekolah 
Belanja Modal Pengadaan meja sekolah 
Bela nja Modal Pengadaan kursi tamu 
Belanja Modal Pengadaan meja tamu 
Belanja Modal pengadaan meubelair Sekolah 
Belanja Modal pengadaan meubelair Kantor' 
Belanja Modal pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 
Untuk pengadaan mebeler dokumen pertanggungjawaban 
sebagaiberikut : 

- SU.rat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota I Kwitansi dari. Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 

- SUrat Perintah Ke,ja / Surat Pe,janjian )2 
- B erita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
• Pajak I Bukti p embayaran pajak · · 

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 
Belanja Modal Pengadaan tabung gas 
Belanja Modal Pengadaan kompor gas 
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan 
Bela nja Modal Pengadaan dispenser 
Belanja Modal Pengadaan kulkas 
Belanja Modal Pengadaan rak piring 
Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / 
sendok / garpu / pisa u 
Belanja Modal Pengadaan Tempat Bahan Makanan 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak 
Bel.a.nja Modal Pengadaan Mesin Cuci 
Belanja Modal Pengadaan rice cooker 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan J emuran 
Untuk pen.gadaan peralatan dapur dokumen 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian 'f 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak/ Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 
Belanja Modal Pengadaan lampu hias 
Belanja Modal Pengadaan ja m dinding/meja 
Belanja Modal Pengadaan Pengias Ruangan 

" I ' 
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5.2.3.16. 
5.2.3.16.01. 
5.2.3.16.02. 
5.2.3.16.03. 
5.2.3.16.05. 
5.2.3.16.06. 
5.2.3.16.07. 
5.2.3.16. 08. 
5.2.3.16.09. 
5.2.3.16.10. 
5.2.3.16.11. 
5.2.3.16.13. 
5. 2.3.16.14. 
5.2.3.16.15. 
5.2.3.16.16. 

5.2.3.17. 
5.2.3.17.01. 
5.2.3.17.02. 
5.2.3.17.03. 
5.'.2.3.17.04. 
5.2.3.17 .05. 
5. 2. 3. 1 7. 06. 
5.2.3.17 .07. 
5.2.3. 17 .08. 
5.2.3.17 09. 

5.2.3.17.10. 
5.2.3. 17. 11. 
5.2.3. 17.14 

5.2.3.17.15. 
5.'2.3. 17. 16. 
5.2.3. 17.17. 
5 .2.3. 17. 18. 
5.2.3.17. 19. 
5.2.3.17.20. 
5.2.3.17.21. 
5.2.3.17.22. 
5.2.3.17.23. 
5.2.3.17.24. 
5.2.3.17.25. 
5.2.3.17.26. 

Untuk pengadaan penghias · ruangan ru.mah tangga doku.men 
pertanggungjawaban sebagai beriku.t : 

Surat Bukti Pen.geluaran I BKP 
- Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bti.kti Pembelian )1 
- .Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
- Berita" Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 
Belanja Modal Pengadaan kamera 
Be1anja Modal Pengadaan handycam 
BeJa.nja Modal Pengadaan proyektor 
Belanja Modal Pengandaan Mokrofon 
Belanja Modal Pengadaan televisi 
Belanja Modal Pengadaan Digital / Reciever 
Belanja Modal Pengadaan Megapon 
Belanja Modal Penge.daan tape recorder/VCD player/DVD p1ayer 
Belanja Modal Pengadaan sound system 
Belanja Modal Pengadaan Layar / Screen 
Belanja Modal Pengadaan wireless 
Belanja Modal Pengadaan Parabola Set 
Pengadaan Confrence System Ultro 
Belanja Modal Pengadaan Drone 
Untuk pengadaan alat-alat studio dokumen pertanggungjawaban 
sebagai be1ikut : 

- Surat Bukti Pengelu.aran I BKP 
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Su.rat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 
Belanja Modal Pengadaan telepon 
Belanja Modal Pengadaan faximili 
Belanja Modal Pengadaan radio SSB 
Belanja Modal Pengadaan radio HF /FM {Handy Talkie) 
Belanja Modal Pengadaan radio VHF 
Belanja Modal Pengadaan radio UHF 
Belanja Modal Pengadaan alat sandi 
Belanja Modal Pengadaan telepon seluler 
Belanja Modal Pengadaan KIE KIT Pendidikan dan 
Kependudukan 
Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman 
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho 
Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan 
Perl~ngkapannya 
Belanja Modal Pengadaan Pesawat Rig 
Belanja Modal Pengadaan alat Komunikasi Sosial 
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF /MW 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancru· VHF/ FM 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene.MF/MW 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene HF/ SW 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene VHF /FM 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene UHF 

' ,K·I'-~~ A 4 •• •.· 
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5.2.3.17.27. 
5.2.3.17.28. 
5.2.3.17.29. 
5.2.3.17.30. 
5.2.3.17.31. 
5.2.3.17.32. 
5.2.3.17.33. 
5.2.3.17.34. 
5.2.3.17.35. 
5.2.3.17.36. 
5.2.3.17.37. 
5.2.3.17.38. 
5.2.3.17.39. 
5.2.3.17.40. 
5.2.3.17.41. 

5.2.3.18. 
5.2.3.18.01. 
5.2.3.18.02. 
5.2.3.18.03. 
5.2.3.18.04. 
5.2.3.18.05. 
5.2.3.18.06. 
5.2.3.18.07. 
5.2.3.18.08. 
5.2.3.18.09. 
5.2.3.18.10. 
5.2.3.18.11. 
5.2.3.18.12. 
5.2.3.18.13. 
5.2.3.18.14. 
5.2.3.18.15. 
5.2.3.18.16. 
5.2.3.18.17. 
5.2.3.18.18. 
5.2.3.18.19. 
5.2.3.18.20. 
5.2.3.18.21. 
5.2.3.18.22. 
5.2.3.18.23. 
5.2.3.18.24. 
5.2.3. 18.25. 
5.2.3.18.26. 
5.2.3.18.27. 
5.2.3.18.28. 
5:2.J.1s.29_ 
5.2.3.18.30. 

Belanja Modal Pengadaan Peralat.an Antene SHF /Parabola 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF /VHF 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF /UHF 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF /UHF 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF /VHF 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU 
Bclanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial 
Belanja Modal Pengadaan Pera.la.tan Microvawe TYRO 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load 
Belanja Modal Pengadaan Switcher Antena 
Belarija Modal Pengadaan Switcher/ Menara· Antena 
Belanja Modal Pengadaan Feeder 
Belanja Modal Pengadaan Humitity Control 
Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF 
Untl.-':k pengadaan alat-alat komunikasi dokumen 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

5'..irat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pi,hak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 

- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayar-an pajak 

Belanja Modal Pengadaan Al~t•alat Ukur 
Belanja Modal Pengadaan timbangan 
Belanja Modal Pengadaan teodolite 
Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi 
Belanja Modal Pengadaan alat GPS 
Belanja Modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 
Belanja Modal Pengadaan bejana ukur 
Belanja Modal Pengadaan barometer 
Belanja Modal Pengadaan seismograph 
Belanja Modal Pengadaan ultrasonograph. 
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan Meteran 
Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air 
Belanja Modal Pengadaan termometer · · 
Belanja Modal Pengadaan stopwatch 
Belanja Modal Pengadaan alat ukur universal 
Belanja Modal Pengadaan alat.ukur/test intelegensia 
Belanja Modal Pengadaan alat ukur/test alat kepribadian 
Belanja Modal Pengadaan alat ukur / test klinis la'in 
Belanja Modal Pengadaan alat calibrasi 
Belanja Modal Pengadaan oscilloscope 
Belanja Modal Pengadaan universal tester 
Bel.anja Modal Pengadaan alat ukur / pembanding 
Belanja Modal Pengadaan alat ukur la'innya 
Belanja Modal Pengadaan alat timbangan/blora 
Belanja Modal Pengadaan anak timbangan/biasa 
Belanja Modal Pcngadaan takaran kering 
Belanja Modal Pengadaan takaran bahan bangunan 2 HL 
Belanja Modal Pengadaan takaran latex/ getah susu 
Belanja Modal Pengadaan gelas takar berbagai capasitas 
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kekerasan Beton/Hammer 
Tes 
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5.2. 3 .10. 
5 .2 .3 . 19.0 1. 
5 .2 .3. 19.02. 
5.-2.3.19.03. 
5 .2.3.19.04. 
5.2. 3.19.05. 
5.2 .3. I 9.06. 
5 .2. 3 . 19 .07. 

5. 2.3. 19.08. 

5. 2. 3. 1 9. 09 . 
5.2.3 . 19. 10. 
5 .2.3. 19. 11. 
5 .2 .3.1 9. 12 . 
5.2.3. 19. 13. 
5.2.3. 19. 14. 
S .'2.3. 19.15. 
5 .2.3.19.16. 
5.2.3 .19. 17. 
5.2.3. 19.18. 
5.2.3. 19. 19. 
5 .2.3.19.20. 
5 .2.3.19. 21. 
5.2.3.19.22. 
5.2.3.19.23. 

5 .2.3. 1.9.24. 
5.2.3.19.25. 
5.2.3.19.26. 
5.2.3.19.27. 
5.2.3.19.28. 
5 .2 .3.19.29. 
5.2.3.19.30. 
5 .2.3.19.31. 
5.2.3.19.32. 

5.2.3.2 0. 
5.2.3.20.0 1. 
5.2.3.20.02. 

5.2.3.20.03. 
5.'2.3. 20 .04. 

Untuk pengadaan alat-alat ukur dokumen pertanggungjawaban 
sebagaiberikut: 

- Surat Bukti Pen.geluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga l Bukti Pembelian )1 

Su.rat Perintah Kerja I Su.rat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja l\'lodal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran u mum 
Belanja Moda l Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 
Bclanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 
Belanja Modal Pengadaan alat~alat kedokteran mata 
BelanJa Modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 
Belanja Moda l Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan 
penyalot kandungan 
Belanja Modal Pengadaan a lat-alat ~edokteran kulit dan 
kelamin 
Bclanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi 
Belanja Modal Pengadaan alat-aiat kedokteran neurologi 
Bela nja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat fannasi 
Belanja Moda l Pengadaan alat-alat penyakit dala m/ intemis 
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Fisioterapi 
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Perlengkapan Kedokteran 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Radiologi 
Belanja Modal Sarana Pelayanan KB 
Belanja Moda l Pengadaan PeraJatan Incenelator 
Belanja Modal Pengadaan Alat Rontgen 
Belanja Modal Pengadaan Mortuary 
Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set 
Belanja Modal Pengadaan alat Kedokteran Penderita cacat 
tubuh . ' 
Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran jantung 
Belanja Modal Pengadaan ala:t kedokteran nuklir 
Belanja Modal Pengadaan alat,kedokteran gawat darurat 
Belanja Modal Pengadaan alat ,kedokteran jiwa 
Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan perawatan 
Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan rehabilitasi medis 
Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan matra laut 
Belanja Modal Pen gE.daan alat kesehatan matra udara 
Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan Kcdokteran Kepolisian 
Untu.k pengadaan alat-alat kedokteran dokumen 
perlanggungjawaban sebagai berikut : 

- Surat I;Jukti Pengeluaran. I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja / Sµrat Perjanji.an )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Bclanja Modal Pcngadaaii Alat•alat Laboratorium 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium 
fisika/ geologi/ geodesi . , 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 
Belanja Moda l Pengadaan a lat-alat laboratorium pertanian 
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5.2.3.20.05. 
5.2.3.20.06. 
5.2.3.20.07. 
5.2.3.20.08. 
5.2.3.20.09. 
5.2.3.20.10. 
5.2.3.20.11. 
5.2.3.20.12. 
5.2.3.20.13. 
5.2.3.20.14. 
5.2.3.20.15. 
5 .2.3.20.16. 
5.2.3.20.17. 

5 .2.3.20.18. 
5.2.3.20.19. 

5.2.3.20.20. 
5.2.3.20.21. 

5.2.3.20.22. 

5.2.3.20.23. 
5 .2.3.20.24. 
5.2.3.20.25. 
5.2.3.20.26. 
s ·:2.3.20. 21. 
5 .2.3.20.28. 
5.2.3.20.29. 
5.2.3.20.30. 
5.2.3.20.3 1. 
5.2.3.20.32. 
5.2.3.20.33. 
5.2.3.20.34. 

5.2 .3.20.35. 
5.2.3.20.36. 
5.2.3.20.37. 
5.2.3.20.38. 
5 .2.3.20.39. 
5.2.3.20 .40. 
5.2.3.20.41. 

5 .2 .3.20.42. 

5 .2.3.20.43. 
5 .2.3.20.44. 
5.:2.3.20.45. 

5.2.3.20.46. 

5.2.3.20.47. 
5.2.3.20.48. 

5.2.3.20.49. 

5.2.3.20 .50. 

Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan 
Belanja Modal Pengadaan. alat-alat laboratorium perkebunan 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium La.innya 
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Komputer 
Belanja. Modal Pengadaan AJat Laboratorium Kimia. Air 
Belanja Modal Pengadaan Alaf Laboratorium Microbiologi 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratoriuin Buatan/ Geologi 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan 
Bangunan/Konstruksi · 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia 
Belanja Modal Pengadaan Alat La.boratorium Mekanik Tanah 
dan Batuan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, 
Listrik 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, 
Listrik A 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A 
Belanja Modal Pengadaan Alat La.boratorium Kedokteran 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 
Belanja Modal Peng~daan Alat Laboratorium Microbiologi A 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi 
Bela~ja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 
Bela nja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Film 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Ma kanan 
Belanja Modal Pengadaan Alat La boratorium St.andarisasi, 
Kalibrasi dan Instrumentasi 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratotium Hidrodinamika 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi 
Belanja Modcl Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir 
Bela nja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan 
Cetakan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratotjum Proses Pembuatan 
Pola 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium MetaJography 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses 
Pengelasan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Labora torium Proses Pem buatan 
Logam 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan 
Logam 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan 
Panas 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi 
Textil 
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5.2.3 .2 0.51. 
5.2.3.20.52. 

5 .2 .3.20.53. 

5.2.3.20.54. 

5.2.3.20.55. 
5.2.3 .20.56. 

5.2.3. 20.57. 
5.2.3.20.58. 
5.2.3.20.59. 
5.2.3.20.60. 

5 .2.3. 20.61. 
5.2.3.20.62. 

5.2.3.20.63. 
5.2.3.20.64. 

5.2.3.20.65. 
5 .2.3.20.66 . 
5.2.3.20.67. 
5.2.3.20.68. 
5.2.3 .20.69 . 

5.2.3.20.70. 
5.2.3.20.7 1. 
5.2.3.20.72. 
5.2.3.20.73. 
5.2.3.20.74. 

5.2.3.20.75. 

5.2.3.20.76. 

5.2 .. '3 .20.77. 
5.2.3 .:W.78. 

S.2.3.'.20.79. 

5 .:2.3.20.80. 
5.2.3.20.81. 
5.2.3.20.82 . 

5.'2.J. 20.83. 

5.2.3 .20.84. 
5.2 .3 .'20.85. 
5.2.3.20.86. 
5.2.3.20.87. 

5 .2.3.20.88. 
5 .2 .3.20.89. 
5.2.3.20 .90. 
5.2.3.20.91. 
5.2.3.20.92. 

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi 
Keramik 
Belanja Modal Pengadaan AJat Laboratorium Proses Teknologi 
Kulit Karet 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan 
Plasti.k 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi 
Selulosa 
Belanja Modal Pengad.aan Alat Laboratorium Pertanian 
Belanja Modal Pengadaan A.lat Laboratoritim Pertanian A 
Belanja Modal Pengadaan AJa't La.borat.orium Pertanian B 
Belanja Modal Per.;gadaan Alat Laboratorium Elektronika dan 
Daya 
Belanja Modal Pengadaan Ala.t Laboratorium Energi Surya 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara 
dan Biomas 
BeJanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi 
Belanja Modal Pengadaan: Alat Laboratorium Lingkungan 
Perairan 
Belanja Modal Pengada.an Alat Laboratorium Biologi Peralatan 
Belanja Modal Pengad.aan Alat Laboratorium Biologi 
Belanja Modal Pengadaan AlaJ Laboratorium Geofisika 
Belanja Modal Pengadaari Alat Laboratorium Tam bang 
Bel.anja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik 
Kimia 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri 
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 
Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan 
Belanja Modal Pengadaan Laboratoriutn Hematologi & Urinalisis 
Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis 
A 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Bahasa 
lndonesi~ 
Bela nja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi 
Matematika 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi: £PA Dasar 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi IPA 
Lanjutan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi IPA 
Menenga h 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi: IPA Atas 
BelaP..ja Modal Pengadaan Alat Peraga Bid~ng Studi : IPS 
Belanja Modal Pengadaan. Alat Peraga Bidang Studi : Agama 
Islam 
Belanja Modal Pengadaan Ala t Pera&a Bidang Studi 
Ketrampilan 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Kesenian 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi: Olah Raga 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi: PMP 
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang 
Pendidika n / Keterampilan La'in-la'in 
Belanja Modal Pengadaan Analytical instrument 
Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor 
Belanja Modal Pengadaan General La boratocy Tool 
Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A 
Belanja Modal Pengadaan Glassware Plastic/ Utensils 

f Q j.~i~ken;ng belanja dan dokumen penanggungjowaban 47 



5.2.3.20.9 3. 
5 .2.3.20.94. 
5 .2 .3.20.95. 
5.2.3.20.96. 
5.2.3.20.97. 
5.2.3.20.98. 
5.2.3.20.99. 

5 .2.3.21. 
5 .2.3.2 1.01. 
5.2.3.21.02. 
5.2.3.2 1.03. 
5 .2.3.21.04. 
5 .2. 3 .21.05. 
5 .2 .3.2 1.06. 
5.2.3.2 1.07. 
5 .2.3.2 1.08. 
5.2.3.2 1.09. 
5. 2.3.2 1.10. 
5 . 2 .3 .'2. l. l 1. 
5.2.3.21. 12. 
5. 2.3.2 1.13. 
5.2 .3.2 1. 14. 

5 .2 .3. 22. 
5.2.3.22.01. 
5 .2.3.22.02. 
5.2.3.22. 03. 

5.2.3.22.04. 

5.2.3.22.05. 

5.2.3.22 .06. 
5.2.3.22.07. 
5 .2 .3.22.08. 
5.2.3.22.09. 
5.2.3.22.10. 
5.2.3.22.11. 
5 .2.3.22.12. 
5 .2.3.22 .13. 

5 .2.3.22.14. 

Belanja Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment 
Belanja Modal Pengadaan Radiation Detector 
Belanja Modal Pengadaan Modular Counting and Scentific 
Belanja Modal Pengadaan Assembly/ Accounting System 
Belanja Modal Pengadaan Recorder Display 
Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply 
Belanja Modal Pengadaan Me4suring / Testing Device 
Untuk pengadaan . alat-alat laboratorium doku.men 
pertanggu.ngjawaban sebagai berikut: 

- Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran paj ak 

Belanja Modal Pengadaan Konatruksi Jalan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan under pass 
Belanja Modal Pengadaan sarana pra sarana jalan 
Belaja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 
Bela nja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan/Trotoar 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi 
Belanja Modal Pengadaan Jala n Kabupaten/Kota 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Toi 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Kereta 
Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu·Pesawat Terbang 
Untuk pengadaan konstruksi doku.men pertanggungjawaban 
sebagai beriku.t: 

Su.rat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitan..si dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )! 
Surat Perintah Ker.fa I Surat Perjanjian )2 

- Berita A cara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jembatan 
Belanja Moda l Pengadaan konstruksi jembatan gantung 
Belanja Modal Pengadaan konstntksi jembatan pontoon 
Belanja Moda l Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan 
orang 
Belanja Moda l Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan 
diatas air 
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapa! 
Nelayan 
Belanja Modal Pengadaan Jemuatan Negara/Nasiona l 
Belanja Moda l Pengadaan Jembat.an Propinsi 
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kot.a 
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus 
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol 
Belanja Modal Peng[)_daan Jembatan Pada Jalan Kereta Api 
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu 
Pesawat Terbang 
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan 
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5.2.3. :23. 
5.2.3.:23.01. 
S.2.3. 2:3. 02. 
5.2.3 .23.03. 
5.2.3.23.04. 
5.2.3.23.05. 
5.2.3.23.06. 

5.2.3.23.07. 
5.2.3.23.08. 
5 .2.3.23.09. 
5.2.3.23.10. 
5.2.3. 23. 11. 
5.2.3.23. 12. 
5.2.3.23.13. 
5.2.3.23. 14. 
5.2.3.23.15. 
5.2.3 .23.16. 
5.2.3.23.17. 
5.2.3.23. 18. 
5.2.3.23. 19. 
5.2.3.23.20. 
5.2.3.23.21. 
5.2.3.23.22. 
5.2.3.23.23. 
5 .2.3.23.24. 
5 .2.3.23.25. 
s :2.3.23.26. 
5.2.3.23.27. 

5 .2.3.23.28. 

5.2.3.23.29. 
5.2.3.23.30. 
S.2.3 .23.31. 
5.2.3.23.32. 
5.2.3.23.33. 

5.2.3.23.34. 

5.2.3. 23.35. 

5.2.3.23.36. 
5.2.3.23.37. 

:'5.2 .3.23.J8. 

5 .2.3 .'23.39. 

. ...-.-,-. 

Untuk pengadaan konstruksi · jembatan dokumen 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak keti'.ga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 
Belanja Modal Pen gadaan konstruks i bendungan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi waduk 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 
Belanja Moda l Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah 
Belanja Moda l Pengadaan koris truksi jaringan irigasi 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi je.ringan air bersih/ air 
minum 
Belanja Modal Pengadaan kons tru.ksi reservoir 
Belanja Moda l Pengadaan konstruksi pintu.air 
Belanja Modal Pengadaan Titilc Air 
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengaman Pan tai 
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sungai 
Belanja Modal Pengadaan K0ntuksi Jaringan Drainase 
Belanja Moda l Pengadaan Konstruksi MCK ++ Masyarakat 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi 
Belanja Moda l Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa lrigasi 
Be4lnja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi 
Belanja Modal Pengadaan B,angunan Waduk All' Pasang Surut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Swut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Peleng.kap Pasang Surut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Smut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan 
Poder 
Belanja Modal Per:igadaan Bangunan Pengembalian Pasang 
Rawa 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pcmbuang Pasang Rawa 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengem bangan 
Rawa 
Belanja Moda l Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan 
Sungai 
Bclanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan 
Sungai 
Belanja Modal Pengadaan 8811gtman Pembuang Pengaman 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengarnan 
Sungai 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaroan Pengamanan 
Sungai 
Belanja Moda l Pengadaa n Bangunan Pelengkap Pengamanan 
Sungai 
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5.2.3.23.40. 

5 .2.3.23.41. 

5.2 .3 .23.42. 

5.2.3.23.43. 

5 . 2 .3, 23.44. 

5.2.3. :23.45. 

5 .2 .3.23 .46. 
5.2.3 .23.47. 

5. 2 .3.23 .48. 
5.2.3.23.49. 

5.2.3.23.50. 

5.2.3.23.51. 
5.2.3.23.52. 
5.2.3.23.53. 
5 .2.3.23.54. 
5 .2.3.23 .55. 
5 .2.3.23.56. 
5.2.3.23.57. 
5.2.3.23 .58. 
5.2.3.23.59. 
5. 2 .3. 23.60. 
5.2.3.23.61. 
5 .2.3.23.62. 
5.2.3.23.63. 
5.2.3.23.64. 
5.2.3.23.65. 
5.2.3.23.66. 
5 .2 .. 3.23.67. 
5.2.3.23.68. 
5.2.3.23.69. 

5.2.3.24. 

5.2.3.24.01. 
5 .2 .3. 24.02. 
5 .2.3.24.03. 
5.2.3.24.04. 
5. '.2.3.:?.4.05. 
5 .2.3.24.06. 

. 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan 
Sumber Air 
Belanja Modal Pengadaan Bang11nan Pengam bilan 
Pengembangan Sumber Air 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan 
Sumber Air 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan 
Sumber Air 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan 
Pengembangan Sumber Air 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan 
Sumher Air 
Belanja Modal Pengadaan Waduk Air Bersih/ Air Baku 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air 
Bersih/Baku 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pcmbuang Air Bersih/ Air 
Baku·· 
Belanja Modal Pengadaan Banguna n Pelengkap Air Bersih/ Air 
Baku 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Wadu.k Air Kotor 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Laut 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 
Belanja Modal Pengadaan Air Muka Tanah 
Bela~ja Modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air 
Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dalaln 
Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dangkal 
Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/ Air Baku La'innya 
Belanja Modal Pengadaan lnstalasi Air Kotor 
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri 
Belanja Modal Pengadaan Instala.si Air Buangan Perta.nian 
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pembawa 
Belanja Modal Pengadaan Jaringan lnduk Distribusi 
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi 
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah 
Untuk pengadaan konstroksi jaringan air doku.m.en 
pertanggungjawaban sebagai beriku.t: 

Surat Bu.kti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak / Bukti pembayaran pajak 

.. 
Belanja Modal Pengadaan Penerangao Jalan, Taman dan 
Hutan Kota 
Belanja Modal Pengada.an Jampu hias jalan 
Belanja Modal Pengadaan lampu bias tam.an 
Belanja Modal Pengadaan lampu penerang hutan kota 
Belanja Modal Pengadaan lampu jalan 
Belanja Moda l Pengandaan Taman dan Tanaman Pelindung 
Belanja Modal Pengadaan Pengantian Kwh Meter 
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. ' 

S.2.3.25. 
5 .2.3.25.01. 
5 .2.3.25.02. 
5.2.3 .25.03. 

5.2.3 .26. 
5.2.3.26.01. 
5 .2.3. 26.02. 
5 ,2.3.26.03. 
5 .2 .J. 2(>.04. 
S.2. 3.26.05. 
5.2.3.26.06. 
5 .2.3.26.07. 
5.2.3.26.08 . 
5. 2 ,3.:26.09. 

5.2.3.26 .10. 
5 .'.2 .3.26. 11. 
5.2.3.26. 12. 
5.2.3.26. 13. 
5.2.3.26.14. 
5.2.3. 2() .15. 
5.2.3.26. 16. 
5.2.3.26.17. 

5.2.3.26. 18. 
5.:.2.3.26. 19. 

5.2.3.26.20. 

5 .2.3.26.21. 
5.2.3.26.22. 
S.2.3.'.26.23. 
5.2.3.26.24. 

5.2.3.26.25. 
5.2.3.26.26. 
5.2.3.26.28. 
5 .2.3.26.29. 
5.2.3.26.30. 
5 .2.3.26.31. 
5.2.3.26.32. 

Untuk pengadaan penerangan jalan, tam.an dan hutan kota 
dokumen pe-rtanggungjawaban sebagai berikut : 

· Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
- S-.irat Perintah Ke,ja / Surat Perjanjian }2 

Berita Acara dari Pejabat Pen.erima / Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Iutalasl Listrik dan Telepon 
Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik 
Belanja Modal Pengadaan instalasi telepon 
Belanja Modal pengadaan Instalasi jaringan internet 
Untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dokumen 
p ertanggunqjawaban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian 'f 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung kantor 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi rumah jabatan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi rumah dinas 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung gudang 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan bersejarah 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan monumen 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi Gurang Perikanan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi Pengadaan Tempat 
Pembuangan Sampah 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi Bangunan Taman 
Belanja Modal Pengadaim_kons truksi bangunan Pasa r 
Belanja Moda l Pengadaan kon.struksi Tempat Ibadah 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Wisata 
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Pelelanga n Ikan 
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar 
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Sekolah 
Belanja Modal Pengadaan Kontru.ksi/Bangunan Pengolahan 
Sa mpah · 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedu·ng termina l 
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Pelabuhan/ 
Dermaga 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung tempat pelcla ngan 
ika n 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pasar 
Belanja Modal Pengadaan koD:struksigedung pusat perdagangan 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi taman 
Belanja Modal Pengadaan konstru.ksi gedung pusat hiburan rakyat · 
Belanja Modal Pengadaan kon:struksi gedung sarana ibadah 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana olahraga 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung asrama 
Belanja Modal Pengadaan ko'n.struksi gedung sarana industri 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung SMP / sederajat 
Bela.nja Modal Pengadaan konstn1ksi gedung SMU / sederajat 
Be1anja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pendidikan tinggi 

~ ~ ~ ~kening be/anj a dan dokumen pertanggungjawaban 
~ /Ir I . 
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5.2.3.26.33. 

5 .2 .3.26.34. 
5.2.3.26.35. 
5.2.3 .26.36. 
5.2.3.26.37. 
5.2.3 .26.38. 
5.2.3.26.39. 
5.2.3.26.40. 
5.2.3.26.41. 
5.2.3.26.42. 
5.2.3.26.43. 
5.2.3.26.44. 
5.2.3 .:26.45. 
5.2.3.26.46 . 

5.2.3.26.47. 
5.2.3.26.48. 
5.2.3.26.49. 

5.2.3.26.50. 
5.2.3.26.51. 
5.2.3.26.52. 
5 .2.3.26.53 . 
5 .2 .3.26.54. 
5.2.3.26.55. 
5 .2.3.26.57. 
5 .2.3.26 .58. 
5.2.3.26.59. 

5.2.3.26.60. 

5.2.3.26.61. 
5.2.3.26.62. 
5 .2.3.26.63. 

5 .2.3.26 .64. 

5,2.3.26.65. 
5.2.3.26.66. 
5.2.3.26.67. 
5.2.3.26.68. 

5.2.3.26 .69. 

5.2.3.26.70. 
5.2.3.26. 71. 
5.2.3.26.72. 
5.2.3.26. 73. 
5 .2.3.26.74 . 
5.2.3.26. 75. 
5.2.3.26. 76. 
5.2.3.26.77. 
5.2.3.26. 78. 
5 .2.3.26.79. 
5.2.3.26.80. 
5.2.3.26.81. 
5.2.3.26.82. 

Belanja ModaJ Pengadaan konstruksi gedung sarana pendidikan 
luar biasa 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung diklat/kursus 
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung panti asuhan 
Belattja Modal Pengadaan konstruksi dermaga 
Belanja ModaJ Pengadaan konstruksi gedung pantijompo 
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Garasi 
Belanja Pengadaan Petak Contoh Konservasi 
Belanja Moda l Pembangunan Rumah Genset 
Belanja Modal Pengadaan Plapg . 
Belanja Modal Pengadaan Bartgunan Gudang Untuk Bengkel 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan 
Oceanarium / Opservatorium 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 
Belanja Modal Pengadaan ' Bangunan Gedung Pemotongan 
Hewan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Temak 
Belanja Modal Pengadaar.i B~gunan Gedung Perpustakaan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelai.kan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai 
Hewan 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lai'nnya 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I 
Belanja Moda l Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II 
Belanja Moda l Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan 
I1J 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/ Wisma/Bungalow/ 
Teqipat Peristiraha tan 
Belanja Moda l Pengadaan Bangunan Hotel 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Motel 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Flat/Ru.mah Susun 
Belanja Moda l Pengadaan Bangunan Menara Pera.mbuan 
Penera.ng Pantai 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan 
Pantai Tidak Bermenara 
Belanja Modal Pengadaan Banguna n Menara Telekomunika si 
Belanja Modal Pengadaan lstap.a. Peringatan 
Belanja Modal Pengadaan Rumah Adat 
Belanja Modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah 
Belanja Modal Pengadaan Makam Sejarah 
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah 
Belanja Modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan 
Belanja Modal Pengadaan Tugu Pero bangunan 
Belanja Moda l Pengadaan Tugu Peringatan La i'nnya 
Belanja Modal Pengadaan Candi Hindhu 
Belanja Modal Pengadaan Candi Bud.ha 
Belanja Modal Pengadaan Candi Lai'nnya 
Belanja Moda l Pengadaan Barigunan Bersejarah lai'nnya 

1· 0 P q, 1,~~}ken;ng belonja don dakumen pe,,;,nggun9iawaban 7 ~1r 1 · 
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5 .2.3.26.83. 
5 .2.3.:26.84. 
5.'.2.3.26.85. 
5.:2.3. '2(>.86. 
5.2.3. 2(,.87 . 
5.2.3. '.26.88. 

5.2.3.26.89. 
5.2.3. 26.90. 
5.2.3.26.9 1. 
5.2.3.26.92. 
5 .2.3.26.93. 
5 .2 .3.26.94. 
5 .'.2.3.26.95. 

5.2.3.27. 
5.2.3.27.01. 
5.2.3.27.02. 
5.2.3 .27.03. 
5.2.3.27.04. 
5.2.3.27.05. 
5 .2 .3.27.06 . 
5 .2.3.27.07. 
5.2.3.27.08. 
5.2.3.27.09. 
5.2.3.27.10. 
5.2.3.27.11. 
5.2.3.27.12. 
5.2.3.27.13. 
5.2.3.27.14. 
5.2.3.27.15. 
5.2.3.27.16. 
5.2.3.27.17. 
5.2.3.27. 18 . 
5.2.3.27.19. 
5.2.3.27 .20. 
5.2.3.2 7 .21. 
5.2.3.27.22. 
5.2.3.27.23. 

5 .2.3.27 .24. 
5.2.3.27.25. 
5.2.3.27.26. 
5.2.3. 27.27. 
5 .2.3.27 .28. 
5.2.3.27.29. 
s: 2 .3.:27.34. 
5.'2.3.27 .35. 
5.2 .3.:.?7.36. 
5.2.3.27.37. 

Bclanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 
Bclanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 
Bclanja Moda l Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 
Behrnja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 
Belanja Modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light 
Bclanja Moda l Pengadaan Visual Approach Slope Indicator 
(VASI) 
Belanja Modal Pengadaan Approach Light 
Bclanja Moda l Pcngadaan Rurowey Identification Light {Rells] 
Belanja Modal Pengadaan Signal 
Belanja Modal Pengadaan Flood Light 
Belanja Modal Pengadaan Prasasti 
Belanja Moda l Pengadaan Nomenkla tur Taman 
Belanja Moda l pengadaan Portal Jalan 
Untuk pengadaan konstruksi/ pembelian · · bangu.nan dokumen 
pertanggungjawaban sebagai berik:ut: · 

Su.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I K w itan.si dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 
Belanja Modal Pengadaan buku matematik:a 
Belanja Moda l Pengadaan buku fisika 
Belanja Modal Pengadaan buku kimia 
Belanja Modal Pengadaan buku biologi 
Belanja Moda l Pengadaan buku biografi 
Belanja Modal Pengadaan buku geografi 
Belanja Moda l Pengadaan buku astronomi 
Belanja Modal Pengadaan buku arkeologi 
Belanja Modal Pengada.an buku bahasa dan sastra 
Belanja Modal Pengadaan bulru keagamaan 
Belanja Modal Pengadaan buku sejarah 
Belanja Modal Pengadaan buku seni dan budaya 
Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 
Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 
Belanja Modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 
Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 
Belanja Modal Pengadaan buku ensiklopedia 
Belanja Modal Pengadaan bulm kamus bahasa 
Belanja Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 
Belanja Modal Pengadaan buku industri dan perdagangan 
Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 
Belanja Modal Pengadaan bulru naskah 
Belanja Moda l Pengadaan, terbitan berkala {jurnal, Compact 
Disk) 
Belanja Modal Pcngadaan mikrofilm 
Belanja Modal Pcngadaan peta./ atlas/globe 
Belanja Modal Pengadaan Buku Mewan1ai 
Belanja Modal Pengadaan Buku Mengenal Huruf 
Belanja Moda l Pengadaan Buku IPA/P.B Sain 
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Alcsara 
Bela nja Moda l Pengadaan Buku Peluang Pariwisata 
BelanjH Modal Pengadaan Bu.ku Perikanan 
Bela nja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 
Belanja Moda l Pengadaan Buku Kewarganegaraan 
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5.2.3.27.38. 

5.2.3.27.39. 
5.2 .3.27.40. 
5. 2 .3. 27.41. 
5.2.3.·,n .42. 
5.2.3. 27.43. 
5 .2.3.27.44. 
5.2.3.27.45. 

5.2.3.27.46. 
5.2.3.27.47. 
5 2.3.27.47. 
5.2.3.27.48. 
5.2.3.27.50. 

5.2.3.28. 

5 .2.3.28.01. 
5.2.3.28.02. 
5.2.3.28.03. 
5.2.3.28.04. 
5.2.3.28.05. 
5.2.3.28.06. 
5.2.3.28.07. 
5.2. 3.28.08. 
5 .2 .3.18 .09. 
5 .2.3 .28.10. 
5.2.3.28.11. 
5 .2.3.28.12. 

5.2. 3.29. 
5.2.3.29.01. 
5.2.3.29.02. 
5.2.3.29.03. 
5.2.3.29.04. 
5.2.3.29.05. 
5.2.3.29.06. 
5 .2.3.29 .07. 
5.2.3.29.08. 
5.2.3.29.09. 
5 .2.3 .29.10. 
5.2.3 .29.11. 
5.2. 3.29.12. 

Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Jasmani. Olah Raga 
dan Kesehatan 
Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran 
Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkal~ 
Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan 
Belanja Modal Pengadaan Naskah (Manuskrip) 
Belanja Modal Pengadaan Musil{ 
Belanja Modal Pengadaan Kacya Grafika. (Graphic Material) 
Belanja Modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and 
Realita . 
Belanja Modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform) 
Belanja Modal Pengadaan Rekaman Suara 
Belanja Modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files) 
Bela nja Modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video 
Belanja Modal Pengadaan Tarscalt 
Untuk pengadaan buku./ kepustakaan doku.men 
pertanggu.ngjawaban sebagai beriku.t : 

- SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I K w itansi dari Pihak ketiga I Bu.kti Pembelian )1 
- SU.rat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara (iari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bu.kti p embayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, 
Kebudayaan 
Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto 
Belanja Modal Pengadaan patung 
Belanja Modal Pengadaan ukiran 
Belanja Modal Pengadaan pahatan 
Belanja Modal Pengadaan batu alam 
Belanja Modal Pengadaan maket/ miniatur / diorama 
Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga 
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian 
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga 
Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan 
Belanja Modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah 
Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan 
Untu.k pengadaan barang , bercorak kesenian, k ebudayaan 
dokumen pertanggungjawab~ sebagai berikut : 

- SU.rat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- SU.rat Perintah Kerja I SUrat Perjanfian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belaaja Modal Pengadaau Hewan/Temak dan Tauaman 
Belanja Modal Pengadaan hew.an kebun binatang 
Belanja Modal Pengadaan temak 
Belanja Modal Pengadaan ta.ruµnan 
Belanja Modal Pengadaan Binatang Unggas 
Belanja Modal Pengadaan Binatang Melata. 
Belanja Modal Pengadaan Binatang Ikan · 
Belan.ja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan 
Belanja Modal Pengadaart Tanaman Perkebunan 
Belanja Modal Pengadaan Tanaman Holtikultura 
Belanja Modal Pengadaan Tanaman Kehut.anan 
Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias 
Belanja Modal Penga daan Tanaman Obat dan Kosmetika 
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5.2.3.30. 
5.2.3.30.01. 
5.2.3.30.02. 
5.2.3.30.03. 
5.2.3.30.04. 
5.2.3.;10.os. 
5 .2.3.30.06. 
5.2.3.30.07. 
5.2.3.30.08. 
5.2.3.30 .09. 
5.2.3.30.10. 
5.2.3.30.11. 
5 .2.3 .30.12. 
5.2.3.30. 13. 
5. 2.3.30 . 14. 
5.2.3.30. 15. 
5. 2 .3.30.16 . 
5.2.3.30.18. 
5. '2 .3.30 . 19. 
5 ;2.3.30. 20. 
5. 2.3.30.21. 
5.2.3. 30. 22. 
5.2.3.30 .'23. 
5 .2.3. 30. 24. 
5.2.3.30.25. 
5 .2.3.30 .26. 
5.2.3.30.27. 
5.2.3.30 .28. 
5 .2. 3.30.29. 
5. 2 .3.30.30. 
5 .2. 3.30.3 1. 
5. 2 .3.30.32. 
5.2.3.30.33. 
5.2.3.30.34. 
5 .2.3.30.35. 
5.2.3. 30.36 . 
5.2.3.30.37. 
5.2.3.30.38. 

___ ...,___ ., .. _ 

,. 
Untuk pengadaan hewan./ temak dan tanaman doku.men pertaggungjawaban sebagai berikut : 

- SUrat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga / .-f3ukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejabg.t Penerima / Paniti.a Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

BelauJa Modal Peugadaan Alat.-alat Penenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan senjata api 
Belanja Modal Pengadaan radar 
Belanja Modal Pengadaan mobil water canon 
Belanja Modal Pengadaan borgol 
Belanja Modal Pengadaan sangkur / bayonet 
Belanja Modal Pengadaan perisai/ tarneng · · 
Belanja Modal Pengadaan detektor logam 
Belanja Modal Pengadaan rompi anti peluru 
Belanja Modal Pengadaan pentungan 
Belanja Modal Pengadaan helm 
Belanja Modal Pengadaan alarm/ sirene 
Belanja Modal Pengadaan sentolop/senter 
Belanja Modal Pengadaan Sarung Tangan 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan _Selam 
Belanja Modal Pengadaan Teropong 
Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar 
Belanja Modal Pcngadaan baju pelampung/pelampung 
Belanja Modal Pengadaan Senjata Genggam 
Belanja Modal Senjata Pinggang 
Belanja Modal Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang 
Belanja Modal Senapan Mesin 
Belanja Modal Mortir 
Belanja Modal Anti Lapis Baja 
Belanja Modal Artileri Medan (Armed) 
Belanja Modal Artileri Pert.ahanan Udara (Arhanud) 
Belanja Modal Peluru Kendali/Rudal 
Belanja ModA1 Kavaleri 
Belanja Modal Senja ta La'in-la'in 
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan 
Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api 
Delanja Modal Pengadaan Amunisi Umum 
Belanja Modal Pengadaan Amunisi Darat 
Belahja Modal Pengadaan Laser 
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamana n 
Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan 
Bela:nja Modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air 
Belanja Modal Pengadaan Ala~ Penunjang Pengamanan Hutan Untu.lc p engadaan alat-alat p ersenj atan/ keamanan dokumen 
pertanggun.gjawaban sebagai berikut: 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- ,SUrat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak 
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5.2.3.3 1. 
5 .2.3.3 1.01. 

5.2.3.32. 
5.2.3.32.01. 

5 .2.3.34. 
5.2.3.34.01. 

5 .2.3.35. 
5.2 .3.35.01. 

5 .2.3.36. 
5.2 .3.36.01. 
5.2.3.36.02. ·, 

5.2.3.37. 

5.2. 3.37.0 1. 
5 .2.3.37.02. 
5.2.3.37 .03. 

Belanja Modal Dana BOS 
Belanja Modal Dana BOS 
Untu.k dana BOS dokumen pertanggungjawaban sebagai beriku.t : 

Surat Bukti Pengeluaran. I BKP 
Nata I Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 

- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan 
Belanja Moda l Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan 
Untuk pengadaan a(at konstruksi/ pertukangan doku.men 
pertanggungjawaban sebaga{ berikut : 

Surat Bukti Pengelu.aran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanji,:m f 

- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Pan.itia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran. pajak 

Belanja Modal Pengadaa.n Perlengkapan / Peralatan Praktek 
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Perala.tan Praktek 
Untuk pengadaan perlengkapan/ peralatan praktek doku.men 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

SUrat Bukti Pengeluarcv;t. I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2 
B erita Acara dari Pejp.bat Penerima / Panitia Penerima 

- Pajak / Bukti pembayaran. pajak 

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran 
Belanja Modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran. 
Untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran doku.men 
pertanggu.ngjawaban sebagai berikut ; 

Surat Bukti Pengeluaran / BKP 
Nota / I<witansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian. )2 
Serita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat Perangkap . 
Belanja Modal Pengadaan Alat Tangakap ternak 
Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Satwa Liar 
Untuk pengad aan alat perci.ngkap dokumen pertanggungjawaban 
sebagaibcrikut: · 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
Surat Perinta~t K erja I ~rat Perjanjian )2 
Serita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Sarana 
Perhubungan 
Belanja Moda l Pengadaan Trafict Light 
Bel~ja Moda l Pengadaan Warning Light 
Belanja Modal Pengadaan Halte 

dan Prasarana 
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5 .2.3.38. 
5 .2.3.38.0 1. 

5.2.3.41. 
5.2.3.41.01. 
5 .2.3.41.02. 

5.2.3.42. 
5.2.3A2.01. 

5.2.3.44. 

5.2.3.44.01. 

5.2.3.45. 
5.2.3.45.01. 
5.2.3.45.02. 
5. 2.3 .•'15.03. 
5.'.2 .J.'15.04. 
5.2.3.45.05. 
5 .:2. 3 .45. 06. 

Untuk pengadaan saran<?, dan prasarana dokumen 
pertanggungjn.waban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Su.rat Perjanjian f 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

- Pajak I Bukti pembayctran pajak 

Belanja Modal BLUD 
Belanja Modal BLUD. 
Dok:umen pertanggungjawaban sebagai berjkut : 

Surat Bukti: Pengeluaran I BKP 
Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I SUrat Perjanjian )2 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak / Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Industri 
Belanja Modal Mesin Packing 
Belanja Modal Palct Kayu 
Untuk pengadaan alat-alat industri dokumen 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pit.wk ketiga I Bultti Pembelian )1 
Surat .Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 

- Pajak I Bukti pembaya,ran pajak 

Belanja Mod.al Pengadaaa Alat Alat Bermain 
Belanja Modal Pengadaan A.lat Bennain TK 
Untuk pengadaan alat-alat bermain doku.men 
pertanggungjawaban sebagai berikut : 

Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja / · Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pejaba.t Penerima I Panitia Penerima 

Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belall.fa Modal Pengada~ Sarana Prasarana Penyuluh 
Pertanian 
Pengadaan Kelengkapan Penyulu.h Pertanian 
Untuk pengadaan sarana prasaran.a penyuluh p ertan.ian 
dokumen pertanggungjawabair. sebagai berikut : 

Surat Bukti. Pengeluaran I BKP 
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja. / Surat Perjanjian )2 
Berita Acar.a dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modal Perlengkapan-Olahraga 
Belanja Modal Perlengkapan Olahraga Karate 
Belanja Moda l Pengadaan Alat Senam 
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air 
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara 
Belanja Modal Pengadaan Scoring Board 
Bela nja Moda l Perlengkapan Olahraga Tarung Drajat 
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5.2.3.46. 
5. 2.3.46.01. 

s :2.3.48. 
5.2.3.48.01. 

5.2.3.49. 
5 .2.3.49.01. 

5 .2.3.50. 
5. :2 .3.50.01. 

dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut : 
- Surat Bukti Pengeluaran I BK.P 
- Nota I Kwitansi dari Pi.hak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Ke,:ja I SUrat Perjanjian p 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak I Bu.kti pembayafan pajak 

Belanja Modal Biaya Penyelenggaraan Peildidlkan 
Belanja Modal Bia.ya Penyelenggaraan Pendidikan 
Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanfian )2 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 
- Pajak I Bukti pembayaran pajak 

Belanja Modw Dari Dana Pendamping Oak Tambahan 
Belanja Modal Dan~ Pendamping OAK Tambahan 
Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut : 

- Surat Bukti Pengeluaran I BKP 
- Noto./ Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1 
- Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian )2 
- Berita Acara dari Pej abat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak / Bukti pembayar:an pajak 

Belanja Modal Pengadaan Display 
Belanja Modal Pengadaan .Bilbord 
Dokumen p ertanggungjawaban sebagai berikut : 

Surat 8ukti Pengeluaran I BKP 
- Nota I Kwitansi dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 

Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima 

Pajak I Bu.kti pembayaran pajak 

Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir 
Pembuatan Tempat Parkir 
Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut : 

- Surat Buk:ti Pengeluaran I BKP 
Mota I Kwitans i dari Pihak ketiga I Bukti Pembelian )1 
Surat Perintah Kerja I Surat Perjanjian p 

- Berita A cara dari Pej abat Penerima I Panitia Penerima 
- Pajak / Bukti pembayaran. pajak 
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